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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). Dalam pembukaan UU ASN bagian
konsideran Menimbang huruf a dinyatakan bahwa UU ASN diundangkan dalam rangka
pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD Tahun 1945) dengan membangun karakter ASN yang berintegritas, profesional,
netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan
peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD
Tahun 1945.

Pasal 10 UU ASN menyebutkan fungsi dari Pegawai ASN adalah sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dengan adanya tiga
fungsi ASN tersebut diharapkan tujuan nasional dapat tercapai sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.

Pembentukan karakter ASN sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan melalui
Pelatthan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III (selanjutnya disebut PERKA LAN
Latsar CPNS Golongan III). Dalam PERKA LAN tersebut diwajibkan bagi CPNS peserta
Latsar CPNS untuk membuat rancangan aktualisasi dan melaporkan hasil aktualisasi dalam

waktu 4 bulan habituasi di tempat kerja.



B. Tujuan Aktualisasi

Aktualisasi kegiatan mempunyai beberapa tujuan, masing-masing yaitu:

1. Pemahaman yang lebih dalam berkenaan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang
terdiri atas Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti
Korupsi (selanjutnya disebut ANEKA).

2. Penerapan nilai-nilai dasar ASN yakni ANEKA dalam ruang lingkup aktualisasi
kegiatan.

3. Peningkatan kualitas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian

DPR RI sehingga dapat mendorong perwujudan pelayanan publik yang lebih baik.

C. Ruang Lingkup Waktu

Aktualisasi dilaksanakan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan

Keahlian DPR RI pada tanggal 1 Juni-12 September 2018.

D. Profil Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

UUD Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) mengamanatkan bahwa DPR RI memiliki
tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi
konstitusional DPR RI tersebut selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013
(selanjutnya disebut UU MD3). Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan

politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Badan Keahlian DPR RI
DPR RI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya memerlukan
sistem pendukung (supporting system) yang memberikan dukungan administratif,
persidangan, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas, kinerja tinggi,
dan kompetensi yang memadai.Dalam Pasal 413 UU MD3 dijelaskan bahwa dalam
mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibentuk
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.Sekretariat Jenderal DPR RI

berfungsi melaksanakan fungsi dukungan administrasi sementara Badan Keahlian
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DPR RI melaksanakan fungsi dukungan keahlian.Pada pertanggungjawabannya,
Badan Keahlian DPR RI secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI dan
secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR R1L

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memiliki visi dan misi tahun 2016-
2019 sebagai berikut:

VISI
Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl yang

profesional andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

MISI

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal,

transparan, dan akuntabel.

2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR

e
PHFINANDFR R :
e, SR
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RI digambarkan sebagai berikut:

Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan
tugas DPR RI termaktub dalam fungsi Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Pasal 30
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI, fungsi Badan Keahlian DPR RI adalah:

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian;



2) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Badan Keahlian;

3) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-
undang kepada DPR RI;

4) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada
DPR RI,;

~ 5) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas
keuangan negara kepada DPR RI;

6) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR
RI;

7) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan
kepada DPR RI;

8) Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan

9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR RI dan Sekretaris
Jenderal.
Peran dan fungsi dukungan keahlian Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan

melaluilima pusat yaitu:

1) Pusat Perancangan Undang-Undang;

2) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

3) Pusat Kajian Anggaran;

4) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;

5) Pusat Penelitian.




2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Puspanlak
UU) merupakan salah satu unit kerja dalam Badan Keahlian DPR RI yang
memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melakukan fungsi
pengawasan.
a. Puspanlak UU memiliki visi dan misi tahun 2016-2019 sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Puspanlak UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan

dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan

yang aspiratif dan akuntabel.

MISI

1) Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan
Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam
menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di
persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;

2) Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang
profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3) Mewujudkan kualitas analisis dan evakuasi pemantauan peleksanaan undang-
undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4) Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan DPR RI dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 69

ayat (1) huruf ¢ UU MD3 jo. Pasal 162 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014

tentang Tata Tertib yang menyatakan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan

mempunyai wewenang dan fungst:

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang.

2) Melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

3) Melakukan pemantavan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.



Selain fungsi pengawasan, menurut ketentuan Pasal 175 UU MD3, DPR RI
juga memiliki fungsi memberikan Keterangan DPR RI atas permohonan perkara
pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di persidangan Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut MK).

Dalam memberikan dukungan keahlian sebagaimana dijelaskan diatas,
Puspanlak UU menyelenggarakan kegiatan:

1) Pelaksanaaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK.

2) Analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang
politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi,
keuangan, industri dan perdagangan; dan

3) Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

4) Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaannya berjalan secara profesional, tepat waktu dan

akuntabel.

b. Fungsi Puspanlak UU
Dalam melaksanakan tugasnya, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Puspanlak UU;
2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Puspanlak UU;
3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Puspanlak UU;
4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
- lingkungan Puspanlak UU;
5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan
pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di MK;
6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-
undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK;
7) Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan
penanganan perkara pengujian undang-undang di MK
8) Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
9) Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK,
10) Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;
11) Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan
12) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.



Bagan struktur organisasi dan tata kerja Puspanlak UU digambarkan sebagai berikut:

" KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU

. RUDI ROCHMANSYAH, S.H., MLH. -

AUk

c. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Hukum Puspanlak UU

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai

pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

a) Menyusun kajian pemantaun terkait pelaksanaan Undang-Undang, dengan

uraian tugas sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

Menelusuri UU yang akan dipantau;

Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU;

Menyusun daftar peraturan pelaksanaan dari UU yang akan dipantau;
Menyusun daftar keterkaitan dan analisis UU yang dipantau dengan UU
lain;

Menyusun daftar peraturan non delegasi (teknis) terkait dengan pelaksanaan
UU yang dipantau;

Menyusun “matrik evaluasi dan analisis materi muatan UU”/Tabel I;
Menyusun TOR pemantauan pelaksanaan UU untuk diajukan kepada
Narasumber Pusat;

Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada
Narasumber Pusat (per K/L);

Melakukan diskusi dengan narasumber tingkat pusat (per stakeholder);
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10) Menyusun narasi hasil diskusi dengan Narasumber Pusat;

11) Menyusun matrik hasil diskusi dengan Narasumber Pusat/l Narasumber;

12) Menyusun Tabel Pengujian Implementasi/Tabel II;

13) Menyusun TOR pemantaun pelaksanaan UU untuk diajukan kepada
Narasumber Daerah;

14) Menyusun daftar pertanyaan terhadap UU yang akan dipantau kepada
Narasumber Daerah (per K/L);

15) Menentukan, menghubungi, dan menyusun jadwal diskusi dengan
stakeholder daerah;

16) Melakukan diskusi dengan stakeholder daerah (per daerah, per stakeholder);

17) Menyusun narasi hasil RDP dengan stakeholder daerah (per daerah, per
stakeholder);

18) Menyusun Matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah  (per
stakeholder);

19) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan stakeholder daerah (per
daerah);

20) Menyusun gabungan matrik hasil diskusi dengan seluruh daerah;

21) Menyusun Matrik Implementasi Komprehensif;

22) Menyempurnakan “matrik evaluasi dan analisis materi muatan UU”/Tabel

1.

e |

23) Menyusun kajian, analisis dan evaluasi UU.

b) Menyusun kajian pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

1) Menelusuri status UU menurut tahun penetapan,
2) Menyusun Daftar Status Keberlakuan UU (per tahun);

3) Mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU yang mengamanahkan peraturan

pelaksanaan (per UU);
4) Mendata pasal-pasal yang terkait UU lain;
5) Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU (per UU),

6) Menelusuri putusan MK yang terkait dengan UU (per UU);
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¢) Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang;
1) Menerima Berkas Permohonan Perkara Pengujian UU, rekap perkara,

permintaan dan data risalah dan distribusinya.
2) Penyusunan draft Keterangan DPR.

3) Penyusunan Perbaikan Draft Keterangan DPR berdasarkan Perbaikan

Permohonan Perkara Pengujian UU.

4) Penyempurnaan Keterangan DPR, penyusunan Executive Summary dan

pendampingan Tim Kuasa.

d) Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan
MK dalam rangka penanganan perkara pengujian Undang-Undang;

1) Menghadiri sidang permohonan Perkara MK yang diujikan;
2) Membuat resume/info judicial atas Putusan/Ketetapan Perkara MK yang
diujikan.

¢) Mengelola database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan MK,
serta database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK.
1) Inventarisasi Putusan MK terhadap UU yang dikaji,

2) Menyusun draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan putusan MK

3) Menyusun perbaikan draft Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan

MK;

4) Penyempurnaan hasil Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK.



BAB II
KEGIATAN AKTUALISASI

A. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara

ASN dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan

publik, dan perekat dan pemersatu bangsa harus didasari atas lima nilai-nilai dasar

profesi ASN yaitu:
1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemenuhan pertanggungjawaban terhadap amanah

yang diberikan terhadap ASN. Mekanisme Akuntabilitas pada suatu organisasi akan

berbeda dengan mekanisme akuntabilitas organisasi lainnya. Contoh mekanisme

akuntabilitas organisasi, antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem

akreditasi, dan sistem pengawasan.Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam

menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel yaitu:

a.

Kepemimpinan

Pimpinan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel
vang dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (lead by example),
menularkan efek positif bagi bawahannya dengan menerapkan komitmen yang
tinggi dalam melakukan pekerjaan.

Transparansi

Tujuan dari adanva transparansi adalah mendorong komunikasi dan kerjasama
yang lebih baik antara kelompok internal dan eksternal, meningkatkan
akuntabilitas keputusan yang diambil dan meningkatkan kepercayaan kepada
pimpinan.

Integritas

Integritas individu pada institusinya akan memunculkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga muncul kepercayaan
masyaralat (public trust) terhadap institusi tersebut.

Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban individu untuk menanggung keputusan

yang dibuat, dimana setiap keputusan pasti akan mebawa konsekuensinya.

. Keadilan
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Keadilah harus ditegakkan demi kepercayaan dan kredibilitas organisasi sehingga
institusi mampu bekerja secara maksimal.

f. Kepercayaan
Lingkungan yang akuntabel tidak akan tercapai jika dibangun dari hal-hal yang
tidak dapat dipercaya, karena kepercayaan yang mendorong terciptanya
akuntabilitas.

g. Keseimbangan
Keseimbangan diperlukan untuk tercapainya akuntabilitas yakni keseimbangan
antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas.

h. Kejelasan
Agar individu/kelompok mampu menciptakan akuntabilitas, maka harus ditetapkan
tujuan dan hasil yang akan dicapai secara jelas terlebih dahulu.

i. Konsistensi
Suatu kebijakan harus dilaksanakan secara konsisten agar memiliki dampak pada

lingkungan kerja yang akuntabel.

. Nasionalisme

Nasionalisme diartikan sebagai pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan
negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Secara lebih luas, nasionalisme dapat
dikaitkan pula dengan Pancasila sehingga nasionalisme kemndian dimaknai sebagai:
a. Menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan.

b. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan pribadi dan golongan.
c. Bangga dan tidak merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia.
d. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia.

e. Mengembangkan sikap tenggang rasa.

. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi atas standar/norma yang menentukan baik/buruk,
benar/salah, tindakan yang harus dilakukan serta keputusan untuk mengarahkan
kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan.Etika dapat
bersumber dari agama, lingkungan masyarakat atau umum, peraturan formal,
keluarga, hati nurani, atau adat istiadat.Etika diekspresikan dalam bentuk wiraga
(tubuh), wicara (kesatuan ucapan), atau busana.

Nilai-nilai dasar dalam etika publik terdiri dari:
14



Berpegang teguh pada Pancasila.

=R

Setia dan mempertahankan UUD Tahun 1945.

Menjalankan tugas dengan profesional.

o o

Keputusan dibuat berdasarkan prinsip keahlian.

Menciptakan lingkungan kerja non diskriminatif.

oo

Menjunjung tinggi etika luhur.
Bertanggungjawab terhadap kinerja.

5 R

Mampu melaksakan kebijakan pemerintah.

Memberikan layanan secara cepat, tepat dan santun.

o

Mengutamakan kepemimpinan berkualitas.

—_.

k. Menghargai komunikasi dan kerjasama.
l. Mengutamakan pencapaian hasil.

m. Mendorong kesetaraan pekerjaan.

. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah sesuatu hal yang dilaksanakan secaraa terintegrasi dengan
unit/instansinya untuk senantiasa melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas agar
dapat memberikan kepuasan atau bahkan melebihi harapan. Komitmen mutu erat
kaitannya dengan:

a. Efektivitas

b. Efisiensi

c. Inovatif

d. Kreativitas

e. Produktivitas

Nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu:

a. Komitmen bagi kepuasan masyarakat.

b. Pemberian layanan yang cepat, tepat dan ramah.

¢. Pemberian layanan yang menyentuh hati, sehingga walaupun fasilitas seadanya
masyarakat tetap dapat merasakan kenyamanan publik.

d. Memberikan pelayanan yang melindungi masyarakat, misalnya karena munculnya
kebijakan baru.

€. Menggunakan inovatif dalam pengambilan keputusan.

f. Upaya perbaikan secara berkelanjutan.
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5. Anti Korupsi
Anti korupsi adalah suatu perilaku yang menghindari dari segala perbuatan yang

mengarahkan kepada korupsi.Sementara korupsi merupakan sebuah tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(selanjutnya disebut UU Tipikor) yang terwujud dalam tujuh perbuatan yang dapat
dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:
1) Kerugian Keuangan Negara
2) Suap-Menyuap
3) Penggelapan Dalam Jabatan
4) Pemerasan
5) Perbuatan Curang
6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

7) Gratifikasi

Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah:
1) Disiplin

2) Peduli

3) Kerja keras

4) Adil

5) Mandiri

6) Tanggung jawab

7) Sederhana

8) Berani

9) Jujur

B. Rancangan Aktualisasi

1. Analisa Kondisi
a. Kondisi Saat Ini (Existing Condition)
Undang-undang sebagai produk legislasi dari DPR RI telah banyak dilakukan
pengujian oleh MK sejak tahun 2004. Hingga tahun 2018, MK telah memutus
sebanyak 248 putusan dari total 123 undang-undang yang seluruhnya dan/atau
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sebagian materinya dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK.

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU
Pembentukan Peraturan) telah menentukan bahwa tindak lanjut atas putusan MK
merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang.
Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa tindak lanjut atas putusan MK tersebut
dilakukan oleh DPR RI atau Presiden.

DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki kewajiban untuk
menindaklanjuti putusan MK terhadap undang-undang yang telah diujikan. Namun
demikian, hingga saat ini kewajiban tersebut baru dilaksanakan sebatas pendataan
putusan MK dan pendataan undang-undang yang telah diujikan oleh MK dalam
bentuk tabel/matriks.

Penyajian data undang-undang yang telah diputus oleh MK sudah disajikan
secara rinci dalam bentuk analisis dan evaluasi di website Puspanlak UU. Namun
demikian, untuk alasan kemudahan anggota DPR, pegawai di lingkungan
Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, dan masyarakat dibutuhkan penyajian
data putusan yang terintegrasi dalam satu dokumen terkait pasal-pasal mana saja

yang telah mengalami perubahan dan sudah tidak berlaku lagi.

. Kondisi Yang Diharapkan (/deal Condition)

Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR
RI sebagal pembuat undang-undang melalui proses legislasi. Materi muatan yang
harus dimuat dalam undang-undang vang dibuat cleh DPR RI yaitu:

1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD Tahun 1945;

2) Perintah svatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;

4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka DPR RI berkewajiban menindaklanjuti
perubahan undang-undang akibat putusan MK sebagai pelaksanaan fungsi legislasi.
Disamping itu, anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas memerlukan pasal/ayat yang telah
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diubah pasca putusan MK dalam bentuk satu dokumen yang lebih mudah untuk
dibaca dan dipahami.

Produk legislasi DPR RI berupa undang-undang organik saat ini telah
dipublikasikan dalam JDIH secara cepat dan dapat diunduhdengan bebas. Idealnya,
publikasi undang-undang yang telah dilakukan perubahan pasca putusan MK juga
seharusnya dapat dipublikasikan secara cepat dan dapat diakses oleh masyarakat
dengan mudah.

Puspanlak UU yang fokus menangani penanganan perkara permohonan
pengujian undang-undang di MK juga dapat menyajikan data putusan MK yang
terintegrasi dengan undang-undang organik dalam satu dokumen terkait pasal-pasal
mana saja yang telah mengalami perubahan dan sudah tidak berlaku lagi.
Diharapkan dengan dipublikasikannya perubahan undang-undang pasca putusan
MK yang terintegrasi dalam satu dokumen, dapat membantu anggota DPR RI,
pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta
masyarakat luas dengan cepat mengetahui bagian mana saja dalam undang-undang

yang telah mengalami perubahan.

c. Gap Analysis
Antara kondisi saat ini (existing condition) dan kondisi yang diharapkan

(ideal condition) diatas terdapat gap atau jarak berupa:

1) Adanya kewajiban untuk menindaklanjuti putusan MK terhadap undang-undang
yang belum efektif dilakukan. Tindak lanjut yang telah diupayakan adalah
dengan membuat database undang-undang pasca putusan MK yang belum
terintegrasi dengan undang-undang organiknya.

2) Kebutuhan anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI serta masyarakat luas untuk mendapatkan akses mudah
dan cepat dari perubahan undang-undang pasca putusan MK dalam website
DPR RI belum terpenuhi karena masih terpisah antara undang-undang organik

dengan hasil putusan MK yang belum terintegrasi dalam satu dokumen.

2. Penyebab
e Internal: Pengerjaan pendataan hasil putusan MK terhadap undang-undang masih
manual melalui tabel/matriks yang kemudian disajikan dalam bentuk analisis dan

evaluasi secara deskriptif di website Puspanlak UU.
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e Eksternal: Belum terintegrasinya produk Puspanlak UU dengan produk DPR RI
dalam menindaklanjuti undang-undang yang diubah oleh puotusan MK
menyebabkan penyajian dokumen undang-undang organik masih terpisah dengan

hasil putusan MK,

3. Manfaat
o Internal: Memudahkan anggota DPR RI dan pegawai di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam merumuskan rancangan undang-
undang dan kebijakan berbasis undang-undang.
o Eksternal: Memudahkan masyarakat dalam mendapat akses undang-undang yang
telah diubah akibat putusan MK sebagai dasar hukum yang berlaku di seluruh

Indonesia.

4. Hasil/Output
Output yang akan dihasilkan dari rancangan ini adalah dokumen perpaduan
undang-undang organik dengan putusan MK yang akan ditampilkan dalam website
Puspanlak UU dan dapat diunduh secara bebas, dan akan terus diperbaharui setiap
kali ada putusan MK yang mengubah isi undang-undang.

5. Identifikasi Isu
Permasalahan diatas diharapkan dapat menjawab pelayanan publik menjadi lebih

efektif dan efisien dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

e Tidak adanya sarana pendukung
berupa aplikasi yang dibuat khusus
untuk memasukkan data putusan

o DPR RI memiiiki fungsi
legislasi dalam membentuk dan
mengubah undang-undang.

e Puspanlak UU menjadi pusat MK ke dalam undang-undang.
database putusan MK di DPR e Tidak adanya undang-undang yang
RI ditampilkan dalam JDIH dalam

» Tersedianya website Puspanlak bentuk file word, sehingga
UU yang dapat diakses membutuhkan  usaha  untuk
langsung oleh masyarakat. konversi dokumen.

e Masyarakat membutuhkan data e Tindak lanjut putusan MK menjadi
undang-undang yang telah undang-undang perubahan
mengalami  perubahan  oleh merupakan wilayah politik hukum
putusan MK. DPR RI yang hingga kini belum

s Kesempatan memberikan ditindaklanjuti melalui pengesahan

pelayanan  informasi  yang | undang-undang perubahan.
terbaru terkait undang-undang
yang telah mengalami |
perubahan oleh putusan MK
menjadi  lebih efektif dan |

efisien.




a. Isu yang ditetapkan
Dari paparan analisa kondisi diatas, maka dapat dilihat isu yang harus segera
ditangani yaitu belum optimalnya penyajian undang-undang pasca putusan
MK yang menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang efektif dan

efisien.

b. Gagasan Pemecahan Isu
Dengan melihat kepada isu diatas, maka muncul gagasan untuk pemecahan isu
tersebut adalah dengan cara mengolah dan menginput putusan MK ke dalam
satu dokumen yang memadukan antara undang-undang organik dengan
putusan MK dan pertimbangan hukumnya, dan juga menampilkan di
website Puspanlak UU agar dapat diunduh secara bebas oleh anggota DPR
RI, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR

RI serta masyarakat luas.

c. Target Jangka Waktu

1) Pendek
Dalam waktu 3 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus
MK pada tahun 2018 telah disajikan dalam dokumen yang dipublikasikan
melalui website Puspanlak UU.

2) Menengah
Dalam waktu 6 bulan ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus
MK pada tahun 2010-2018 telah disajikan dalam dokumen yang
dipublikasikan melalui website Puspanlak UU.

3) Panjang
Dalam waktu 1 tahun ditargetkan pengujian undang-undang yang diputus
MK pada tahun 2005-2018 telah disajikan dalam dokumen yang
dipublikasikan melalui website Puspanlak UU.

6. Rancangan Aktualisasi
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No L. . 'I___{Kq_glgtan. | Tah?.pa;t%_-.Keglatan: Qutpyt/Hasﬂ o | _ KA VlSlthSlOrgan1sa31 L
1. | Mengumpulkan 1. Menelusuri . Folder kumpulan Akuntabilitas Mewujudkan kualitas Profesional
data putusan MK putusan MK Putusan MK Nasionalisme pemberian dukungan Transparan
terkait pengujian selama 2018 tahun 2108 keahlian kepada DPR Akuntabel
UU selama tahun 2. Mengidentifikasi . Pemilahan RI dalam penanganan
2018 jenis putusan dokumen perkara pengujian
yang dihasilkan Putusan MK undang-undang
3. Mendata  amar yang dikabulkan terhadap UUD Tahun
putusan ke dalam seluruhnya atau 1945 yang
satu dokumen tafsiran bersyarat profesional, tepat
tahun 2018 waktu akuntabel, dan
. Dokumen berisi sesuai ketentuan
amar putusan peraturan perundang-
tahun 2018 undangan
2. | Mengubah bentuk 1. Mengumpulkan . Folder kumpulan Akuntabilitas Mewujudkan kualitas Profesional
dokumen UU dari UU organik UU organik Komitmen Mutu  [pemberian dukungan Akuntabel
.pdf menjadi .doc terkait dari JDIH terkait keahlian kepada DPR
DPR . Dokumen UU RI dalam penanganan

Mengkonversi
file UU organic
dari .pdf menjadi
.doc
menggunakan
Nitro Pro

organik terkait
dalam bentuk
.doc

perkara pengujian
undang-undang

terhadap UUD Tahun
1945 yang
profesional, tepat
waktu akuntabel, dan
sesuai ketentuan
peraturan perundang-




undangan

Menginput data 1. Memberi tanda  {I. Dokumen UU Akuntabilitas Mewujudkan kualitas Profesional
putusan MK pada pasal yang yang telah diberi Komitmen Mutu  |pemberian dukungan Akuntabel
kedalam dokumen mengalami tanda pasal yang keahlian kepada DPR
baru per nomor UU perubahan diubah oleh RI dalam penanganan
2. Memasukkan putusan MK perkara pengujian
amar putusan MK 2. Dokumen UU undang-undang
ke dalam catatan yang telah terhadap UUD Tahun
pasal yang dimasukkan 1945 yang
diputus catatan amar profesional, tepat
3. Memasukkan putusan MK waktu akuntabel, dan
pertimbangan sesuai ketentuan
hakim atas pasal peraturan perundang-
yang diubah undangan
Membuat daftar | 1. Mendata UU 1. Daftar dokumen Akuntabilitas Mewujudkan kualitas Transparan
dokumen UU yang yang telah UU yang telah Komitmen Mutu  |pemberian dukungan Akuntabel
telah diinput dilakukan input diberi input keahlian kepada DPR
putusan MK putusan MK RI dalam penanganan
2. Mengurutkan UU 2. Folder kumpulan perkara pengujian
yang telah diinput | UU yang telah undang-undang
berdasarkan diinput putusan terhadap UUD Tahun
tahun putusan MK 1945 yang
profesional, tepat
waktu akuntabel, dan
sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan
Mempublikasikan 1. Koordinasi 1. Undangan  rapat Akuntabilitas 1.Memperkuat Andal
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dokumen yang telah dengan TU untuk | koordinasi Nasionalisme kelembagaan Transparan
diinput ke website menjadwalkan . Dokumen pointer Etika Publik Puspanlak Uu Akuntabel
Puspanlak UU rapat koordinasi materi rapat Komitmen Mutu sebagai unit
dengan BDTI . Daftar ~ Absensi Anti Korupsi organisasi Badan
. Menyiapkan rapat Keahlian DPR RI
substansi rapat . Laporan  Singkat dalam memberikan
dan prosedur hasil rapat dukungan keahlian
manual yang . Unggahan kepada DPR RI
akan dirapatkan dokumen di dalam menjalankan

. Rapat koordinasi website Puspanlak fungsi pengawasan
dengan BDTI Uy dan pemberian
untuk membuat Keterangan DPR
halaman khusus RI di persidangan
di website terkait Mahkamah
penyajian UU Konstitusi ~ yang
yang telah profesional ~ dan
dimasukkan akuntabel.
putusan MK 2. Mewujudkan

. Mengunggah kualitas pemberian
dokumen yang dukungan keahlian
telah diinput ke kepada DPR RI
website dalam penanganan
Puspanlak UU perkara pengujian

. Memperbaharui undang-undang
dokumen UU terhadap UuubD
secara berkala per Tahun 1945 yang
bulan profesional, tepat

waktu akuntabel,
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dan sesuat
ketentuan

peraturan
perundang-
undangan
Melakukan . Koordinasi 1. Undangan rapat Akuntabilitas Memperkuat Andal
sosialisasi terhadap dengan TU untuk sosialisasi Nasionalisme kelembagaan Transparan
publikasi dokumen menjadwalkan 2. Dokumen Etika Publik Puspanlak UU Akuntabel
secara internal rapat sosialisasi pointer materi Komitmen Mutu  |sebagai unit
yang ditujukan rapat sosialisasi Anti Korupsi organisasi Badan
kepada analis 3. Daftar Absensi Keahlian DPR RI
hukum rapat sosialisasi dalam memberikan
. Menyiapkan 4. Laporan Singkat dukungan keahlian
substansi rapat hasil rapat kepada DPR RI
sosialisasi dan sosialisasi dalam menjalankan
prosedur manual | 5. Unggahan fungsi pengawasan
yang akan dokumen di dan pemberian
dirapatkan website Keterangan DPR RI
. Koordinasi Puspanlak UU di persidangan
dengan TU Mahkamah Konstitusi

terkait absensi
rapat sosialisasi

. Membuat laporan

singkat
pembahasan rapat
sosialisasi.

yang profesional dan
akuntabel
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BAB I
CAPAJAN KEGIATAN AKTUALISASI

A. Capaian Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara umum berjalan sesuai dengan rencana yang
sudah disusun dalam Rancangan Aktualisasi karena kegiatan aktualisasi ini merupakan
sebuah inovasi baru dari salah satu tugas pokok fungsi Analis Hukum yaitu mengelola
database Undang-Undang yang diubah dengan putusan MK. Hanya saja dalam
pelaksanaannya, terdapat beberapa penyvesuaian sesuat arahan atasan terkait judul, tools
dan pelaksanaan jadwal kegiatan aktualisasi dikarenakan hal-hal situasional yang terjadi
di lapangan. Adapun kerangka waktu kegiatan aktualisasi yang dilakukan dari tanggal 1

Juni hingga 22 September 2018 adalah sebagai berikut:

L

Mengumpulkan  data
putusan MK terkait |
pengujian UU selama )
tahun 2018 e
Mengubah bentuk
dokumen UU dari .pdf
menjadi .doc

3. | Menginput data
putusan MK kedalam
dokumen baru per

2

nomor UU
4. | Membuat daftar

dokumen UU yang

telah diinput

5. | Mempublikasikan
dokumen yang telah
diinput ke website
Puspanlak UU

6. | Melakukan rapat
koordinasi  terhadap
publikasi  dokumen
secara internal

7. | Pembuatan = Laporan
Aktualisasi
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B. Tahapan dan Capaian Kegiatan Aktualisasi

Seluruh kegiatan aktualisasi dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan, berikut

uraian lengkapnya:

e - . o
Mengumpulkan data Pekan 1 1. Menelusuri putusan MK Terlaksana
L putusan MK terkait dan 4 Juni selama 2018
pengujian UU selama | 2018 2. Mengidentifikasi jenis putusan
tahun 2018 yang dihasilkan
3. Mendata amar putusan ke
dalam satu dokumen
2. | Mengubah bentuk Pekan 4 1. Mengumpulkan UU organik Terlaksana
dokumen UU dari .pdf | Juni-Pekan terkait dari JDIH DPR
menjadi .doc 3 Juli 2018 |2. Mengkonversi file UU organik
dari .pdf menjadi .doc
menggunakan Adobe Acrobat
DC
3 Menginput data Pekan 2-4 | 1. Memberi tanda pada pasal yang | Terlaksana
putusan MK kedalam | Juli 2018 mengalami perubahan
dokumen baru per 2. Memasukkan amar putusan MK
nomor UU ke dalam catatan pasal yang
diputus
3. Memasukkan pertimbangan
_ hukum atas pasal yang diubah
4. Membuat daftar Pekan 1-2 | 1. Mendata UU yang telah Terlaksana
dokumen UU vang Agustus dilakukan input putusan MK
telah diinput 2018 2. Mengurutkan UU yang telah
diinput berdasarkan tahun
putusan
5. | Mempublikasikan Pekan 2 1. Koordinasi dengan TU untuk Terlaksana
dokumen yang telah Agustus- menjadwalkan rapat koordinasi
diinput ke website Pekan 1 dengan BDTI :
Puspanlak UU September | 2. Menyiapkan substansi rapat dan
2018 prosedur manual yang akan
dirapatkan
3. Rapat koordinasi dengan BDTI
untuk membuat halaman
khusus di website terkait
penyajian UU yang telah
dimasukkan putusan MK
‘4. Mengunggah dokumen yang
telah diinput ke website
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Puspanlak UU
5. Memperbaharui dokumen UU
secara berkala per bulan

6. Melakukan rapat
koordinasi terhadap
publikasi dokumen

secara internal

Pekan 2 1. Koordinasi dengan TU untuk Terlaksana
September menjadwalkan rapat koordinasi
2018 yang ditujukan kepada analis

hukum

2. Menyiapkan substansi rapat
koordinasi dan prosedur manual
yang akan dirapatkan

3. Koordinasi dengan TU terkait
absensi rapat koordinasi

4. Membuat laporan singkat
pembahasan rapat koordinasi.

C. Uraian Kegiatan Aktualisasi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN

Berikut adalah uraian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI, yaitu:

KEGIATAN 1

Nama Kegiatan

Mengumpulkan data Putusan MK terkait pengujian UU selama tahun
2018

Identifikasi Masalah

Jumlah Putusan MK pada tahun 2018 sebanyak 83 putusan yang terdiri
dari tidak diterima, ditolak dan dikabulkan. Selama ini belum pernah
dilakukan pembuatan matriks/tabel yang memilih jenis-jenis putusan
yang berimplikasi pada materi muatan undang-undang mana saja yang
sudah tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Tujuan

Memilah jenis-jenis Putusan MK agar bisa diidentifikasi putusan mana
saja yang tidak diterima, ditolak dan dikabulkan, serta identifikasi
undang-undang apa saja yang diputus.

Sasaran

Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK

Nilai Dasar

Akuntabilitas, Nasionalisme

Waktu Pekan 1 dan 4 Juni 2018
Output/Hasil 1. Dokumen kumpulan Putusan MK tahun 2018
Kegiatan 2. Dokumen pemilahan dokumen Putusan MK yang dikabulkan
seluruhnya atau tafsiran bersyarat tahun 2018
3. Dokumen berisi amar putusan tahun 2018
Uraian Tahapan Kegiatan
1. Menelusuri Putusan MK selama 2018 |




Mengumpulkan seluruh Putusan MK sepanjang tahun 2018 yang berkaitan dengan pengujian
undang-undang yang diakses dari
https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=>5

2. Mengidentifikasi jenis putusan yang dihasilkan
Setelah seluruh Putusan MK tahun 2018 terkumpul, kemudian diidentifikasi hanya Putusan
MK vyang dikabulkan saja sebagai bahan input di kegiatan ini.

Mendata amar putusan ke dalam satu dokumen

Dari seluruh Putusan MK tahun 2018 yang dikabulkan, kemudian dilengkapi lagi dengan
Pokok Amar Putusan yang mendata pasal/ayat mana saja yang dinyatakan bertentangan atau
dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

L

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam menelusuri Putusan MK sepanjang tahun 2018, data diambil hanya dari sumber primer
yaitu website resmi Mahkamah Konstitusi dengan alamat www.mkri.id. Hal ini mencerminkan
nilai akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung jawab dan transparansi, dan nilai Nasionalisme
dengan nilai dasar menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan
golongan.

1. Akuntabilitas

Tanggung jawab yaitu sumber yang dijadikan acuan adalah sumber yang terpercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan, karena Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yudikatif yang
diberi kewenangan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 untuk menguji undang-undang
terhadap UUD Tahun 1945. Transparansi yaitu data putusan yang diambil merupakan data
primer yang dikeluarkan secara resmi oleh MK melalui website www.mkri.id, tidak ada
putusan yang tidak dipublikasikan dalam website tersebut.

2. Nasionalisme

Banyak situs swasta lain yang menampilkan salinan Putusan MK, namun data yang diambil
langsung dari laman resmi Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara dengan
menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mengambil data primer secara
langsung dari laman resmi MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian
undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

1. Profesional
DPR RI dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga negara yang merupakan amanat
langsung UUD Tahun 1945, sehingga pengamnbilan daia akan lebih profesional jika
bersumber dari lembaga yang setara.

2. Transparan
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Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi MK yang mencerminkan
transparansi data.

3. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi MK yang dapat diverifikasi
langsung validitasnya.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dialami adalah Putusan MK yang ditampilkan dalam laman resmi MK
kesemuanya dilindungi dengan kode tertentu, schingga dalam penyalinan judul perkara dan
amar putusan harus dilakukan ketik ulang secara manual.

Solusi

File Putusan MK vyang dilindungi dengen kode tertentu tersebut dilakukan konversi secara
online melalui situs www.smalipdf.com, kemudian disalin bagian pokok amar putusan yang

menyatakan pasal/ayat tertentu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan Aneka

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya
data Putusan MK yang dilakukan input dikarenakan bersumber bukan dari sumber primer.

KEGIATAN 2

Nama Kegiatan Mengubah bentuk dokumen UU dari .pdf menjadi .doc

Identifikasi Masalah | Meskipun undang-undang merupakan produk legislasi dari DPR RI,
namun dokumen undang-undang yang ada di JDIH DPR RI merupakan
undang-undang yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Sekretariat
Negara menerima draft RUU yang telah disahkan dalam Paripurna
DPR RI untuk kemudian disahkan oleh Presiden. Setelah diberikan
nomor undang-undang dan dicatat dalam Lembaran Negara,
Seckretarian Negara mengirimkan kembali naskah undang-undang ke
DPR RI dalam bentuk dokumen asli maupun dokumen hasil scan
| dalam bentuk .pdf. Hal ini menyebabkan undang-undang yang ada
tidak bisa digunakan secara langsung untuk dilakukan input data

Putusan MK.

Tujuan Untuk melakukan input data Putusan MK terhadap pasal/ayat yang
dibatalkan kedalam undang-undang yang dilakukan uji matcri oleh
MK.

Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK

Nilai Dasar Akuntabilitas, Komitmen Mutu
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Waktu Pekan 4 Juni — Pekan 3 Juli 2018

Output/Hasil 1. Folder kumpulan undang—ﬁhdang organik terkait
Kegiatan 2. Dokumen undang-undang organik terkait dalam bentuk .doc

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Mengumpulkan UU organik terkait dari JDIH DPR
Dari data Putusan MK tahun 2018 dapat diketahui undang-undang apa saja yang telah
dilakukan uji materiil, yang kemudian undang-undang tersebut diunduh dari JDIH DPR RI
di laman http://dpr.go.id/jdih/uu.

2. Mengkonversi file UU organik dari .pdf menjadi .doc menggunakan Adobe Acrobat DC
Dokumen undang-undang organik di JDIH DPR RI memiliki format .pdf, sehingga untuk
melakukan input data harus dikonversi terlebih dahulu menjadi format .doc. Dari rencana
hanya menggunakan aplikasi yang gratis Nitro Pro agar tak membuat beban anggaran baru,
dapat menggunakan aplikasi premium Adobe Acrobat DC setelah berkoordinasi dengan
BDTL

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mengubah dokumen undang-undang dari JDIH DPR RI dengan format .pdf menjadi
.doc, digunakan aplikasi konversi premium agar mendapat hasil yang lebih baik. Hal ini
mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar transparansi dan integritas, dan nilai
Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan.

1. Akuntabilitas
Transparansi yaitu dokumen undang-undang dari JDIH DPR RI yang diambil merupakan
produk legislasi DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Integritas yaitu meskipun
dokumen di JDIH DPR RI merupakan salinan dari Sekretariat Negara, namun sebagai
lembaga pembentuk undang-undang maka dokumen yang diambil tetap dari JDIH DPR RI
untuk menciptakan keyakinan masyarakat terhadap DPR RI sebagai pembuat undang-
undang.

S

Komitmen Mutu

Komitmen muiu untuk menjaga hasil konversi tetap seperti aslinya menggunakan aplikasi
premium Adobe Acrobat DC. Pada awalnya dalam rancangan aktualisasi hanya akan
menggunakan Nitro Pro gratis agar tidak menimbulkan beban anggaran baru, tetapi setelah
berkoordinasi dengan BDTI diberikan aplikasi premium yang dapat terus digunakan secara
berkelanjutan.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, menggunakan aplikasi konversi
premium untuk mengubah format dokumen sesuai aslinya mencerminkan kualitas dalam
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional,
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah: 7

1. Profesional
DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam menggunakan aplikasi premium
dalam setiap kegiatan, sehingga profesional dalam menetapkan aturan anti pembajakan dan
menerapkannya dalam kegiatan internal.

2. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari iaman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat

undang-undang.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dialami adalah dalam meminta aplikasi premium ke BDTI membutuhkan waktu
karena personel BDTI sering dinas luar kota, dan setelah penggunaan aplikasi premium setelah
beberapa hari terdapat gangguan dari antivirus yang terpasang sehingga harus menunggu waktu
lagi untuk dapat diperbaiki oleh BDTI.

Solusi

Aplikasi Nitro Pro yang tidak bisa mengkonversi file yang terlindungi kode diganti dengan
aplikasi premium Adobe Acrobat DC, dengan terlebih dahulu melakukan uninstall antivirus

yang telah terpasang.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak validnya
data undang-undang yang dilakukan input dikarenakan bukan dari laman resmi DPR RI sebagai
pembuat undang-undang dan tidak adanya perbaikan secara berkelanjutan jika terus
menggunakan aplikasi gratis dengan fasilitas terbatas.

KEGIATAN 3

([

Nama Kegiatan Menginput data Putusan MK ke dalam dokumen baru per nomor
undang-undang.

Identifikasi Masalah | Perubahan atas undang-undang yang pasal/ayatnya dinyatakan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat melalui Putusan MK belum ditindaklanjuti oleh DPR

RI

Tujuan Untuk menginformasikan kepada Anggota DPR RI pada umumnya dan
masyarakat pada khususnya bahwa pada pasal/ayat tertentu dalam
undang-undang telah dinyakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak lagi dapat
dijadikan dasar hukum dalam melakukan perbuatan hukum.

Sasaran . Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK
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Nilai Dasar Akuntabilitas, Komitmen Mutu

Waktu Pekan 2 Juli — Pekan 4 Juli 2018
Output/Hasil 1. Dokumen undang-undang vang telah diberi tanda pasal yang diubah
Kegiatan oleh Putusan MK.
2. Dokumen undang-undang yang telah dimasukkan catatan amar
Putusan MK.
Uraian Tahapan Kegiatan

(%)

. Memberi tanda pada pasal/ayat yang mengalami perubahan pasca Putusan MK

Dari data Pokok Amar Putusan kemudian dimasukkan ke dalam pasal/ayat undang-undang
yang telah dikonversi sebelumnya. Pasal/ayat tersebut ditandai dengan warna hitam pada
bagian seluruh isi pasal/ayat dan warna merah khusus pada kata/frasa yang dinyatakan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Memasukkan amar Putusan MK ke dalam catatan pasal/ayat yang diputus

Setelah pasal/ayat ditandai, lalu diberi catatakan kaki yang berisi pokok amar putusan dan
keterangan bahwa putusan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang
tersebut atau belum ditindaklanjuti.

Memasukkan pertimbangan hukum atas pasal yang diubah

Sebagai lampiran dokumen, pertimbangan hukum Majelis Hakim MK atas pasal/ayat yang
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ditampilkan dengan harapan dapat
memberi informasi hukum yang lengkap terkait alasan hukum pembatalan. Setelah itu
dokumen dikonversi menggunakan Adobe Acrobat DC dengan ditambahkan password agar
tidak bisa disaiin.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam menginput data Putusan MK ke dalam dokumen baru per nomor undang-undang,
dilakukan dengan menginput pokok amar putusan tahun 2018 dan putusan tahun-tzahun
sebelumnya yang terkait dengan undang-undang yang diuji. Hal ini mencerminkan nilai
Akuntabilitas dengan nilai dasar tanggung jawab, dan nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar
pemberian layanan yang cepat dan tepat.

L.

Akuntabilitas

Tanggung jawab dalam melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu salah satu materi muatan
yang harus diatur dengan undang-undang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah
Konstitusi.

. Komitmen Mutu

Komitmen Mutu untuk memberikan kebutuhan informasi hukum atas pasal/ayat yang
dibatalkan melalui Putusan MK diberikan sebagai bentuk pelayanan publik secara cepat dan
tepat.

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi
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Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, memasukkan Putusan MK beserta
pertimbangan hukumnya ke dalam undang-undang organiknya mencerminkan kualitas dalam
penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional,
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

1. Profesional
DPR RI sebagai lembaga negara harus profesional dalam memberikan informasi hukum
atas adanya perubahan dalam undang-undang yang dibuat.

2. Akuntabel
Pengambilan data langsung bersumber dari laman resmi DPR RI sebagai lembaga pembuat
undang-undang dan MK sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD Tahun
1945,

Kendala Dalam Aktualisasi

Arahan atasan untuk mengubah:

1. Judul diubah menjadi “Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi”.

2. Penggunaan kata “pertimbangan hakim” pada lampiran dokumen diubah menjadi
“pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi”.

Solusi

Mengubah judul menjadi “Digitalisasi Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi” dan pada lampiran dokumen diubah menjadi “pertimbangan
hukum Mahkamah Konstitusi”.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah masyarakat
masih menggunakan undang-undang yang masih asli sehingga dapat menyebabkan kesalahan
dalam mengambil dasar hukum.

KEGIATAN 4
Nama Kegiatan Membuat daftar dokumen undang-undang yang telah di input Putusan
MK
Identifikasi Masalah | Belum dilakukan inventaris atas undang-undang yang telah di input
Putusan MK
Tujuan Untuk mendata jumlah undang-undang yang telah di input Putusan

MK dan jumlah Putusan MK baik putusan tahun 2018 maupun
putusan lain yang terkait undang-undang tersebut dan agar sinkron
dengan data laporan.
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Sasaran Puspanlak UU Bagian Penanganan Perkara MK
Nilat Dasar Akuntabilitas, Komitmen Mutu B T
Waktu Pekan 1 — Pekan 2 Agustus 2018
Output/Hasil 1. Daftar dokumen undang-undang yang telah diberi input Putusan
Kegiatan MK.
2. Folder kumpulan undang-undang yang telah diberi inpus Putusan
MK.

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Mendata undang-undang yang telah dilakukan inpus Putusan MK
Dokumen-dokumen yang telah lengkap dan telah dikonversi dalam format .pdf dengan
kriteria tertentu, kemudian dicatat nomor dan tahun undang-undangnya.

Mengurutkan undang-undang yang telah dilakukan inpur berdasarkan tahun putusan

Putusan MK tahun 2018 telah membatalkan pasal/ayat dalam 7 undang-undang vaitu:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dpewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

o

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mendata undang-undang yang ielah dilakukan inpu# Putusan MK, dilakukan dengan
inventaris nomor Putusan MK dan nomnor undang-undang agar data yang ada sesuai dengan
laporan. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar konsistensi, dan nilai
Komitmen Mutu dengan nilai dasar komitmen bagi kepuasan masyarakat.

1. Akuntabilitas
Konsistensi terhadap apa yang ditulis dengan yang dilaporkan, sehingga dapat membuat
laporan yang akuntabel.

2. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu untuk menjaga validitas data yang telah disinkronkan dengan laporan untuk
menciptakan kepuasan masyarakat.

- Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mendata undang-undang yang telah
dilakukan input Putusan MK mencerminkan kualitas dalam penanganan perkara pengujian
undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

1. Transparan
DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data yang ada dengan
laporan yang disampaikan.

2. Akuntabel
Laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang
disajikan.

Kendala Dalam Aktualisasi

Tidak ada Kendala

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah berkurangnya
kepuasan masyarakat akibat kesalahan dalam penyampaian laporan karena memuat data yang
tidak lengkap.

KEGIATAN 5

Nama Kegiatan Mempublikasikan dokumen yang telah di input ke website Puspanlak
uu

Identifikasi Masalah | Belum ada rumah dalam website Puspanlak UU sehingga kegiatan
publikasi tertunda sampai dibuatnya aplikasi untuk memasukkan
dokumen undang-undang yang sudah diberi input Putusan MK.

Tujuan Agar dokumen dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.

Sasaran Anggota DPR RI, pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI,
masyarakat umum.

Nilat Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti
Korupsi.

Waktu Pekan 2 Agustus — Pekan 1 September 2018

Output/Hasil 1. Undangan rapat koordinasi

Kegiatan 2. Dokumen pointer materi rapat

3. Daftar Absensi rapat
4. Laporan Singkat hasil rapat
5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi dengan BDTL
Kocordinasi untuk membuat jadwal penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan
kepada BDTL

Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan.

o
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Membuat dokumen yang berisi detail permintaan pembuatan rumah dan ap]ikas? dan |
berbagai spesifikasinva untuk mempublikasikan dokumen yang telah dibuat di website
Puspanlak UU.

3. Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halaman khusus di website terkait penyajian
UU yang telah dimasukkan putusan MK.
Menyampaikan bentuk dan spesifikasi sub /ab dalam website Puspanlak UU dan aplikasi
dalam Portal Setjen DPR.

4. Mengunggah dokumen yang telah diinput ke website Puspanlak UU.
Mengunggah halaman judul (cover), dokumen utuh dalam file publik agar bisa diakses
bebas, dan menambah nama penulis dalam aplikasi di Portal Setjen DPR yang nantinya akan
tampil dala website Puspanlak UU.

5. Memperbaharui dokumen UU secara berkala per bulan.
Terdapat putusan-putusan MK baru yang harus diperbaharui dalam undang-undang terkait.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam mempublikasikan dokumen ke website Puspanlak UU, dilakukan dengan bantuan dari
BDTI sebagai pengelola website DPR RI. Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan
nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela
berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, nilai Etika Publik dengan nilai dasar
menghargai komunikasi dan kerjasama, nilai Komitmen Mutu dengan nilai dasar upaya
perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan nilai dasar disiplin.

1. Akuntabilitas
Kepercayaan diberikan dari atasan untuk berkoordinasi secara langsung dengan BDTI agar
penyampaian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat.
2. Nasionalisme
Dalam pengerjaan kegiatan ini dilakukan di sela-sela pekerjaan dan saat dinas ke Iuar kota
dengan mengorbankan wakiu istirahat agar kegiatan selesai tepat waktu.
Etika Publik
Pengerjaan yang melibatkan bidang lain membutuhkan teknik komunikasi yang berbeda
karena sifat perbantuan kegiatan aktualisasi ini adalah diluar tugas utama BDTI Pernah
terdapat masalah dalam aplikasi, sehingga secara sopan meminta untuk diperbaiki dan
diarahkan untuk langsung datang ke ruangan BDTI karena padatnya agenda BDTL
4. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu dengan selalu memperbaiki aplikasi dan rumah situs yang tidak sesuai agar
dapat menyesuaikan dengan kebutuhan informasi hukum.
5. Anti Korupsi
Disiplin dengan jadwal target sehingga dapat mempublikasikan tepat waktu.

o

Uraian Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, mempublikasikan dokumen yang telah
di input ke website Puspanlak UU mencerminkan penguatan lembaga Puspanlak UU dalam
memberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan memberikan kualitas dalam
penanganan perkara pengujian undang-uncang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional,
tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. J
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Uraian Penguatan Terhadap Nilai Organisasi

Dalam kegiatan ini, penguatan yang diberikan terhadap nilai organisasi adalah:

1. Transparan
Setjen dan BK DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data
secara lengkap.

2. Akuntabel
Dokumen yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang
disajikan secara lengkap.

Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dihadapi adalah aplikasi gagal dalam menghapus dan memperbaharui dokumen.

Solusi

Selalu menjalin komunikasi dengan BDTI setiap kali terdapat kegagalan aplikasi agar cepat
tertangani.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak vyang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah kualitas
publikasi yang tidak optimal dan pengerjaan yang tidak sesuai target waktu.

KEGIATAN 6

Nama Kegiatan Melakukan rapat koordinasi terhadap publikasi dokumen secara
internal

Identifikasi Masalah | Kegiatan ini merupakan inovasi dari sesuatu yang baru schingga
dibuutuhkan rapat koordinasi kepada analis hukum di Puspanlak UUJ

Tujuan Agar dapat berkelanjutan menjadi program internal Puspanlak UU

Sasaran Internal Analis Hukum di Puspanlak UU.

Nilai Dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti
Korupsi. £y

Waktu Pekan 3 September 2018, tanggal 12 September 2018.

Output/Hasil 1. Undangan rapat koordinasi

Kegiatan 2. Dokumen pointer materi rapat koordinasi

3. Daftar Absensi rapat koordinasi
4. Laporan Singkat hasil rapat koordinasi
5. Unggahan dokumen di website Puspanlak UU

Uraian Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk menjadwalkan rapat koordinasi yang ditujukan
kepada analis hukum Puspanlak UU.
Koordinasi untuk membuat jadwal penggunaan ruang rapat dan pembuatan surat undangan
kepada analis hukum Puspanlak UU.
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b

Menyiapkan substansi rapat koordinasi dan prosedur manual yang akan dirapatkan.
Membuat dokumen vang berisi detail tampilan rumah di situs Puspanlak UU dan tahapan
akses di Portal Setjen DPR untuk mempublikasikan dokumen.
3. Koordinasi dengan bagian Tata Usaha terkait absensi rapat koordinasi.
Meminta daftar nama analis hukum Puspanlak UU untuk dibuat tabel absensi rapat
koordinasi.
4. Membuat laporan singkat pembahasan rapat koordinasi
Hasil rapat koordinasi dibuat laporan singkat tertulis untuk disampaikan kepada Kepala
Puspanlak UU.

Uraian Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan ANEKA

Dalam memperkenalkan rumah di situs Puspanlak UU dan bagaimana aksesnya melalui Portal
Setjen DPR, dilakukan dengan rapat koordinasi dengan seluruh analis hukum Puspanlak UU.
Hal ini mencerminkan nilai Akuntabilitas dengan nilai dasar kepercayaan, nilai Nasionalisme
dengan nilai dasar menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara,
nilai Etika Publik dengan nilai dasar menghargai komunikasi dan kerjasama, nilai Komitmen
Mutu dengan nilai dasar upaya perbaikan secara berkelanjutan, dan nilai Anti Korupsi dengan
nilai dasar berani.

I. Akuntabilitas
Kepercayaan diberikan dari atasan untuk berkoordinasi secara langsung dengan analis
hukum lain agar penyampaian berlangsung dua arah tanpa ada yang terlewat.
. Nasionalisme
Dalam pengerjaan kegiatan ini kedepannya diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama
sebagai program Puspanlak UU.
3. Etika Publik
Dalam membuat undangan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian TU, dan
mengirimkan undangan sebagai bagian etika organisasi.
4. Komitmen Mutu
Komitmen Mutu dengan menjaga kualitas secara bersama-sama dengan menjelaskan tahap
demi tahap secara detail.
5. Berani
Berani dalam menyiapkan kegiatan ini sebagai program bersama Puspaniak UU.

[S9]

Uraian Kontnbu& Terhadap V151 Misi Orgamsa51

Dalam membu.rlkan dukungan keahhan kepada DPR RI, melakukan rapat koordmasl yang
memperkenalkan kegiatan ini sebagai program baru Puspanlak UU mencerminkan penguatan
lembaga Puspanlak UU dalam memberikan dukungan fungsi pengawasan kepada DPR RI, dan
memberikan kualitas dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD
Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Uralan Penguatan Terhadap Nilai Orgamsa31

Dalam kegiatan ini penguatan yang dlbenkan terhadap mlal organisasi adalah
1. Andal
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program baru yang dapat meningkatkan kinerja
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Setjen dan BK DPR RL

Transparan

Setjen dan BK DPR RI sebagai lembaga negara harus transparan dalam menyajikan data
secara lengkap.

Akuntabel

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat dikerjakan secara bersama-sama agar data yang

o

(V8]

disajikan dapat semakin lengkap.
; e Kendala Dalam Aktualisasi

Kendala yang dihadapi adalah arahan atasan untuk mengganti nama “rapat sosialisasi” menjadi
“rapat koordinasi”, serta padatnya volume kerja sehingga jadwal rapat koordinasi menjadi
mundur.

Solusi

Mengganti agenda “rapat sosialisasi” menjadi “rapat koordinasi”, dan memundurkan jadwal
pada waktu yang lebih memungkinkan agar dapat dihadiri oleh semua analis hukum Puspanlak
Uu.

Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan Berdasarkan ANEKA

Dampak yang terjadi jika kegiatan tidak dilakukan berdasarkan ANEKA adalah tidak
berjalannya kegiatan ini sebagai program bersama Puspanlak UU dan kualitas produk yang
dihasilkan menjadi tidak optimal.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan yang masing-masing tahapan
kegiatannya telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni hingga 12 September 2018. Kegiatan ini
menghasilkan owutput berupa produk digital pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan
Putusan MK yang dilakukan /npur dokumen melalui aplikasi di Portal Setjen DPR RI dan

dapat diakses dan diunduh secara bebas di website www.puspanlakuu.dpr.go.id.

Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar sesuai perencanaan, hanya beberapa hal
yang perlu disesuaikan dengan arahan atasan dan perubahan jadwal kegiatan dikarenakan
terdapat hal-hal situasional yang harus segera dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan
dengan berlandaskan pada lima nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari Akuntabilitas,

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA).

B. Saran

Kegiatan ini merupakan inovasi dalam pengembangan penanganan perkara MK,
sehingga apabila ditetapkan menjadi salah satu program unggulan Puspanlak UU maka
disarankan untuk dibentuk kelompok kerja dikarenakan membutuhkan ketelitian dan
pencarian data dalam pengerjaannya. Selanjutnya dari pengerjaan yang manual, sebaiknya
mulai dibangun sistem aplikasi sehingga proses input data mudah dilakukan setiap kali ada
Putusan MK yang baru. Sebagai pelengkap data, sebaiknya ditambahkan mesin penghitung
sudah berapa kali dokumen-dokumen tersebut telah diunduh oleh pengguna untuk dapat

melihat efektivitas kegiatan ini.

Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan ini, diharapkan mampu memberikan
kontribusi bagi visi misi organisasi serta kontribusi terhadap pengutan nilai organisasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan program yang telah
dibangun dapat dilanjutkan secara berkesinambungan dan senantiasa selalu berlandaskan
pada nilai-nilai dasar ANEKA sehingga menjadikan ASN mampu memberikan pelayanan

publik yang profesional.
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e
Ideal
£ Manual Database v’ Digital Publication
£ Belum terintegrasi v" 1 Dokumen Kodifikasi

o= SWOT

o DPR RI memiliki fungsi legislasi dalam
membentuk dan mengubah UU.

e Puspanlak UU menjadi pusat database
putusan MK di DPR RI

o Tersedianya website Puspanlak UU yang
dapat diakses langsung oleh masyarakat.

file word, sehingga membutuhkan usaha
untuk konversi dokumen.

o Tindaklanjut Putusan MK menjadi UU

e Masyarakat membutuhkan data UU yang
telah dibatalkan oleh Putusan MK. perubahan merupakan wilayah politik

o Kesempatan memberikan pelayanan hukum DPR RI yang hingga kini belum
informasi terbaru terkait UU yang ditindaklanjuti melalui pengesahan UU
dibatalkan Putusan MK menjadi lebih perubahan.

efektif dan efisien.



ISSUE

» Belum optimalnya penyajian UU pasca Putusan MK yang
menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang efektif
dan efisien
£

~\

¢ Mengolah dan menginput Putusan MK ke dalam 1
dokumen yang memadukan antara UU organik dengan
Putusan MK, dan juga menampilkan di website Puspanlak
UU agar dapat diunduh secara bebas oleh anggota DPR RI,
pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR Rl serta

masyarakat luas.
7

WAKTU PELAKSANAAN

Putusan MK tahun 2004-

Putusan MK tahun 2018 2018 di website Puspanlak
di website Puspanlak UU uu
6 Bulan Permanen
07 ® @
3 Bulan 1 Tahun

Putusan MK tahun 2010-2018 di
website Puspanlak UU
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s £ % KEGIATAN 1:

1, Menelusuri putusan

MK selama 2018
2. Mengidentifikasijenis

putusan yang
dihasilkan

Dokumen Putusan
MK diproteksi
sehingga ketik
manual

3. Mendata amar putusan
ke dalam satu
dokumen

Konversi
online

Mengumpulkan
data Putusan MK
AkulntahiliMS terkait pengujian
Nasionalisme UU selama tahun

2018

Tidak validnya data
Putusan MK yang
dilakukan input
dikarenakan
bersumber bukan
dari sumber primer.

OUTPUT KEGIATAN 1

TAHAPAN 2
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OUTPUT KEGIATAN 1

Contoh Putusan MK
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s == KEGIATAN 2: TERLAKSANA

1. Mengumpulkan UU

organik terkait dari
JDIH DPR

: Aplikasi Adobe
2. Mengkonversi file UU o1

Acrobat DC error
karena antivirus

organik dari .pdf
menjadi .doc Tabapan
menggunakan Adobe Kegiatan
Acrobat DC

Mengubah bentuk

dokumen UU dari
.pdf menjadi .doc

Uninstall
antivirus

Akuntabilitas

Komitmen Mutu ANEKA

Tidak validnya data
karena bukan dari
sumber primer, dan
tidak ada perbaikan
berkelanjutan jika
aplikasi gratis
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TAHAPAN 1
Kumpulan UU Organik Terkait

OUTPUT KEGIATAN 2

TAHAPAN 2
Dokumen UU Organik Terkait Dalam Bentuk
Word

KEGIATAN 3: TERLAKSANA

N T O FTAT FT AT

.. )
1. Memberi tanda pada T
pasal yang
mengalami Arahan atasan
perubahan untuk mengubah:
2. Memasukkan amar 01 1. Judul
Putusan MK ke S 2. Lampiran
dalam catatan pasal Tahapan Pertimbangan
yang diputus Kegiatan Halki
3. Memasuklkan
pertimbangan Menginput data l
hmg;::u’::a' Putusan MK ke ) 1. Mingiibah
— dalam dokumen s ]I:dul i
baru per nomor UU AN
Akuntabilitas P } lampiran

Komitmen Mutu

Masyarakat masih
menggunakan UU asli
sehingga dapat
menyebabkan
kesalahan dalam
mengambil dasar
hukum
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OUTPUT KEGIATAN 3

Dokumen UU dengan tanda pasal/ayatyang

dibatalkan Putusan MK
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STy

’S..‘.:ég

"= KEGIATAN 4: TERLAKSANA

1. Mendata UU yang
telah dilakukan
input putusan MK !

»

2. Mengurutkan UU
yang telah diinput 2

berdasarkan tahun T."b_“l""“

putusan Kegiatan

Tidak ada kendala

Membuat daftar |
dokumen UU yang l Tidakada
telah diinput | solusi
|
Akuntabilitas PutiemME |

Komitmen Mutu

Berkurangnya
kepuasan masyarakat
akibat kesalahan
dalam penyampaian
laporan, karena
memuat data yang
tidak lengkap.

OUTPUT KEGIATAN 4

TAHAPAN 1 TAHAPAN 2

Folder kumpulan UU yang telah di input

Putusan MK

L Godang Undang Nomer 26 Talun 3007 tentang Pervbalian Metiga MasUndang Dudang vy tatets mm: s
Hamar$ Tahun 190 tertang Netentuan Urure dan Tats €3ra Perpajaleny

2. Badang Bnudeng Soror 24 Taban 2004 trutang Lesbaga Penfamin Simpanan

3. Undang Undang Nomsr 24 Tahun 2003 tentang Maamsh Savstinusi

4+ Uadang Undarg Nomar 2 Tahuz 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Momar 17 Tabun 2014 tentang Najelis Permusyanaraan Rakyal Desa Perwakian
Rakryat. Desvan Pervainlan Daerab, dan Dewan Peroralttan Rayar Daeral

5. Eindang Undang Naraar 7 Tahun 2917 fenting Pemilihan Umm

é. ndang Undang Nomar 29 tahum 1634 tewtang Pl Tedokoeran

7. Undarg Undang Fomar 11 Talean 2012 tentang Sistem Peradian Pidana dnak

DAFTAR DBKUMEN Ul YANG TELAH DUNPUT PUTUSAN MK
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OUTPUT KEGIATAN 4

Dokumentasi Kegiatan 4

Ty

. Koordinasidengan TU
untuk menjadwalkan
rapat koordinasi dengan
BDTI

. Menyiapkan substansi
rapat dan prosedur
manual yang akan
dirapatkan

. Rapatkoordinasi dengan
BDTIuntuk membuat
halaman khusus di
website terkait penyajian
UU yang telah
dimasukkan putusan MK

4. Mengunggah dokumen

yang telah diinput ke

[

w

w

. Memperbaharui
dokumen UU secara
berkala per bulan

Nasionalisme
Etika Publik

Komitmen Mutu
Anti Korupsi

T3

website Puspanlak UU S

ahapan
Kegiatan

% Mempublikasikan

dokumen yang telah
diinput ke website
| Puspanlak UU

Aplikasi gagal dalam
menghapus dan
memperbaharui
dokumen

Selalu
berkoordinasi
dg BDTI setiap
kali terdapat
kegagalan agar
cepat
tertangani.

Kualitas publikasi yang
tidak optimal dan
pengerjaan yang tidak
sesuai target walktu.

9/24/2018
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= i == OUTPUT KEGIATAN 5

TAHAPAN 1: Undangan BDTI TAHAPAN 2: Pointer Rapat

TAHAPAN 3: Absensi

TAHAPAN 4: Laporan Singkat

() ;
5 % OUTPUTKEGIATAN 5

Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan BDTI

9/24/2018
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untuk jadwal rapat

dan prosedur manual.

* tidak optimal.

menjadi “rapat

koordinasi dg analis » Arahan atasan

hukum. untuk mengganti
2. Menyiapkan substansi "rapat

bahan rapat koordinasi sosialisasi”

3. Koordinasi dengan TU koordinasi”,
terkait absensi rapat Kegiatan » Padatnya volume
koordinasi. kerja sehingga

4. Niiembuatlaporan Melakukan rapat jadwal mundur
i koordinasi terhadap -

publikasi dokumen ity i
secara internal v Memundurkan

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik :

Komitmen Mutu " Tidak berjalannya |

Anti Korupsi kegiatan ini sebagai |
program bersama
Puspanlak UU dan I
kualitas produk yang
dihasilkan menjadi

S e - e
IR e

TAHAPAN 4: Laporan Singkat TAHAPAN 35: Unggahan Dokumen

a e

9/24/2018
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ﬁﬂﬁw% OUTPUT KEGIATAN 6

ki i

Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Seluruh Analis Hukum

il

4.

Membuat
2. Mengubah daftar 6. Melakukan
bentuk dokumen dokumen sosialisasi terhadap
UU dari .pdf UU yang publikasi dokumen
menjadi.doc telah secara internal

diinput

| 1. Mengumpulkan 3. Menginput 5. Mempublikasikan | 7. Pembuatan
| data Putusan MK data putusan dokumen yang telah | Laporan
terkait pengujian MK kedalam diinput ke website E Aktualisasi
| UU selama tahun dokumen Puspanlak UU |
2018 baru per i A DA
—— nomor UU

9/24/2018
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KESIMPULAN DAN SARAN
. 1 0
Kesimpulan Saran
Ul * Secara umum 6 kegiatan yang v Dibentuk kelompok kerja
dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni-12 u 2 jika ditetapkan menjadi
September2018 semua TERLAKSANA. program Puspaniak UU.

* Output berupa produk digital + Pembangunan sistem
pasal/ayatundang-undang yang aplikasi untuk memudahkan
dibatalkan Putusan MK yang dilakukan input data setiap ada
input dokumen melalui aplikasi di Putusan MK baru.

Portal Setjen DPR Rl dan dapat diakses

dan diunduh secara bebas di website ¥ Penambahan mesin

www.puspanlakuu.dprgo.d. penghitung unduhan sebagai
pelengkap data, untuk

= Penyesuaian jadwal kegiatan dan melihat efektivitas kegiatan
beberapa penggunaan nomenklatur. ini.
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

lama . Reza Azhari, S.H., LL.M.

[P . 198807182018012001

Init Kerja :  Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

abatan : Analis Hukum

U :  Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat
jagasan :  Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui
putusan mahkamah konstitusi

legiatan I: Mengumpulkan Data Putusan MK Terkait Pengujian UU Selama Tahun 2018

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
= Paraf Mentor
ahapan Kegiatan: 1 doa 200

. Menelusuri putusan MK
selama 2018

. Mengidentifikasi jenis
putusan yang dihasilkan

. Mendata amar putusan ke
dalam satu dokumen

Jutput Kegiatan Terhadap

emecahan Isu:
Folder kumpulan Putusan
MK tahun 2108

. Pemilahan dokumen Putusan
MK yang dikabulkan
seluruhnya atau tafsiran
bersyarat tahun 2018

. Dokumen berisi amar
putusan tahun 2018

‘eterkaitan Substansi Mata
elatihan:

kuntabilitas

[asionalisme

contribusi terhadap Tusi
rganisasi:
lewujudkan kualitas

W




emberian dukungan keahlian
epada DPR RI dalam
enanganan perkara pengujian
ndang-undang terhadap UUD
ahun 1945 yang profesional,
pat waktu akuntabel, dan
suai ketentuan peraturan
crundang-undangan

enguatan Nilai Organisasi:
-ofesional
ransparan
kuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Reza Azhari, S.H., LL.M.

[ama !

1P : 198807182018012001

nit Kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

batan Analis Hukum

u :  Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK
belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat

agasan Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui

putusan mahkamah konstitusi

egiatan II: Mengubah Bentuk Dokumen UU dari .pdf Menjadi .doc

Penyelesaian Kegiatan ~ Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor
BN K egratan; , Pope serccorained  dencea W Akt | 21 dea M08
- Mengumpulkan UU organik
Qeuiscre  Odeke  Gerteet Rremigen

terkait dari JDIH DPR

. Mengkonversi file UU
organic dari .pdf menjadi
.doc menggunakan Nitro Pro

utput Kegiatan Terhadap

emecahan Isu:

. Folder kumpulan UU
organik terkait

. Dokumen UU organik terkait
dalam bentuk .doc

‘eterkaitan Substansi Mata
elatihan:

kuntabilitas

omitmen Mutu

.ontribusi terhadap Tusi
rganisasi:

lewujudkan kualitas
emberian dukungan keahlian
epada DPR RI dalam
enanganan perkara pengujian
ndang-undang terhadap UUD

Jt




[RI Tahun 1945 yang
rofesional, tepat waktu
kuntabel, dan sesuai ketentuan
eraturan perundang-undangan

enguatan Nilai Organisasi:
rofesional
kuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

[ama :  Reza Azhari, S.H., LL.M.

TP : 198807182018012001

nit Kerja :  Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

wbatan : Analis Hukum

U :  Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat
agasan :  Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui
putusan mahkamah konstitusi

egiatan I1I: Menginput Data Putusan MK ke dalam Dokumen Baru Per Nomor UU

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

ahapan Kegiatan:

. Memberi tanda pada pasal
yang mengalami perubahan

- Memasukkan amar putusan
MK ke dalam catatan pasal
yang diputus

. Memasukkan pertimbangan
hakim atas pasal yang diubah

utput Kegiatan Terhadap
emecahan Isu:

Dokumen UU yang telah
diberi tanda pasal yang diubah
oleh putusan MK

Dokumen UU yang telah
dimasukkan catatan amar
putusan MK

‘eterkaitan Substansi Mata
elatihan:

kuntabilitas

omitmen Mutu

contribusi terhadap Tusi
)rganisasi:
lewujudkan kualitas
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emberian dukungan keahlian
epada DPR RI dalam
enanganan perkara pengujian
ndang-undang terhadap UUD
{RI Tahun 1945 yang
rofesional, tepat waktu
kuntabel, dan sesuai ketentuan
eraturan perundang-undangan

enguatan Nilai Organisasi:
rofesional
kuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

lama . Reza Azhari, S.H., LL.M.

[P : 198807182018012001

nit Kerja . Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

abatan : Analis Hukum

Jil . Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat

jagasan . Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui
putusan mahkamah konstitusi

legiatan IV: Membuat Daftar Dokumen UU yang Telah Diinput

enyelesaian Kegiatan Catatan Mentor : Tanggal/
e : Paraf Mentor
ahapan Kegiatan: 4 2 Aguet 108
. Mendata UU yang telah
dilakukan input putusan MK J}}r

. Mengurutkan UU yang telah
diinput berdasarkan tahun
putusan

Jutput Kegiatan Terhadap

emecahan Isu:

. Daftar dokumen UU yang
telah diberi input putusan
MK

. Folder kumpulan UU yang
telah diinput putusan MK

‘eterkaitan Substansi Mata
elatihan:

kuntabilitas

omitmen Mutu

ontribusi terhadap Tusi
rganisasi:

lewujudkan kualitas
emberian dukungan keahlian
epada DPR RI dalam
enanganan perkara pengujian




ndang-undang terhadap UUD
{RI Tahun 1945 yang
rofesional, tepat waktu
kuntabel, dan sesuai ketentuan
eraturan perundang-undangan

enguatan Nilai Organisasi:
ransparan
kuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Jama . Reza Azhari, S.H., LL.M.

NP : 198807182018012001

Jnit Kerja :  Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

abatan : Analis Hukum

Su :  Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK

belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat
jagasan :  Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui
putusan mahkamah konstitusi

cegiatan V: Mempublikasikan Dokumen yang Telah Diinput ke Website Puspanlak UU

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

ahapan Kegiatan:

. Koordinasi dengan TU untuk
menjadwalkan rapat
koordinasi dengan BDTI

. Menyiapkan substansi rapat
dan prosedur manual yang
akan dirapatkan

. Rapat koordinasi dengan
BDTI untuk membuat
halaman khusus di website
terkait penyajian UU yang
telah dimasukkan putusan
MK

- Mengunggah dokumen yang
telah diinput ke website
Puspanlak UU

- Memperbaharui dokumen
UU secara berkala per bulan

utput Kegiatan Terhadap
emecahan Isu:

Undangan rapat koordinasi
Dokumen pointer materi rapat
Daftar Absensi rapat
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Laporan Singkat hasil rapat
Unggahan dokumen di
website Puspanlak UU

‘eterkaitan Substansi Mata
elatihan:

kuntabilitas

[asionalisme

tika Publik

omitmen Mutu

nti Korupsi

contribusi terhadap Tusi
rganisasi:

Memperkuat kelembagaan
Puspanlak UU sebagai unit
organisasi Badan Keahlian
DPR RI dalam memberikan
dukungan keahlian kepada
DPR RI dalam menjalankan
fungsi pengawasan dan
pemberian Keterangan DPR
RI di persidangan Mahkamah
Konstitusi yang profesional
dan akuntabel.

Mewujudkan kualitas
pemberian dukungan keahlian
kepada DPR RI dalam
penanganan perkara pengujian
undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 yang
profesional, tepat waktu
akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan

enguatan Nilai Organisasi:
ndal

ansparan

kuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama

:  Reza Azhari, S.H., LL.M.
I[P : 198807182018012001

Jnit Kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

abatan Analis Hukum

U . Pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui Putusan MK
belum ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga
menimbulkan kerancuan di masyarakat

jagasan Digitalisasi pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan melalui

putusan mahkamah konstitusi

legiatan VI: Melakukan Sosialisasi Terhadap Publikasi Dokumen Secara Internal

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

ahapan Kegiatan:

. Koordinasi dengan TU untuk
menjadwalkan rapat
sosialisasi yang ditujukan
kepada analis hukum

~ Menyiapkan substansi rapat
sosialisasi dan prosedur
manual yang akan dirapatkan
Koordinasi dengan TU
terkait absensi rapat
sosialisasi
Membuat laporan singkat
pembahasan rapat sosialisasi.

utput Kegiatan Terhadap
emecahan Isu:
Undangan rapat sosialisasi
Dokumen pointer materi
rapat sosialisasi
Daftar Absensi rapat
sosialisasi
Laporan Singkat hasil rapat
sosialisasi
Unggahan dokumen di
website Puspanlak UU
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(eterkaitan Substansi Mata
elatihan:

Jkuntabilitas

lasionalisme

tika Publik

.omitmen Mutu

nti Korupsi

‘ontribusi terhadap Tusi
)rganisasi:

lemperkuat kelembagaan
uspanlak UU sebagai unit
rganisasi Badan Keahlian DPR
I dalam memberikan dukungan
eahlian kepada DPR RI dalam
ienjalankan fungsi pengawasan
an pemberian Keterangan DPR
I di persidangan Mahkamah
onstitusi yang profesional dan
kuntabel

enguatan Nilai Organisasi:
ndal

ransparan

kuntabel




Kegiatan 1: Tahapan 1

DATA SELURUH PUTUSAN MK TAHUN 2018

No. Nomor Putusan Pokok Perkara Amar Putusan Status
MK '
1. |44/PUU-XV/2017 Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan | Menyatakan permohonan Pemohon - Tidak Dapat
Umum [Pasal 222 terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterima Diterima
2. | 53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan Pemohon Mengabulkan®
tentang Pemilihan Umum terhadap uuD Tahun 1945 untuk sebagian Sebagian [Dltolak)___
5 66/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan Permohonan Pemohon Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | untuk sebagian Sebagian (Tidak
. _ Dapat Diterima)
4, 61/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengabulkan Permohonan Pemohon Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | untuk sebagian Sebagian (Tidak
Dapat Diterima)
5. 73/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menolak permohonan Pemohon Menolak Sebagian
tentang Pemlllhan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 (Tidak Dapat
e L ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, haruf || Diterima)isi
e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang : -
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Mo Pemilihan Umum .
6. 72/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | tidak dapat diterima & Diterima
7 71/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan para Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon tidak dapat diterima Diterima
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8. 70/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | tidak dapat diterima Dxterlma
9 67/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat o
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | tidak dapat diterima Diterima
10. | 62/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | tidak dapat diterima - Diterima @ -
11. | 60/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menolak permohonan Pemohon - Menolak Sebagian
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 |  (Tidak Dapat
: - L | ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor | .Dlterlma)
i 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
12. | 59/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan Pemohon Menolak Sebagian
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 (Tidak Dapat
. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ~ Diterima)
tentang Pemilihan Umum ;
13. | 75/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan Permohonan para Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon tidak dapat diterima Diterima
14. 7/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 | Menolak Permohonan Pemohon untuk SencMenelakid i
tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang- | seluruhnya. Seluruhnya
Undang Hukum Pldana) terhadap Undang- UUD Tahun
1945 : i _ g
15. | 28/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1946 | 1. Pokok permohonan Pemohon Menolak Sebagian
tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang- | sepanjang berkenaan dengan Pasal (Tidak Dapat
Undang Hukum Pidana) terhadap UUD Tahun 1945 104, Pasal 106, dan Pasal 107 Undang- ~ Diterima)

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana (Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana) tidak

2lhalaman




dapat diterima; 2.Menolak

| permohonan para Pemohon untuk

-selain dan selebihnya

| Menolak Seba‘g’iar‘n'

40/PUU-XV/2017

tentang Majelis ‘Permusyawaratan Rakyat Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD
Tahun 1945

Pemohon tidak dapat diterima

-16. | 82/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 | 1.Menyatakan permohonan Pemohon
tentang Pemasyarakatan terhadap UUD Tahun 1945 | sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ~ (Tidak Dapat
ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor Diterima)
12 Tahun 1995 tentang '
Pemasyarakatan tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon
untuk selain dan selebihnya
17. | 98/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Menolak Permohonan Pemohon untuk | Menolak
tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD Tahun | seluruhnya - ~ Seluruhnya
1945
18. | 36/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan ' Seluruhnya
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan A
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap uub
Tahun 1945 '
19. | 37/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat =
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan | tidak dapat diterima Diterima™ = ¢
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap uubD
Tahun 1945 -
20. Pengujian. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 | Menyatakan permohonan para
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21. 5/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Tahun | tidak dapat diterima Diterima
1945

22. | 95/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 | Menyatakan permohonan Pemohon - Tidak Dapat
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana | tidak dapat diterima ~ Diterima '
Korupsi terhadap UUD Tahun 1945 '

23. | 96/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 | Menyatakan permohonan Pemohon |  Tidak Bapat
tentang Komisi Pemberantasan deak Pidana | tidak dapat diterima 2 S Diterin
Korupsi terhadap UUD Tahun 1945 ' ; .

24. | 100/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 | Menolak permohonan Pemohon untuk Tidak Dapat
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 seluruhnya Diterima

25. | 101/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 | Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria | seluruhnya ' Seluruhnya
terhadap UUD Tahun 1945 ; ; e

26. | 8/PUU-XVI/2018 | pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 | Mengabulkan penarikan kembali Ditarik Kembali
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | permohonan para Pemohon e o
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana terhadap UUD Tahun 1945

27. | 74/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Menyatakan permohonan Pemohon ' Tidak Dapat
tentang Hukum Acara Pldana terhadap UUD Tahun | tidak dapat dlterlma | o - Diterinial e =
1945 -- : :

28. | 91/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999' Menolak permohonan Pemohon untuk  Menolak
tentang Perlindungan Konsumen terhadap UUD Tahun = Seluruhnya
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1945

seluruhnya

FASY

7/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

| sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korup51 terhadap UuD

Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

30.

9/PUU-XVI/2018

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pérubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan penafikah '
kembali permohonan para Pemohon

' Dita r”i;k: Kembali

5 e

11/PUU-XVI/2018

Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut
Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08,
dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi
Para Pihak terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Mahkamah Konstitusi
tidak berwenang mengadili
permohonan para Pemohon

Tidak Berwenang

32

90/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap uubD

Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima

ao:

46/PUU-XV/2017

Pengujian Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

..Tidak Dapat
Diterima i

Undang-Undang _Daga_r_- _Ng__gara' Requli'k__lndonesia_
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Tahun 1945

34. | 92/PUU-XV/2017 | pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 | Menolak permohonan para Pemohon _
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun | untuk seluruhnya ' - Seluruhnya
1945 :

35. | 93/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 | Mengabulkan permohonan para - Mengabulkan
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah | Pemohon untuk seluruhnya Seluruhnya
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 L
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstltu51 terhadap
UUD Tahun 1945 : - R e e

36. 6/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 | untuk seluruhnya '

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen terhadap UUD Tahun 1945 '

i Seluruhnya

6lhalaman
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37

76/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD
Tahun 1945 R

Menolak permohonan para Pemohon
untuk seluruhnya

Menolak
Seluruhnya

38.

87 /PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.

Metiohk T
_ __Seluruhnya -

39

10/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah terhadap UUD Tahun

1945

Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya

Menoiak
Seluruhnya

40.

10/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan

Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian

. Mengabulkan !
Sebaglan (Ditolak)

Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945
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63/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebagian

Mengabulkan
Sebagian (Ditolak)

42.

88/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya --

Menolak
Seluruhnya =

43,

99/PUU-XV/2017

pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama terhadap UUD Tahun 1915

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

- Tidak Dapat
Diterima

44.

20/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

~ Tidak Dapat
Diterima

45,

77/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemermtahan terhadap uubD
Tahun 1945

Menolak permohonan Pemohon :
untuk seluruhnya

. Seluru‘nnya _

46.

84/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterima
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Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap
UUD Tahun 1945

Nomor 9

Menolak

47. | 102/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Tahun | Menolak permohonan Pemohon untuk'
2017tentang Penetapan Peraturan Pemerintah | seluruhnya Seluruhnya
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017
tentang  Akses Informasi = Keuangan  Untuk
Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
terhadap UUD Tahun 1945 - L : _ a
48. | 3/PUU-XVI/2018 Pengujian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah | untuk seluruhnya Seluruhnya
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun -
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap UUD Tahun 1945 . : e
49. | 32/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 | Menyatakan permohonan Pemohon | Tidak Dapét” i
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, | tidak dapat diterima Dltenma
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap 0 i
UUD Tahun 1945 '
50. | 57/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 | Menyatakan Pokok permohonan Menolak Sebagian
: tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 | Pemohon sepanjang berkenaan dengan (Tidak Dapat
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap | Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Diterima)
UUD Tahun 1945 Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang = [ . 0
Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi tidak dapat
diterima _
51. | 68/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD | Pemohon Seluruhnya

Tahun 1945
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52. | 4/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 | Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak
tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Tahun | seluruhnya Seluruhnya
1945
53. | 19/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 | Menolak permohonan Pemohon untuk Menolak
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah | seluruhnya Seluruhnya """
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun :
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Buml dan Bangunan
terhadap UUD Tahun 1945 - .
54. | 33/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan para Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon tidak dapat diterima Diterima
55. | 78/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD Tahun 1945 | tidak dapat diterima Diterima
56. | 97/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20G9 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak .
: tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD | untuk seluruhnya ' Seluruhnya
Tahun 1945 '
57. | 6/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 untuk seluruhnya Seluruhnya
58. | 12/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD | untuk seluruhnya ; ._Seiuruhnya.,_-_;;
Tahun 1945 '
59. | 43/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 | Mengabulkan penarikan kembali Dlta['lk Kembah;-
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang | permohonan Pemohon e
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD
Tahun 1945
60. | 44/PUU-XVI/2018  Ditarik Kembali

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Mengabulkan penarikan kembali
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tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD Tahun 1945 permohonan para Pemohon
61. | 36/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan para Tidak Dapat
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon tidak dapat diterima Dlterlma
62. | 40/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Menyatakan permohonan para ' TidakPapat = |
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon tidak dapat diterima Diterima_
63. | 41/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 | Menolak permohonan para Pemohon Menolak
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD | untuk seluruhnya ' .Selurulmya:
Tahun 1945
64. | 42/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Menyatakan permohonan Pemohon Tldak Dapat
tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 tidak dapat diterima | Diterfind =
65. | 16/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 | Mengabulkan permohonan para ~ Mengabulkan
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang | Pemohon untuk sebagian Sebaglan (Dltolak] :
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945
67. | 17/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 | Menyatakan permohonan Pemohon
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang | tidak dapat diterima -
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, |
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945 - .
68. | 18/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 | Menyatakan permohonan para Tidak Dapat
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang | Pemohon tidak dapat diterima | - Diterima

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Pemohon tidak dapat diterima
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Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

69.

21/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima

Tidak Dapat

70.

25/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

- Tidak Dapat
Diterir_na

7l

26/PUU-XVI/2018

pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

; TldakDapat_
- Diterima @

o

28/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Tidak Dapat
Diterimai ..

73,

27/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958
tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik
Belanda terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan penarikan kembali
permohonan Pemohon

Ditarik Kembali

74.

37/PUU-XVI/2018

Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat [3] Pasal
122 huruf | serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2

Mengabulkan penarikan kembali
permohonan para Pemohon

D_itarik Kembal.i

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945 .

75

56/PUU-XV/2017

pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965

tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan
Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-
Undang terhadap UUD Tahun 1945

Menolak permohonan para Pemohon

untuk seluruhnya

T Menolk.

76.

1/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

Mengabulkan permohonan Pemohon

untuk sebagian

- Mengabulkan
Sebagian (Ditolak)

2l

46/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang- UUD
Tahun 1945 j

Menolak permohonan para Pemohon

Menolak
- Seluruhnya ;

78.

57/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD

Menyatakan permohonan Pemohon

gugur

PGupuE
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Tahun 1945

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945

79. | 30/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan Pemohon - Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | untuk seluruhnya ~ Seluruhnya
80. | 31/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan
: tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon untuk sebagian Sebagian (Ditolak)
- 81. {34/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 | 1.Menyatakan permohonan para Menolak Sebagian
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang | Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73 |  (Tidak Dapat
Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis | ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); ik 5-Di_te1;ima];
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, | Pasal 122 hurufl; dan Pasal 245 ayat S
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan | (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
e i : Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tidak dapat diterima.
2.Menolak permohonan para Pemohon
- untuk selain dan selebihnya L
82. | 38/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan Pemohon |  Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | untuk sebagian Sebagian (Tidak
' ; G Dapat Diterima)
83. | 39/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 | Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang | tidak dapat diterima v Diterima- .
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Kegiatan 1: Tahapan 2

DATA PUTUSAN MK DIKABULKAN TAHUN 2018

tentang Perubahan Ketiga Atas
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana lelah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Undang—Undang ]

Pemohon untuk sebagian

No. Nomor Putusan Pokok Perkara Amar Putusan Status
MK : ] '
s 53/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 Pemohon untuk sebagian Sebagnn [Dlto ak)
2. | 66/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengabulkan Permohonan : Mengabulkan
: tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon untuk sebagian Sebaglan (Tidak Dapat {
: i S ‘Diterima)
* 61/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan Permohonan Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 | Pemohon untuk sebagian Sebagian (Tidak Dapat
Diterima)
4, 93/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah | Pemohon untuk seluruhnya Seluruhnya
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 i
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap
UUD Tahun 1945 .
5: 10/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan
tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang | Pemohon untuk sebagian Sebagian (Dltolak]
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendldlkan ' i
Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945 e - M
6. 63/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengabulkan permohonan Mengabulkan

Sebaglan (Ditolak) .
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2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan Men]adl Undang-Undang
terhadap UUD Tahun 1945 i

7 68/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD | Pemohon : -Seluruhnya” :
Tahun 1945 - .

8. | 16/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan L
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang | Pemohon untuk sebagian Sebaglan (Dltolak)ff' "
Nomor 17 Tahun 201satentang & Majelisirro b 00 se o e il e e
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, e
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap UUD Tahun 1945 [

9. | 1/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 | Mengabulkan permohonan Mengabulkan

tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana | Pemohon untuk sebagian Sebagian (Ditolak)
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun :
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945

10. | 30/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan Mengabulkan
tentang Femilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945 Pemohon untuk seluruhnya Sgl_l_l_ruhnya

11. | 31/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan para Mengabulkan
tentang Pemilihan Umum terhadap uubD Tahun 1945 | Pemohon untuk sebagl_an___ Sebaglan _(D_}tolak)_

38/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | Mengabulkan permohonan Mengabulkan e

12

tentang Pemilihan Umum terhadap uuD Tahun 1945

Pemohon untuk sebagian

s Sebaglan (Tidak Dapat

Diterima)
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Kegiatan 1: Tahapan 3

DATA AMAR PUTUSAN MK DIKABULKAN TAHUN 2018

No. Nomor Putusan Pokok Perkara Pokok Amar Putusan ~ Status
L MK o : : : _ -
1 53/PUU-XV/2017 | Pengujian ‘Undang-Undang 1 Menyatakan Frasa “telah dltetapkan/" dalam Pasai 173'-
; Nomor 7 Tahun 2017 tentang ayat (1) UU Pemilihan Umum bertentangan dengan
Pemilihan Umum terhadap UUD ahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
UUD Tahun 1945 | hukum mengikat.
| 2. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum
~ bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tldak
- ~ mempunyai kekuatan hukum mengikat. '
2. 66/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang | Menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilihan Umum yang Mengabulkan Sebagian
Nomor 7 Tahun 2017 tentang | berbunyi “Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh [Tldak Dapat Diterima)
Pemilihan Umum terhadap | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan
UUD Tahun 1945 ‘dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang- e
Undang ini” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. s
8 61/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang | Menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum yang | Mengabulkan Sebagian
Nomor 7 Tahun 2017 tentang | berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: d. | (Tidak Dapat Diterima)
Pemilihan Umum terhadap | Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) ' '
UUD Tahun 1945 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun
' ' Perhénntah”n Aceh dicabut dan dmyatakan tidak
entangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
e . unyai kekuatan hukum mengikat. -
4. 93/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Menyatakﬁn ~ Pasal 55 Undang-Undang _Numur ‘Mengabulkan
Nomor 24 Tahun 2003 tentang | 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana Seluruhnya
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Manhkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang | |
Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nemor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi
terhadap UUD Tahun 1945

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  yang

enyatakan, “Pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang yang sedang dilakukan

_Mahkamah Agung wapb dlhentlkan apablla undang—

sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstltu51
sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang

mengenal kata “dihentikan” dmyatakan bertentangan

hukum mengll{at sepan]ang tidak dimaknai “Pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung
ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang
men]adl dasar pengujian peraturan tersebut sedang

dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai

ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

10/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang

'Menyatakan Pasa] 14 ayat (1) huruf a Undang~Undang

Mengab’u]kan Sebagiéh' :

Nomor 29 Tahun 2004 tentang | Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang (Ditolak)
Praktik  Kedokteran  dan | menyatakan, “Jumlah anggota Konsil Kedokteran
Undang-Undang Nomor 20 'Indonesm 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-
Tahun 2013 tentang | unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran
Pendidikan Kedokteran | 2 (dua) orang..”, bertentangan dengan Undang-Undang
terhadap UUD Tahun 1945 | Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945 dan tidak

= | memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur

: :"orgamsam profesi kedokteran” tidak dimaknai sebagal :
tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran;
63/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Menyataka‘n frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” | Mengabulkan Sebagian
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Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata  Cara

Perpajakan sebagaimana telah |
dengan | U
Undang-Undang Nomor 16 |
Tahun 2009 tentang Penetapan |

diubah terakhir

Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan  Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-
Undang terhadap UUD Tahun
1945

dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah |

terakhlr dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009

.Men}ad1 Undang-Undang bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan
dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan
bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban
warga negara.

[Di_toiak]

68/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak
terhadap UUD Tahun 1945

Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukqm mengikat;

Mengabulkan
~ Seluruhnya

16/PUU-XVI1/2018

Pengujian Undang-Undang

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan é&atr(ﬁ]

Mengabulkan Sebagian
(Ditolak)

Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
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Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 tentang Majelis |

Permusyawaratan  Rakyat, |
Dewan Perwakilan Rakyat, |
Dewan Perwakilan Daerah, dan |
Dewan Perwakilan Rakyat |

Daerah terhadap UUD Tahun
1945

. Frasa

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

‘dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan

dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik

;Indonesm Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan-

: -.5Pasal 122 hurufl Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

“Pemanggilan dan permintaan Kketerangan
kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya
tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

:Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak  dimaknai dalam  konteks semata-mata

4lhalaman




pemanggilan dan permintaan Kketerangan Kepada
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dlduga
melakukan tindak pidana;

4, _sementara itu, frasa “setelah mendapat per tlmbangan _
- dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalami Pasaligas | -
: :;ayat [1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20 18 tentang :

_-Z:;Tahun 2014 tentang Ma;ehs Permusyawaratan Rakyat
- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, |

- dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan

' _c_iengan_ Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
‘hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang- o
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan G
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ; -

- tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan ) g
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan '
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya
menjadi:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana
~ yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
'mendapatkan persetu;uan tertulis dari Presnden

1/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang Pasa! 6 ayat {1) huruf ¢ Undang Undang Nomor 24 Tahun Mengabulkan Sebagian
Nomor 24 Tahun 2004 tentang | 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan bertentangan (Ditolak)

lLLembaga Penjamin Simpanan | dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia :
sebagaimana telah diubah | Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
dengan Undang-Undang | mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk dapat

5|h alaman



Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang  Perubahan

Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan Menjadi |
Undang-Undang terhadap UUD e

Atas
Undang-Undang Nomor 24 |

melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap
aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal

46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang |

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”.

Tahun 1945 - e
10. | 30/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang—Undang-__Frasa peker]aan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Und_ang- Mengabulkan
Nomor 7 Tahun 2017 tentang | Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Seluruhnya
Pemilihan Umum terhadap | bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai :
UUD Tahun 1945 : kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris)
partai politik; o
11. | 31/PUU-XVI/2018 | Pengujian Undang-Undang | 1. Frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat Mengabulkan Sebagian
Nomor 7 Tahun 2017 tentang (1) huruf ¢ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Ditolak)

Pemilihan Umum terhadap

UUD Tahun 1945

tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima)
orang 5

2: Pen]elasan Pasal 10 ayat [1) huruf c Undang Undang

bertentangan dengan UUD 1945 dan tldak mempunya1
kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayal (2) huruf b

U R

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
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Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan

.tidakf'rriémpunyai kekuatan hukum mengikat;

4 Frasa “3 (tiga) orang’ dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-|
| Undang Nomor 7 Tahun 7017 tentang Pemilthani =
- Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

':i’mé'r'npunyal kekuatan hukum menglkat se_cara:

’é‘Qrbertenta gan dengan UUD 1945 dan tldak mempunyasz':;_ .
'kekuatan;hukum menglkat secara bersyarat sepan]ang

12

38/PUU-XV1/2018

Pengujian Undang-Undang |
KPU Kabupaten/Kota” dan Lamplran [ sepan]ang rincian

Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum terhadap
UUD Tahun 1945

tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

‘(Tldak Dapat Dltehma)”::

7lhalaman



Kegiatan 2: Tahapan 1

Kumpulan UU Organik Terkait
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Kegiatan 3: Tahapan 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA™

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ‘la bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat herdasarkan

o 7+ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ‘dalam

% permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakllan rakyat

{ yang mampu menyerap dan memperjuangkan asp[ras[ rakyat untuk

g mewu]udkan tujuan nasionai demi kepentlngan bangsa “dan Negara
'Kesatuan Republik Indonesia; Rl

b. bahwa untuk mewujudkan.lembaga permusyaWaratan rakyat, lembaga
—-perwakilan  rakyat, danlembaga ‘perwakilan daerah sebagaimana
dimaksud-‘dalam huruf a, perlu menétafb?[a’jells Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaki]an Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerak;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam’ Undang—Uﬁdang,Nomo_r 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tidak sesual dengan dinamika dan perkembangan hulum
dalam masyarakat sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI |206

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat: a. Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Repuh]lk Indonesia Tahun. 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara: Republik Indonesla Norhor 5568) sebagaimana telah
diubah c[engan ‘Undang-Undang Nomor "42::Tahun 2014 tentang
Perubahan-atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Maelis
_Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan .-Rakyat, Dewan
* Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

¥ Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650), ]

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”
- dan !

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sl N ~-MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG UNDANG {TENTANG E PERUBAHAN KEDUA: ATAS UNDANG-
“ UNDANG. ) ‘NOMOR"™ 17 TAHUN- 2014 Z“TENTANG. MAJELIS
PERMUSYAWARATAN “RAKYAT,” DEWAN P&WVA?(TLAN “RAKYAT,
. DEWAN PERWAKILAN. DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH?

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) diubah
sebagai berikut:

1. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

_“Pasal 73

(1) DPR dalam melaksanakan ‘wewenang dan tugaéhya,-herhak memanggil setiap
orang secara te;tulls untuk hadir daiam rapat DPR.

(2) Setiap orang wa]ih memenuhi panggilan DPR sebagalmana dlmaksud pada ayat
. S

(3) Dalam ‘hal setlap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2 tidak hadir
setelah dipanggll 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan
sah; UPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakau
Kepolisian Negara Republik Indonesia,

(4 Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dllaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a, Pimpman DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan
alasan’ pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap ‘orang yang
dipanggll paksa.

b. Kepollsian Negara Republik Indonesia wajib . memenuhi permlntaan
sebagalmana dimaksud pada hurufa; dan 2

c. Kepala Kepolislan Negara Republik‘Indonesia memerlntahkan Kepala
Kepolisian-Daerah di tempat domisili’ setiap orang ‘yang dipanggil paksa
untuk* dihadlrkan memenuhl panggilan DPR sebagalmana dimaksud

. pada ayat [1]
(5) Dalam hal- men]alankan panggllan paksa qebag'umana dlmaksud pada ayat

(4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandéra setiap orang

untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari,

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada avat (5)
diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”?

1 Tanda Pasal/Ayatyang dibatalkan melalui Putusan MK

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

2. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 122
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah

Kehormatan Dewan bertugas:

a. melakukan pencegahan terfadinya pelanggaran Kode Etik;

b. melakukan pengawasan !:erhadap ucapan sikap, pen laku, dan tindakan anggota
DPR; gt 5 :

¢. melakukan pengawasan terhadap ucapan, slkap. peri]aku; dan tindakan sistem
pendukung DPRyang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;

d. melakukan’ pemantapan nilai dan norma yang terkandung _'

alam Pancasila,
peraturan perundang undangan, dan Kode Etik; il

e melakukan ‘penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etlk;

f. e Etik sistem pend kung yang
_ dilakukan sistem pendukung'DPR
g mem r ksa dan mengadlll perkara peianggaran Kode Etik

h. memerlksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang
berkajtan .dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuall slstem
pendukung':Pegawai Negeri Sipll; “

menyélenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;

me!akukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;

-

mengevaluas] pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik _
langkah - lain '_terhadap orang

an/atau

mengambil - ]angkah hukum
perseorangan, kelompok, ‘ora
kehormatan DPR ﬁan a

m. menga]ukan 'rancangan peraturan DPR mengenai kode etlk’ dan tata beracara
Mahkamah. Kehormatan Dewan kepada“ Pimpinan DPRdan lepman DPR
selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPRyang" bertugas menyusun
peraturan DPR; dan :

n. menyusun rencana kerja dan anggaran setlap tahun sesuai dengan kebutuhan yang
selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan
rumah tangga DPR.”

2 Tandw Pasal/Ayatyang dibatalkan melalui Putusan MK
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3. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 245

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan
dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden® setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.t

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila
anggota DPR: :

a. tertangkap tangan melakukan tindak pldana,

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang dlancam dengan pidana
mati atau ‘pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan
terhadap ‘kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan buikti permulaan
yang cukup; atau :

¢ ,}d_qur;gifa melakukan tindak pidana khusus.”

(dﬁn seterusnya) .
A L) Pasal Il
Undang—Undangtnl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap drang mengetahulnya, memerintahkan Pengundangan Undang-Undang Ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesla.

Diundangkan DI ]akarta,

Pada Tanggal 15 Mafét 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, :

Y R o) g o

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 29

3 Tanda Pasal/Ayatyang dibatalkan melalui Putusan MK

4 Tanda Pasal/Ayatyang dibatalkan melalui Putusan MK
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menlmbang:'a ‘bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan

. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Ui permusyawaratan/perwakllan, diperlukan lembaga pel"wakllan rakyat

~ yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspira rakyat untuk

. mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara
"'Hesatuan Republik Indonesia; . ;

b. bahwa-untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga
_perwakilan - Fakyat,: _dah’ lembaga’ perwakilan daerah _sebagaimana
dlmakshd ‘dafam huruf a, perlu menata’ Mé}e]ls Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaklian Daerah dan
\ Dewan Perwakllan Rakyat Daerah; .

c. bahwa beberapa ‘ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majells Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tidak sesual dengan dinamika dan perkembangan hukum
dalam masyarakat sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

y

ey

(2)

(3)

&)

(5)

(6)

2,

Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 73

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap
orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Dalam hal setiap orang sebagaimana-dimaksud pada ayat (2) tidak hadir
setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan
sah, DPR berhak melakukan p'mggllan paksa dengan menggunakan
Kepohsmn Negara Repubhk Indonesia. :

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dllaksanakan dengan
ketentuan sebagal berikut: ;

a, ‘Pimpman DPR mengajukan permintaan secara tertulis ke".ada Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan
alasan pemanggilan paksa serta nama: dan alamat setlap orang yang
dipanggil paksa; . : = _

b, "Kepoliman Negara Republik lndones:a waub memenuhi permm:aan

_ sebagaunana dimaksud pada hurufa; dan
c. 'Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memermtahkan Kepala
- Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa
untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimanai dimakaud
; pada ayat (1).

Dalarn hal menialankan panggilan paksa sebagaimana dlmaksud pada ayat

(4), Kepo“lisian Negara Republik Indonesla dapat menj?andera setiap orang

untuk: palinglama 30.(tiga pulu N :

Ketentuan lebih 1anjut m‘bngenaiﬁsmangglfan pﬁ‘ksmsebag" mana dlmaksud
,_ pada ayat (4-} dan’ penyanderaan sebagalmana dfmeﬂ(sud pada ayat (5)

Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK
Nomeor 16/PUU-XVI/2018.

% Pasal/ayat terscbut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.



“Pasal 122
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah
Kehormatan Dewan bertugas:

melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;

b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota
DPR;

¢. melakukan pengawasan terhadap ucaparn, sikap, perilaku, dan tindakan sistem
pendukung DPR yang berkaltan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;

d. melakukan pemantapan nilai dan norma. yang terkandung dalam Pancasila,
peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;

e. melakukan penye]idlk;n perkara pelanggaran Kode Etik; 2

f. melakukan pehyelid.tkan perkara pelanggaran Kode Etik sistern’ ‘pendukung yang
berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;

g memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;

h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang
berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem’ pendukung DPR, terkecuali slstem
pendukung Pegawai Negeri Slpi] ok i

menye!enggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
me]akukan penin]auan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;~

=S8~

mengamh:l Iangkah hukum dan/atau langkah lain’ terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan
kehormatan DPR dan anggota DPR;?

m. mengajukan rancangan peraturan DPR_mengenal kode- etlk dan ‘tata beracara
Mahkamah “Kehormatan Dewan kepada Pimpinan--DPR "dan /Pimpinan DPR
selanjutnya meml’gaskan‘kepada alat keIengkapan DPR ang“bertugas menyusun
peraturan DPR; dan; o

n. menyusun renca‘ﬁa i(erja dan anggar'an setiap tahtin sesual dengan‘kebutuhan yang
seianjutnya dlsampaﬂ(an kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan
rumah tangga DPR“

3. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 245

2 Mahkamah Konsttusi menyatakan Pasal 122 huruf | bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

«+ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan

dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden® setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.*

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila

anggota DPR:
tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur-hidup ‘atau tindak pidana kejahatan
terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan
yang cukup, atau s \

¢ disangka melaku kan tindak pidana khusus.”

DPR mhubungan ‘déngan taij'ad!nya n'ndak plﬂana yang tidal seﬁ?:bungan derggaﬁ pe!uksanaan tugas
sebagaimana d:maksud dafain Pasa! 224 ﬁams mendapntka‘fr persetujlfan fértui’is dari Presiden dalam

keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dlduga melakukan tindak pidana
melalui Putusan MK Nomor 16 /PUU-XVI/2018.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan
Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Schingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi:

“Pemanggilan dan permintaan keterangen kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak
pidana yang tidek sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

4 Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.



LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XV1/2018, MK memberikan pertimbangan
hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4], ayat (5) dan ayat (6) UU MD3
Perubahan Kedua sebagai berikut: -

a. Bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang
secara esensi: mengandung perampasan hak pnbadi seseorang dan hanya
dikenal dalam preses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana
yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di
sampmg -lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Ke}aksaan dan KPK,
sedangkan tindakan upaya sandera jugal berada dalam proses penegakan hukum
-akan tetap[ hampir semuanya berada dalam ranah hukum prlvat. kecualt yang
.berkaltan sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa
_alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di pers;dangan [vide
Pasa] 161 ayat (1) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga
kepolisian L : d

b. Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terleb[h dahulu penting
bagf: Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila dlte]usurl lebih cermat, maka
akan diperoleh fakta rumusan-norma; Pasal 73 ayat (3) 3yatﬂ(4), ayat (5), dan

) ayat (6) u MDB Perubahan Kedua merupékan tindak

““norma. dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) uu MD3 P‘erub!:!han Kedua Oleh

karena itu. memaknai rumusan norma yangada pada Pasal 73 tersebut haruslah

la ut darl rumusan

secara kumu]atlf yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya
mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaitan,
Dengan kata lain bahwa penjabaran yang herisi tentang teknis dari tata cara
pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagalmana yang
dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2} diatur pada ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6). Dari penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa
ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadiri

suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas
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DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua
tersebut tidak disebutkan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam
Pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis rapatyang
berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan seseorang dimintai
keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknai seolah-olah dalam
setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam
batas penalaran yang wajar tatkala identifikasi tersebut tidak ditentukan secara
jelas maka dimungkmkan untuk memangglI plhqk pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat [1) UU MD3 Perubahan Kedua unruk setlap jenis rapat yang
dilakukan di DPR.

Bahwa fenomena ml penting dikemukakan karena dari sinilah '_ berlarnya dapat

dllakukan peneiusuran tali-temalinya sejauhmana relevansinya ‘DPR dapat
menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggii seseorang

yang kewanangan itu, kemudlan dapat disubstitusikan kepada lembaga

kepblislan sehingga dapat d!}adlkan 'Iandasan oleh kepollsaan “untuk

dmndaklanjuu dengan pemanggilan paksa, lebih- lebih diikuti dengan upaya

penyanderaan Terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan paksa dan

penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan
DPR: yang memberl kemungkinan untuk memanggil setiap; orang dalam setiap
rapat DPR, yang lebih penting bagi Mahkamah adalah" mempertimbangkan
se]auhmana kewenangan DPR untuk memanggil setlap orang da]am setiap rapat

yang di dalamnya melekat pu]a kewenangan pemanggllan paksa dan bahkan

penyanderaan dlman

kepo]islan,

5 Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsl yangtelah Mahkamah urafkan pada

perttmbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggﬂan paksa-adalah” ‘sebuah
proses yang ada dalam penegakan hukum pldana dan telah pula Mahkamah
tegaskan yaitu di antaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan
persidangan, sedaugkan upaya sandera juga merupaltan prosee penegakan
hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat. Kalaupun
ada tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demikian hingga
saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi

atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanji di hadapan persidangan [vide

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI



Pasal 161 ayat (1) KUHAP]. Fakta ini membuktikan bahwa adalah sulit bagi
Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR
dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun.
Padahal hingga saat ini masih belum jelas apakah rapat DPR merupakan bagian
dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan
panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian diserahkan kepada
lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan mendasar
mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum. Lebih
lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya pemanggilan
paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada‘pada lembaga kepolisian,
maka sekall lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di samp[ng proses rapat yang
dlsel_enggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukq_m, juga karena
Iembaé’a Kepolisian sendiri sebagal institusi penegak hukum haru mendapatkan
kew:enangan untuk melakukan ‘upaya pemanggilan paksa ketlka -ada-laporan
untuk .adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli dari lembaga
kepolislan i,

Bahwa " sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang “penilaian
kcnsut‘uslonalims norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU
MD3 Perubahan Kedua, sebagaimana yang dipermasalahkan para Pemohon,
Mahkamah terlehih dahulu akan mempertimbangkan keteraugan DPR yang pada
pokoknya mengelaskan hahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada
sejak Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MajeIls Permusyawaracan
Rakyat;” Dewaanenvﬂdlan 'Ra yat. Dewan Pervfald]anh Daerah dan Dewan
- 'Perwakilan, ﬁakyat Daerah {selanjutnya disebut-UU 17/23{43 Sebelum ada
_perubahan yang. ﬁdak pernah’ -dilakukan pengujlan aleh Mahkamah Konstitusl

“Bahkan DPR dalam keterangannya juga menje]askan bahwa terhadap adanya
ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majells Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/20063) yang oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 014/PUU-1/2003 telah dinyatakan bahwa tindakan paksa
badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan

diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan DPR

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Denigan uFaian perﬁmbangan

hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak
angket dapatbenar-benar hadir dalam persidangan.

Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003, ternyata amar putusannya
menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan
bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan
hukum (legal standlng) dan . pernmbangan Mahkamah yang menyinggung
mengenai upaya: panggﬂ paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara
tekstual bunyl Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat [4} UU 22/2003 yang pada
saat itu norma dari pasal tersebut adalah menegaskan pa" ggllan paksa dan
penyanderaan dilakukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku,
Boleh jadx apabila norma pasal yang mengatur tentang panggi]an paksa dan
penyanderaan tersebut sudah sepertl yang ada pada saat Inl, dlmana telah secara
rlgtd mengatur tentang tata cara pemanggilan paksa dan lembaga ‘yang
berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan
dltemukan beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah
yang te[ah diuraikan tersebut di atas. Terlebih penekanan pendapat Mahkamah
dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanderaa __;plhak-plhak
dalam persldangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasax’i dengan hak
angket Halini jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1} UU MD3 Perubahan

Kedua yang haklkamya adalah pemanggilan senap orang dalam rapat DPR tanpa

) S

ada _periegasan adahi [, |

dengan argumen keterangan DPR a qu' egltu pula_ dengan keterangan DPR

']alnnya yang men}elaskan bahwa"panggilan paksa dan pen‘?anderaan tersebut

merupakan implementasl konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang
dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang juga dianut oleh
lembaga legislaufl di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru,
di mana dengan alasan itu menurut DPR hak subpoena dirasa penting untuk
dimiliki DPR sebagai lembaga leglslatif yang mewakili rakyat untuk melakukan
upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan
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dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan
merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (pro justicia)
[sic!]. Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak
subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan
persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan
hukum. Oleh sebab Itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan
kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan
pada rapat DPR akan tetapiyang masih mempﬁnyai relevansi adalah ketika akan
menggunakan penyelldlkan dengan hak angket. Namun «demikian tentang modus
untuk menghadlrkan setiap orang yang akan dimmtal keterangan yang disertai
dengan __s_anksl-sankst, hal tersebut memerlukan kecermatan-dan kehati-hatian
menglﬁgat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang dlatur da]am Pasal 73
ayat‘(B].l_ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua memiliki
ma’s_aléh'konstltuslonalltas, baik permasaiahan mengenai status jgnis-jenls rapat
DPR sebagal forum yang seolah-olah bagian ‘dar.i proses pehegakan hukum
.maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggﬂ
seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum.. Suhtnya
meng]dentiﬂkasl secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan‘sandera
sebagalmana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU
MD3- I?_erubghan Kedua adalah kewenangan DPR atau’ Kepo]is%an itulah yang
menjadi d'asar.pertimbangan Mahkamah dalam menilai kcnstltuéllonalitas Pasal a
quo. Bllamana DPRmemang mempunyai kewenangan untuk Itu, quod non, maka
terlebih dahulu harus }elas “apakah forurn rapat»tersebut menjadi baglan
penegakan hukum atau bukan Sebah kewenangan DPR untuk melakukan
penye]ldikan da]am hak angket sekalipun, harus dljernlhkan terlebih dahulu
apakah bagian darl proses” penegakan hukum atau bukan; kareta hasil
penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi
atau dugaan tindak pldana tidak serta-merta dapat ditindaklanjutl untuk
dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan
penyelidikan terlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut
dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menimbulkan
permasalahan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah

sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa

dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan
merupakan bagian dari kewenangannya yang secara genuine memang kepolisian
sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima
kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih
kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut
Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan
kepolisian untuk dapat melakul_{an p‘quandera_an dalam proses penegakan

hukum.

. Terhadap kekhawatiran DPR sehagaimana yang dlura:kan dalam persidangan

bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung fungsi -anggaran dan
fungsi }egtslasi yang dengan demikian diperlukan kesempatan yang terbuka bagi
DPR. untuk berinteraksl dengan rakyat sehingga Pasal a quo d:perlukan sebagai
penyeif‘nbang untuk melawan absolutisme kekuasaan [eksekutjt)‘" altu dengan
selalu melakukan pengawasan terhadap pemerlntah serta Pasal lnl penting
memberl penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah penguatan sistem
presidensia] akan tetapl selama ini lembaga atau orang yang dlpanggil tidak
menghadirx panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawauran tersebut
dapat dlellmlmr dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setlap
proses di'DPR. Seandainya memang terdapat lembaga amu pemrangan yang
dengan {tikdd tidak baik, atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR
dan hai tersebut terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak
terdapat liambatan apapun bagi DP untuk me]akukan langkah hukum sesual

dengan mekanisme hukum yang ber!

Mahkamah berpendapat kewenangan DPR ‘meminta bantuan:'kepolisian untuk

memanggll paksa setiap orang dan ‘mélakukan penyanderaan semakm jelas
memiliki-persoalan konsdtuslonahtas, sehingga kekhawatiran yang" herujung
pada rasa takut setlap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang dapat menjauhkan
hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai
konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal
ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam

permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon
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mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

UU MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

2. Pasal 122 hurufl

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan
hukum terhadap pengujian Pasal 122 hurufi | UU MD3 Perubahan Kedua sebagai
berikut:

a. Bahwa terkait dengan institusi MKDyang diberl tugas untuk “mengambil

langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok

orang, atau badan ‘hukum”, hal demikian harus ditimbang’ dengan menjelaskan

posisi amu seka]lgus kedudukan MKD sebagai salah satualat. keiengkapan DPR.

Dalam ha] ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1

2)

Bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3 Perubahan: Kédua, MKD
merupakan salah satu alat kelengkapan ‘DPR.yang bersifit tetap dan

tdibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan
" keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan. Secara universal,
:g_misa'lnya The Global Organization of Parliamentarians Agaln'st'Corruﬁticn

.,(GOPAC} menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif

adalah _dokumen formal yang mengatur perilaku legislator dengan
menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat dlterlma dan
apa yang. tidak _Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromoslkan
budaya“ polltlk yang: sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran,

.transparansl dan kejujuran perilaku anggota parlemen Namun, kode-etik
. tidak dlmaksudkan untuk menciptakan perilaku “inl, dengan sendlrlnya
_Sesual ,gi_engan tujuan tersebut dan di‘kaitkan dengan,_Pasq!_}lQ Uu. MD3

Perubahan Kedua, dalam batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk
dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang
bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar
perilaku/etik bagl anggota DPR.

Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU
17/2014, mulai dari tujuan sampai dengan pembentukan institusi penegak
etik dinilai telah memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika UU
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3)

17/2014 diubah menjadi UU MD3 Perubahan Kedua, ruang lingkup tugas
MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR diperluas
sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya
terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.

Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan DPR
merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagal
lembaga penjaga dan penegak kode edk Profesi atau pekerjaan mana pun
yang mengatur standar kode et]k tertentu maka institusi yang diberi tugas
menjaga dan menegakan etika® dalam profesl/pekerjaan tersebut hanya
memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan’ béri]aku anggota dan
menegakkannya terhadap anggota yang me!anggar kode etik. Dengan
demlklan, lembaga penegak kode etik yang di ibentuk oleh’ suatu organisasi

tidak ‘dapat ditarik keluar menjangkau pihak lain. L.embaga enegak etik

tetap dibatasi untuk bekerja terhadap anggota- anggotanya seﬁdlri untuk

j men;aga hatas demarkasi dan sekallgus untuk menjaga lcepasnan hukum

4)

5)

3 sebagal lembaga penjaga etik internal organisasi

J‘.

'\Bahwa dalam praktik Kketatanegaraan Indonesia, profesl dan lemhaga-
Iembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, llngkup tugas lembaga

penegak etikanya hanya mencakup Internal penyandan profesi Etika
profesl haklm misalnya, hanya diterapkan dan ber]aku baél ‘hakim, etika
profesi advokat]uga hanya berlaku dan dlterapkan bagl advokat Begitu juga
dengan profesi lamnya, etlka ¥ang dlsepakatl hanya’ herlaku secara internal

masing- masmg profesl itu’ sa]a. Adapuni“plhak eicstema] sama sekali tidak
terikat.dan tldak dapat dltuntut herdasarkan norma etika oleh ]embaga yang
dibentuk untuk menegakkan kermfngkjnan terjadlnya pelanggaran etik
dalam organtsasi profeslyang bersangkutzn iy

Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan
penegak etika profesi adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga
terachut tidale berbenturan dengan tugastugas lembaga lainnya dalam
penegakan hukum. Dalam konteks ini, bilamana terdapat pihak- pihak lain di
luar penyandang profesi tertentu yang dianggap merusak kehormatan atau
keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku
ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik
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untuk menjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum
menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan
kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan
atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, hal itu akan
menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang
tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan
rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 huruf1UU MD3 Perubahan
Kedua frasa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain .." dapat
ditafmrkan bahwa MKD melakukan Iangkah hukum terhadap pihak eksternal
yang dlanggap ‘merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga
sao[ahro}ah mengambi] alih kewenangan penegak hukum Penafsiran
_dem!kian bukan hanya telah keluar dari hakikat MKD' sebagai lembaga

: penegak etik yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapl juga menlmbulkan
_pemahaman MKD menjadi lembaga nenegak hukum itu sendln

b. Bahi;vé' melalui Pasal 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedud, kepada MKD
_dlserahl ‘tugas untulkk mengambil langkah hukum dan/atau’ langkah lainnya
terhadap orang perorangan, kelompolk orang, atau badan hukum yang dinilai
merendahkan. martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal. in[ Mahkamah
memperumbangkan sebagal berikut:

1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD sebagal lembaga"intemal DPR yang
dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran- martabat DPR sebagal
lembaga perwakﬁan. MKD bukanlah-alat: keiengkapan yang-dimaksudkan

g

perorangan yang dinilai telal'l merendahkan martabat DPR atau-anggota

'seba tameng DPR untuk mengambll ]angkah huk ,ffterhadap orang
“DPR.Sekali lagl perlu ditegaskan bahwa MKD adalah lemnbaga- penegak etik
terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan
yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas
tindakan yang dinilal merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagi
sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagal penjaga dan penegak
etika kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sebuah
lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik Institusi
lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk
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2)

menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata
lain, fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik dan tidak
dapat dicampur- aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana
DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak
mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan
tersebutlah yang secara genuine mempunyai hak untuk mengambil langkah
hukum, misalnya dengan me}aporkan kepada penegak hukum dan/atau
mengajukan gugatan secarakeperdataan ]

Bahwa runtu‘ _tau rusaknyaj martahat dan kehormatan suatu institusi

sangat mungkin.dlsebahkan oleh faktor internal maupun eksternal. Segala
perhuatanjtindakan yang bertujuan untuk mefusak’ martabat dan

'kehormatan suatu institusi dari pthak luar sesungguhnya telah tersedia

i norma ‘hukum  berikut mekanisme penegakannya, | sedangkan untuk

m mhumhkan peran instltusi internal yang dibentuk untuk
‘-fkonteks ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adaiah dlbentuk

-""dlsebabkan dari internal DPR. Oleh karena itu, penamhaha

mengantlslpam kerusakan yang m cul dan internal, hal lmlah yang

:“Dalam

ngan tujuan pokoknya menjaga martabat dan kehormatzn
.l:ugas MKD

‘hlngga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di ]uar anggota DPR dan

plhak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan
mambat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga

dan. penegak ‘etik DPR darL anggota D.

yang demikian dapat menimbulkan ™ rasa r.akut gl masyarakat untuk

' 'berparﬁstpasl da]am turuts"rta mencegih terjadlnya pe]anggaran kode “etik

3)

yangdi]akukan oleh angguta DPR. S e

Bahwa lebih jauh, pemherian tugas ‘untuk mengambl] 1angkah’rangkah
hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastlan
hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apablla yang
bersanglutan merasa dan menilal martabat dirinya telah dilanggar oleh
pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada
MKD melalui Pasal 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedua dapat
menimbulkan dua kemungkinan, yaitu pertama, tugas MKD tersebut
menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya
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4)

5)

dapat diproses melalui langkah-langkah yang diambil MKD, sementara
anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seoclah-
olah kehilangan kesempatan untuk menempuh langkah secara perorangan;
kedua, tugas MKD dalam Pasal 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedua
menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota
DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara
di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa
dirugikan oleh tindakan: yang dinilai merugikan martabatnya sebagal
anggota DPR kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk
mengamhtl langkah hukum, karena misalnya proses polltik di DPR yang
tidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan tersehut. Terbukanya
dua kemungkman dalam implementasi Pasal 122 huruf 1’ UU MD3 Perubahan
Kedua, pada satu sisi, menunjukkan bahwa pemberian tugas : ‘e‘pada MKD

dalam norma tersebut justru memmbulkan masalah tersendiri bagl anggota

_DPR karena seolah-olah menjadl kehiiangan kemandirian untuk dapat
._'mengambll langkah hukum maupun tidak terhadap tlndakan yang dinilal

mere_nd'ahkan martabat mereka sebagai anggota DPR. Seméntara di sisi lain,

‘norma dalam pasal a quo potensial menimbulkan rasa taku_f'hagi masyarakat

untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasl perilaku anggota DP.R.

Bahwa sementara itu, dari konstruks! perumusan norma‘t apablla suatu
perbuétan hendak diatur sebagai perbuatan yang-‘di]arané dan terhadapnya
dapat ‘dikenakan sanksi_hukum, maka _norma hukum yang mengatur

perbuatan tersebut harusmemenuhl svarat keje asan rumusan atau sesuai

'dengan pr]nslp ex stricta-dan lex certa, Dalam arn harus Jelas dan- tidak

multitafsir. Ketika stiatu jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak

“dilarang dan disertal ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu

harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam
sesuai kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya
terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.

Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf1 UU MD3
Perubahan Kedua, khususnya frasa “merendahkan kehormatan DPR dan
anggota DPR”, hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak

jelas dan multitafsir. Frasa “merendahkan kehormatan” sangat fleksibel
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6)

7)

h konstitusional warga negara untuk menyampaikan krmk pe'

L"E"yang mengandung potensi ancaman demikian bertentang 1

untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma
tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan
mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat
dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR.

Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih
merugikan bagl pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan
fungsi penindakan yang dimlllkl oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal
121A huruf b uu MD3 Perubahan Kedua Maksudnya, fungsi penindakan
dalam pasai a quo yang sesungguhnya ditu]ukan terhadap anggota DPR yang
me]anggar euk potensla] untuk ditafsirkan juga: beflak 1 bagi pihak luar yang
dlnilal merendahkan martabat dan kehormatan DR atau anggota DPR.

Dengan kata lain, hal demikian akan membuka’ ruang ‘terjadinya

‘ kesewenang—wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa

":_"menafslrkan p\.rbuatan dan- perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah
: ‘.m rendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat m.engancam

apat. dan

a pirasmya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya enafslran

d_e'hgaﬁ hak
'setlap warga negara untuk mendapatkan kepastian: hukum ‘darl setiap
regulasi’ yang dlberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR.

Bahwa. persualan konstitus ional lain yang tidak kalah mendasarnya dalam

perumusan Pasal 122 huruf M rubahat Kedua ada}ah berkaitan

dengan frasa "mengamhﬂ lzmgkah huKum”. Apaf{ah*deng'n frasa tersebut

berarti. MKD _akan melakukan ngkah hukum_ dengan menmdak]an]utl

sendiri. sei‘nua tlndakan atau ucapan‘masyarakaty g dinllai merendahkan

martabat anggota DPR dan lnstltust DPR' atau MKD akan tielaporkan kepada
institusi penegak hukum. Secara normatif, tidak terdapat penjelasan yang
pasti berkenaan dengan hal Ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3
Perubahan I{edua yang scharusnya dapat dijadikan pegangan sebagal
penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan “Cukup
jelas”. Dalam hal ini, sekalipun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya
menyatakan bahwa frasa “mengambil langkah hukum” tersebut mengarah

kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum,
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C.

.saja meng

namun penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif tidak
ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik
pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma
a quo yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah
pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan
bahwa frasa “mengambil langkah hukum” tersebut adalah mengarah kepada
fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum,

8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua tersebut
dapat menimbulkan ketﬁdakpastlan hukum karena rumusan norma demikian
dapatdipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah]embaga yang mengambil
alih fungs] fungm penegakan hukum yang bukan menladi domam lembaga
MKD sehlngga dikhawatirkan terjadi penyelundupan fungst penegakan

: hukum sebagalmana yang terjadl terhadap Pasal 73 ayat (3] ‘ayat (4), ayat
';(5}. dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang telah dlperﬁmbangkan
lumnya Ter]ebih lagl, apabila d[cermat! konstruksi rumusan norma

;Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua tersebut lebih mengedepankan

: “1' ngkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, Semra sistematis,

:"seolah-o!ah langkah lain tersebut justru menjadi pihhan terakhlr apablla
; langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala
Bahwa setam alasan alasan hukum yang didasarkan pada Lmsurunsur rumusan
norma Pasa] 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedua; pemhahan Pasal 122 UU
MD3 Perubahan Kedua dari.rumusan yang terdapat daiarn Pasal 122 UU
17/2014 menjaﬂl rumusan dalam Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua tidak
r peran MKD dari awalnya sebagaf lembaga péhegak etik internal

men]adi juga” mencakup plhak eksternal; meialnkan 1uga telah’ menyebabkan

“bergesernya subjek utama yahg diatur’ sebagal pihak yang bertindak sebagal

pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang,
yaltu anggotaanggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua
secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagal subjek ulama
yang dlatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama
sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya
hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD

Bahwa, a]am Putusan Nomor 16/PUU XVI/ZOIB MK memberikan pe__
hukum?terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubaha:f Kedua sebagal

hukum sehagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan
dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3 Perubahan Kedua,
perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD
dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada
MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalul perubahan Pasal 122
huruf | UU MD3 Perubahan Kedua justru menimbulkan ketidaksinkronan
antarnorma UU MD3 Perubahan }(edua. khusus materi muatan terkait MKD
sehingga bertentangan dengan UUD 1945, Oleh karena itu, apabila hal demikian

dihubungkan dengan sebaglan yang dlkemukakan oleh para Pemohon
sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah
permohonan para Pemohon mengenai lnkonstltusionalltas Pasal 122 huruf1 UU

MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum,

3 Pasail!zkrs‘ayat (1)

]1ka dlhubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan edua, loglka
yang secara urmum terkandung dalam rumusan Pasal 224 v MD3 Peruhahan
Kedua adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20A ayat-(3) UUD 1945, benar-benar dl}amln 'ecara kuat. Selama
pernyataan, pertanyaan. pendapat, slkap, rfndakan. atau keg&atan seorang
anggota DPR berkait dengan fungsi serta- wewenang déﬁ f‘ugas DPR atau semata-

'mata merupakan hak dan kewenangan konstltusional DPR dan/atau anggota

DPR maka oleh undang- undanga quo hal itu bukan hanya 'd kesamplngkan dari
kemungkinan lahirnya tuntutan’ hukum tetapl juga dikesampingkan dari
kemungkinan pergantian antarwaktu. Pertanyaannya kemudian, jika hak
imunitas anggota DPR telah dijamin sedemikian kuat dalam undang-undang a
quo, sebagaimana tampak darl analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 Perubahan
Kedua di atas, apakah masih dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3

Perubahan Kedua.

b. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua adalah perubahan dari
1945, Bahkah, nOrma tersebul menempatkan ordng peturdigdl dlau badat
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Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 17/2014, yang
menyatakan, “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan
terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat
persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.” Terhadap Pasal 245
ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan
pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Kenstitusi
Nomor 76/PUU-XII/2014. Méskipun dalam ' Putusan tersebut Mahkamah
menegaskan pentingnya herlinaungan hukum:jrang memadal dan proporsional
bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak: konstimsionalnya, yaitu
perlunya persetujuan tertulis Presiden, bukan persetujuan tertu]ls Mahkamah
Kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dlpanggll dan_dimintai
ketea"aﬁgan berkait dengan suatu tindak pidana. A

Berdasarkan pertimbangan - hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
76/PUU Xl[/2014 tersebut beberapa hal penrlng telah menjadi_,jelas, di
antaranya.

1) Pertama. bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstimslonalnya sebagal
;"anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi- fungsi konstitusional
'ke!embagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan ,dan karena itu
dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional

2) Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang memadai dan
proporslonal itu falah dalam hal seorang. anggota DPR akan dipanggil dan
dimintai_ keterangan “dalam rangka peny dlkan karena dugaan melakukan
tindak pidana maka dibutuhkan perserujuan tertulis dari Freslden,

3)  Ketiga, bahwa Mal‘lkamah Kehormatan Dewan: [MKD)_tid_a.k“ada relevanslnya

~~dan-tidak te.pat dilibatkan dalam benfuk pemberllah “persetujuan fértuhs
terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai
keterangan dalam rangka penyldikan karena dugaan melakukan tindak
pidana karena MKL adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari
dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;

4) Keempat, secara a contrario, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya
berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai
keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga
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melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu
tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.

d. Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU

MD3 Perubahan Kedua sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014
sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUXII/2014 di atas.

. Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan

norma sebagaimana termuat dalam Pasal 24-5 uy MD3 Perubahan Kedua adalah
dalam konteks. pemenuhan hak !mumtas anggota DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ZOA ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitan ini, meskipun secara tersirat
telah d:smggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 76/PUU-XI11/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas
terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan
meilndungi anggota DPR yang.melakukan tihdak pldana dan membebaskannya

.agar anggota DPR dalam

untutan pidana “melainkan  semata-mat

me. ksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusiona]nya tldak mudah

-'dlkrlmlﬁélkan Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasa] 24’5 UU MD3

Peruhahan ]{edua yang mengandung substansi dan pengertian sebagaimana

dluraikan 'pada angka 3 di atas, pemberian hak lmunlms sebagal hak

konstituslonal ‘anggota DPR menjadi keluar dari fi losoﬂ dan hakikamya sebab

dengan rumusan demikian berarti;_ it

1) hak imunitas tersebut Juga mencakup apay berlaku terhadap bukan hanya
jika seorangﬂnggota DPRtﬁ an'din

proses. penyidlkan sebagax{. : ingka su ;
7 tatkhla seorang anggota DPR dip iggll dan dimlnta keterangan untuk hal
yang lainnya; ; ;

2) hak imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan
melainkan untuk semua proses dalam sistem peradilan pidana;

3) hak imunitas itu diejawantahkan bukan terutama oleh diharuskannya
persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat memanggil
dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar
sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh
keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya
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f.

' para Pemohon hera]asan menurut hukum untuk sehaglan y

pertimbangan MKD, persetujuan tertulis dari Presiden tidak dapat
dikeluarkan.

Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal

245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua tersebut bukan hanya telah

bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagal

pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A
ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:

1) bertentangan dengan fungsi MI{D, sebagaimana diatur dalam Pasal 121A
Uu MD3 Peruhahan. Kedua yang'sama sekali tidak ada menyiratkan adanya
fungsi derr'nikiafz.’ :

2) ber'tentanga'n‘dengan tugas MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU
MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak menyebutkan adanya tugas
demlklan meskipun hanya secara Implisit.

3 bertentangan dengan kewenangan MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal
1224 UU MD3 Perubahan Kedua yang juga sama sekall tidak menyebutkan
adanya kewenangan demikian meskipun hanya secara Impllsﬂ;

Dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat

(1) UU MDS Perubahan Kedua, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 245

ayat (1)VI_JU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUI? 1945 karena

kor':traldiktifl'd:enlgan filosofl dan hakikat pemberian hak'lmunlt;s,.anégota DFR
yang . §ec£fa kontekstual seharusnya menjadi dasar p‘eﬁiikiran atau latar

belakang pembentukan MKD g

Meskipun Mahkamah sependapat dengan para Ppmohbn sehin ga. permohcman
bahwa norma

yang t:erkandung ‘dalam Pasal 245 ayat (1) UU. MD3 Per‘ubahan Kedua
bertentangah dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapl ‘Mahkamah ‘memiliki
pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam
sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemochon, namun
demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau
hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa
syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota
DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan
tertulis dari pPresiden sesual dengan Putusan Mahkamgh Konsuiusl Nomor
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76/PUU-Xil/2014, sehingga terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma
Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, Mahkamah akan menjatuhkan
putusan yang dipandang lebih tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan

ini.
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Kegiatan 4: Tahapan 1

DAFTAR DOKUMEN UU YANG TELAH DIINPUT PUTUSAN MK

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kegiatan 4: Tahapan 2

Kumpulan UU Telah Diinput Putusan MK

3 echa File
& Maten Kuah

I( :

& Maten Latsan CPIS. Q .

A hormtd Haieh 0 == e —e—

b Laporan Alsusksen L em— s o |
) Ostsbme U Puisan i Cors IS Cover U Pajak  Coves UUPamily  Coves UPsaaik  Covas UUSPFA r...u,nm, Pract s Yo Pas Ayt o
3 i 7 Terubahan Ketige Kedwltersn Dibatatkan Dhatakan

ka-:-lx Putarsan MK Psturen K.

@ Behen Prevenien Calam UULPS  Dastern (UMDY~ Dslam (RS MK

Ui Foto Dokumentani

s Nomgilen U m-n
& Logo Setjen dan BK }Q
s Sosisieasi g { i
& T bt
i 'm % \( Basi-dynt Yerg : [ ——
znm-uuo.,..a.r emwrw Ol U Permily Dalem U Prad.  Dalans U $9P2
'hhapmlvg-nm!
1. Dokumes YU dengan 1
L 2. Dobumen UL dengan @
4 Tabapan Kagistan 4
i 1. Detar Dokasemen 1K) Teb
¥ & Kumpudan UU Teiah Do
ki Tabagans Kegistan 5
4 Tohugan Kegistar§
1‘, Putussn MK D13
4 Temgiere Cover

i U Putran 018
& ummm:u} ZHT
- T4 et
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Kegiatan 5: Tahapan 2

Permohonan Pemhuatan Sub Tab Baru Dalam Tab Produk Di Website Puspanlak UU

Nama : Reza Azhad, S.H., LL.M.

NIP : 198807182018012001

Jabatan : Analis Hukum

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

1. Aktualisasi yang akan dibuat adalah produk baru di website Puspanlak UU, yang bernama
Kompilasi UU Pasca Putusan MK Posisi tampilan berada di Tab Produk> Kompilasi UU Pasca
Putusan MK

2. Tampilan Sub Tab UU Yang Diubah Oleh Putusan MK akan serupa dengan tampilan Rancangan
Undang-Undang di Tab Produk www.pusatpuu.dpr.go id

AU Jaian § 70461

pe
A g P BT S e AU S 6 Rt 3K iy SN (S s D i PRI LS Hb
TR S e I G5 RN T T AN P e

RUU Kebidanan 2016

prees
Ferssamuns webismin Uit s

AL Lt A LIRS a0

3. Dalam halaman Kompilasi UU Pasca Putusan MK tersebut, ada tampilan cover di sebelah kiri,
nama Undang-Undang sebagai sub judul di sebelah tengah bagian atas, Keterangan sebagai
deskripsi, dan di paling bawah update terakhir: untuk perbaharui tanggal update.

4. Dipojok kanan ada file attachment pdf yang bisa diunduh bebas. Diharapkan dapat dihitung berapa
kali diunduh.

Tanggal Konsultasi Mentor: 19 Juli 2018
Disetujui Mentor:

Poedji Poerwanti, 8.H.. M.H.
NIP. 196811032000032004
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A.

RAPAT KOORDINASI

Latar Belakang

Rangkaian Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) olch
PEP2A I LAN Jativaugui dilahukei dalaw tige tahap vaitu internalisasi, aldualioasi dan
evaluasi aktualisasi. Rapat koordinasi ini merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan
aktualisasi untuk merealisusikan rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan dan
diujikan saat tahap internalisasi sebelumnya, dan akan menjadi salah satu materi yang
diujikan dalam tahap evaluasi aktualisasi.

Aktualisasi vang dirancang adalah pembangunan produk digital vang diberi judul
“Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi™
di website www puspanlakuu.dpr.go.id. Aktualisasi ini sebagai salah satu upaya dalam
membangun karakter ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari
intervensi politik. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran
sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD
NRI Tahun 1945,

Produk digital “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi® di website www.puspanlakuu.dpr.go.id merupakan inovasi

pelaksanaan dari salah satu tugas pokok dan fungsi analis hukum yaitu mengelola
database perkara pengujian Undang-Undang, hasil putusan MK, serta database Undang-
Undang yang diubah dengan putusan MK. Diharapkan aktualisesi ini dapat
memberikan masukan untuk penyusunan Proglam Legislasi Nasional kepada anggota
DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat

pada umumnya.

Tujuaan

Rapat koordinasi ini ditujukan agar pembangunan produk digital “Pasal/Ayat Undang-
Undang Yang Dibatalkan Melalm Putusan Mahkamah Konstitusi” di webshe
www.puspanlakuu.dpr.go.id dapat menjadi salah satu produk unggulan dan dapat
dilanjutkan oleh seluruh analis hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR RI.




C. Waktu

Rapat koordinasi ini dilakukan pada hari Rabu, 12 September 2018 bertempat di Ruang
Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

D. Produk Digital “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi” di website www.puspanlakuu.dpr.go.id

1. Letak produk digital ini berada di website www.puspanlakuu.dpr.go.id> sub tab
Produk vang terakhir.

sratene b e
T e 3 P21 FVA00 S
Phesy

WA 510088 g Pt
s

3. Untuk masuk pada halaman detail, sila pilih produk “Pasal/Ayat Undang-Undang
Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi” pada poin nomor | diatas.

4. Tampilan pada halaman detail, klik deskripsi untuk keterangan dokumen.

5. Pada tampilan halaman detail terdapat 5 (lima) komponen:
a. Judul Undang-Undang
b. Cover dokumen

¢. Deskripsi dokumen yang memuat narasi singkat dokumen dan isi pasal/ayat
vang dibatalkan oleh Putusan MK.

d. Keterangan waktu “update terakhir” yang menampilkan waktu pemutakhiran
data terakhir.

e. Dokumen yang dapat diunduh dengan akses terbatas untuk copy dan edit
dengan format file .pdf.

6. Hingga saat ini sudah 7 (tujuh) undeng-undang yang dapat diakses pada halaman
detail tersebut yaitu UU Pemilu 7/2017, UU LPS 24/2004, UU Pajak Perubahan
Ketiga 28/2007, UU SPPA 11/2012, UU Praktik Kedokteran 29/2004, UU MD3
Perubahan Kedua 2/2018 dan UU MK 24/2003. Pemilihan ketujuh undang-undang
tersebut adalah berdasarkan pada seluruh Putusan MK yang dikabulkan pada tahun
2018.

Input data “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi” melalui Portal DPR RI



. b
Toasg e

0 L T T 1908 3 WL el e I e
ur-wkun-aw»cu ool sene s ainic s LA e

17 Pada hala.mzm bem.nda Portal masuk meialm aplikasi Puspanlak di daﬂar apllkas:
sebelah kiri.

2. Pada halaman Puspanlak UU Admin, masuk aplikasi melalui tab Menu> Produk>
Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK di paliing bawah.

Puspaniak UU Admin

3. Pada halaman detail aplikasi “Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK”,
terdapat daftar undang-undang yang sudah diunggah. Daftar tersebut dapat ditambah,
direvisi, maupun dihapus melalui pilihan vang ada.

1#) B

4. Untuk menambahkan undang-undang baru, pilih opsi “Tambah Pasal/Ayat UU Yag
Dibatalkan Melalui Putusan MK” di sebelah kanan atas yang berwarna hijau. Setelah
masuk, terdapat tampilan sebagai berikut:

Pmnm!ak it Addarin

0 Pasal/Ayat UL Yang Dil ikan Mataful Putusan MK
T ot i e A i

Unduog sinaang

[~

i

5. Tambahkan judul undang-undang dengan kolom yang sudah di setting auto complete.
Daftar undang-undang yang tampil adalah sesuai yang ada di JDIH DPR RL

6. Setelah itu masukkan juga deskripsi dokumen yang akan diunggah, deksripsi berisi
narasi singkat isi dokumen dan daftar pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK.
Setelah itu klik “Simpan™.

%

#i~m Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalul Putusan MK é
D5 @Y Mack ta Dertar PawatsAyst LU Yimi Bllstaian Meaisl Putisan MK %
£

pPleodinsang iy .ﬁm Ooturnan . ] dars paaisu H

| hsangandang, " §

B B o) &

7. Setelah disimpan, maka akan muncul opsi baru sebagai berikut:



s !.?a Edit Pasal/Ayat UU Yang Dibatafkan Meialul Putusan MK

B 1t P A T Bt s M bt tmcs 100

iy twdang s i B

e

bt ben Ll W e+ e
AR BT T AR S Saen | ) . ¢

s AT

8. Terdapat tiga pilihan untuk file unggah: “Cover”, “File Publik” untuk menampilkan
dokumen yang dapat diunduh bebas, dan “File Internal” yang hanya dapat diunduh
terbatas oleh internal Puspanlak. Untuk aplikasi ini, cukup mengunggah dokumen
pada opsi “Cover” dan “File Publik”. Setelah itu klik “Simpan”.

9. Selanjutnya untuk menambahkan data Penulis, klik opsi “Tambah Penulis” di sebelah
kanan bawah, dan akan muncul tampilan sebagai berikut:

10. Pilih nama Penulis lalu beri tanda centang di sebelah sebagaimana gambar diatas.
Lalu klik “Simpan”.

11. Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut:

12. Klik “Simpan” untuk melengkapi semua keterangan dokumen.

F. Contoh dokumen “Pasal/Ayat UU Yang Dibatalkan Melalui Putusan MK

1. Cover/Halaman Judul

| PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN

OLEH PUTUSAN MK
W

UNDAKG-UNDANG NOMOR 2 TANEIN 2018
TENTANG PERURAMAN KEDUA ATAS
UNDANC-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PLRWAKILAN DAERAH, DAN

DEWAN PERWAXILAN RAKYAT DAERAM
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 126/PUSPANLAK UU/7/2018 Jakarta, 4 Juni 2018
Sifat . Biasa

Derajat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Ibr

Perihal - Undangan Rapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir

Jakarta

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat mengenai Aktulisasi
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan
dilaksanakan pada:

Hari / tanggal . Selasa, 5 Juni 2018

Waktu : Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB

Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU

Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

UndanglLantai 6 GedungSekretariatJenderal DPR R

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran-
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

I

Rudi Rochinansyah, S.H., M.H.
NIP. 1969(‘213 199302 1 001

|




RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

DAFTAR HADIR

Tanggal : Selasa. 5 Juni 2018
Waktu :10:00:00 s.d. 12:00:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU
NO NAMA NIP 5 JABATAN f  TANDATANGAN
1. | Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 | Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
2. | Dadang Prayitna, S.IP., M.H. 196708061990031003 | Kepala Bidang Data dan .3
Teknologi Informasi
3. | Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 | Kepala Subbagian Tata Usaha !
/h
4. | Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 | Pranata Komputer Madya 4 V ///M/‘—
5. | Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 | Pranata Komputer Madya . : !%)‘ ‘ /-
6. | Airlangga Eka Warhana, S.Kom., 198210032009121001 | Pranata Komputer Madya 6. ﬂw\(
M.T.L .
7. | Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 | Analis Kebijakan Pertama %‘i /_,
8. | Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 | Pranata Komputer Muda ’ 8. &/
9. | Rahayu Yuni Susanti, S T 193506102009122003 | Pranata Komputer Muda [,
10. | S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 10.




11. | Samudi 196509101989031002 | Pengadministrasi Umum 11
12. | Hariyanto, S.H. 196803011990031004 | Penyusun Bahan Kebijakan 12. gé
13. | Memed Sobari 196810091007031003 | Pengelola Data 13. (
14. | Supian, S.E. 196901071997031001 | Pengadministrasi Umum 14.
15. | Musbiyatun 167011101997032006 | Pengelola Data 13
16. | Martin Yohannes 197103131994031004 | Pengelola Data 16. /ﬁég M
17. | Atis Jaelani 197603262001121 Od 1 | Pengadministrasi Umum 17. /
18. | Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 | Analis Hukum 18. A&Q—f
19. | Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 | Analis Hukum 19. )
. S

20. | Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 | Analis Hukum 7/ 20. 4”)

P s U
21. | Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 | Analis Hukum < s %GL

il

22. :’Aoiia Jeremia Donovan, S.H., 199110202018011002 | Analis Hukum 22, : =
23. PL;tI‘i‘ Ade Norvita Sari, S.H., M.H. | 199301192018012002 Analis Hukum 23. 4;:& } .
24. | Nadia Septyana 198409022005022001 | Analis Hukum 24. /\(
25. | Jordan Muhammad, S H 220000004 PPNPN 25. e
26. | Trisuharto Clinton, S.H. 220000005 PPNPN 26.




27. | Pinanti Mega Dewanti, S.H. 220000006 PPNPN 27, é‘g

28. | Rr. Lucia P Dewi Damayanti 220000010 PPNPN W 28. @,‘/A
Yudakusuma, S.H., M.Kn. - \;_

29. | Mega Irianna Ratu, S.H., MBA 220000016 PPNPN 29 &? ,LLQ%S«

30. | Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN 30.-{&\} ,

31. | Donny Satya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN 31, %

32. | Deny Giovanno, S.H. 22000021 PPNPN 32. Cp.—é‘?

33. | Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn. 22000022 PPNPN B o

34. | Anisha Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN 34. e ; :

35. | Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 33; gﬁ?;ﬂ/ ] 5 5

<1

36. | Juan Fery Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN o 36. 7\\13

37. | Antonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN W B

38. | Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn. 22000027 PPNPN i : 3W

39. | Ratna Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN 39. 4@ T/

40. | Krikammanis Noviarti Qori, S.H. 22000029 PPNPN 40. W

41. | Suly T.eginasari 180000086 PPNPN A1, %

42. | Muammar Khadafi 190000064 PPNPN "




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Selasa, 5 Juni 2018

Pukul :10.00-12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH

Acara : Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calcn Pegawai
Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang Data dan Teknologi
Informasi

Peserta Rapat
1. Pranata Komputer Madya;

2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:
I. PENDAHULUAN
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.00 WIB

II. PEMBAHASAN
1. Masing-masing CPNS Analis Hukum menjelaskan kepada pihak BD7I tentang
program dalam rancangan aktualisasi;
2. Program rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis Hukum, sebagai berikut:

a. Putri Ade Norvita Sari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan
Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU di Website Puspanlak;

b. Ester Yolanda Friska: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan daftar
perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi di Website
Puspanlak;

c. Reza Azhari: Pembuatan tempat penginputan dan pengunggahan kompilasi
undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Website

Puspanlak;



d. Nur Azizah: Pembuatan sistem informasi yang terintegrasi dengan Website
Puspanlak untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka pzmantauan
pelaksanaan undang-undang;

e. Yosa Jeremia D: konsultasi dengan Kepala Puspanlak BK DPR RI serta
memberitahukan mengenai rancangan aktualisasi berupa penggunazn aplikasi
google docs yang berfungsi untuk mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai
dengan Bab V buku hasil pemantauan Undang-Undang Pariwisata kepada Analis
Hukum dan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Puspanlak BK DPR RI.

L. KESIMPULAN:

1. Tempat penginputan dan pengunggahan untuk rancangan aktualisasi Putri Ade
Norvita Sari, Ester Yolanda Friska, Reza Azhari dan Nur Azizah dalam proses
pembuatan;

2. Rancangan aktualisasi Yosa Jeremia D berupa penggunaan aplikasi google docs untuk
mengerjakan secara terintegrasi Bab I sampai dengan Bab V buku hasil pemantauan

Undang-Undang Pariwisata telah siap untuk dilaksanakan.

IV.PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 5 Juni 2018
Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undarg-Undang

!
4

Rudi Rdchmansyah, S.H.. M.H.
NIP. 19600213.199302.1001




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 13270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : waw.dpr.go.id

Nomor : 128/PUSPANLAK UU/7/2018 Jakarta, 3 Juli 2018
Sifat : Biasa

Derajat : Segera

Lampiran  : 1 (satu) lbr

Perihal : Undangan Rapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir

Jakarta

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 4 Juli 2018

Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB

Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calcn
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU

Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaar Undang-

UndanglLantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

I

Rudi Rochimansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

|




RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

DAFTAR HADIR

Tanggal : Rabu, 04 Juli 2018
Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00 _
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP : JABATAN ; ‘"TANDA TANGAN

1. | Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 | Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang i
2. | Dadang Prayitna, S.IP., M.H. 196708061990031003 | Kepala Bidang Data dan 2; \W
Teknologi Informasi S
3. | Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 | Kepala Subbagian Tata Usaha \ Z a
4. | Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 | Pranata Komputer Madya 4, 4/%
3 Ja A i
5. | Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 | Pranata Komputer Madya . 1,0/’“" /
6. | Airlangga Eka Warhana, S.Kom., 198210032009121001 | Pranata Komputer Madya 6. M
M.T.L -
7. | Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 | Analis Kebijakan Pertama %%f /}
% _ |

8. | Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 168008132009121001 | Pranata Komputer Muda ' 8. @

Q Rahayu Yuni Susanti, S.T. 198506102009122003 | Pranata Komputer Muda [

10. | S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 | Penyusun Bahan Kebijakan 10.




11. | Samudi 196509101989031002 | Pengadministrasi Umum 11.
i
12. | Hariyanto, S.H. 196803011990031004 | Penyusun Bahan Kebijakan 12.%
13. | Memed Sobari 196810091007031003 | Pengelola Data 13. ‘T
14. | Supian, S.E. 196901071997031001 | Pengadministrasi Umum 14. '
15. | Musbiyatun 197011101997032006 | Pengelola Data LS.
nn
16. | Martin Yohannes 197103131994031004 | Pengelola Data 16. MMK 4
17. | Atis Jaelani 197603262001121001 | Pengadministrasi Umum 17. 7
18. | Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 | Analis Hukum 18. f\ '
__/
19. | Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. | 198704152018012001 | Analis Hukum 19% %
20. | Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 | Analis Hukum % 20. 4
21. | Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 | Analis Hukum \Kf % P '
2 2/
22. | Yosa Jeremia Donovan, S.H., 199110202018011002 | Analis Hukum 22.
M.H. C b,
23. | Putri Ade Norvita Sari. S.H., M.H. | 199301192018012002 | Analis Hukum 23. _é(:& =4
X
24. | Nadia Septyana 198409022005022001 | Analis Hukum 24. [
25. | Jordan Muhammad, S.H. 220000004 PPNPN 25. //?,/‘// -
26. | Trisuharto Clinton, S.H. 220000005 PPNPN s 26.




27. | Pinanti Mega Dewanti, S.H. 220000006 PPNPN 27. g{%
28. Iﬁ;dﬁiilsi zlaD’eg;{ I_??\?giml 220000010 PPNPN : W 28. @
29. | Mega Irianna Ratu, S.H., MBA 220000016 PPNPN 29M
30. | Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN 30. #’\Q}J}
31. | Donny Satya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN 3l 7&
32. | Deny Giovanno, S.H. 22000021 PPNPN 32. P%l
33. | Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn. 22000022 PPNPN 33.’%{_
34. | Anisha Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN 34%%
35. | Yodia Surya Nugraha, S.H. .22000024 PPNPN 35. Wﬁ/
36. | Juan Fery Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN v 36. ﬁ\g)

- 2 Ny
37. | Antonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN }LW 1
38. | Dedy Nurhidayat. S.H., M.Kn. 22000027 PPNPN 38%%”%
39. | Ratna Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN 39.% /
40. | Krikammanis Noviarti Qori, S.H. 22000029 PPNPN 40. W
41. | Suly Leginasaii 180000086 PPNIN 41, TM
42, | Muammar Khadafi 190000064 PPNPN :




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE PQOS 11270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

. LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 4 Juli 2018

Pukul

: 16.30-19.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R1

Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH., MH

Acara : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat

1. Pranata Komputer Madya;
2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;

4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:
I. PENDAHULUAN:

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dari program rancangan aktualisasi,

antara lain:

&

Putri Ade Norvita Sari: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan Kajian,
Analisis, dan Evaluasi UU yang baru;

Ester Yolanda Friska: Dalam penginputan tidak dapat menambahkan perkara baru
dalam Website Puspanlak;

Reza Azhari: Judul Sub Tab Poduk Digital belum sesuai dengan permintaan,

meminta perbaikan sub tab produk digital.

. Nur Azizah: Menyerahkan daftar pertanyaan kuesioner untuk website Puspanlak

Uu.



INII.KESIMPULAN:

Kegagalan dalam penginputan disebabkan karena masing-masing CPNS Analis Hukum
masih menjadi “user”, sehingga tidak dapat menambahkan input yang baru Sehingga
pihak BDTI mengganti seluruh CPNS Analis Hukum yang awalnya adaah “user”

menjadi “admin”.

IV.PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 4 Juli 2018
Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

\N—

Rudi Rodhmansyah. S.H., M.H.
NIP. 19690213.199302.1001




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 140/PUSPANLAK UU/7/2018 Jakarta, 6 Juli 2018
Sifat : Biasa

Derajat - Segera

Lampiran - 1 (satu) lbr

Perihal : Undangan Rapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir

Jakarta

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 9 Juli 2018

Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB

Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calcn
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU

Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undanglantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

I

Rudi Rochinansyah, S.H., M.H.
NIP. 19693213 199302 1 001

|




RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

DAFTAR HADIR

Tanggal : Senin, 9 Juli2018
Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU
NO NAMA NIP JABATAN 3 TANDA TANGAN -
[. | Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 | Kepala Pusat Pemantauan L. gf 1
Pelaksanaan Undang-Undang
2. | Dadang Prayitna, S.IP., M.H. 196708061990031003 | Kepala Bidang Data dan 2.
Teknologi Informasi
3. | Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 | Kepala Subbagian Tata Usaha 3
i
4. | Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 | Pranata Komputer Madya 4. %ﬁ”f/‘—
5. | Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 | Pranata Komputer Madya 5. M /
6. | Airlangga Eka Warhana, S.Kom., 198210032009121001 | Pranata Komputer Madya - 6. A,
M.T.L rw
7. | Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 | Analis Kebijakan Pertama T %2, /
8. | Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 | Pranata Komputer Muda 8. (5(
9. | Rahayu Yuni Susanti, 8.T. 198506102009122003 | Pranata Komputer Muda 9. 7
10. | S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 | Penyusun Bahan Kebijakan 10.




I1. | Samudi 196509101989031002 | Pengadministrasi Umum 1.
' Ll
12. | Harniyanto, S.H. 196803011990031004 | Penyusun Bahan Kebijakan 12.%(
=
13. | Memed Sobari 196810091007031003 | Pengelola Data 13-
14. | Supian, S.E. 196901071997031001 | Pengadministrasi Umum 14.
15. | Musbiyatun 197011101997032006 | Pengelola Data 5.
¥ 2
16. | Martin Yohannes 197103131994031004 | Pengelola Data 16. /% M
17. | Atis Jaelani 197603262001121001 | Pengadministrasi Umum 17 /
18. | Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 | Analis Hukum 18.
. By ‘LC_,
19. | Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. | 198704152018012001 | Analis Hukum 13%
20. | Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 | Analis Hukum BT 20. 4 m
Wi, TW
21. | Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 | Analis Hukum *W ‘
@ )
22. | Yosa Jeremia Donovan, S.H., 199110202018011002 | Analis Hukum o 22.
M.H. ) =),
23. | Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H. | 199301192018012002 | Analis Hukum 23. j > | e ¥
24. | Nadia Septyana 198409022005022001 | Analis Hukum 24.
25. | Jardan Mnhammad, S.H. 220000001 PPNPN 25 )
26. | Trisuharto Clinton, S.H. 220000005 PPNPN 26.




27. | Pinanti Mega Dewanti, S.H. 220000006 PPNPN 8 g@}t\r
28. | Rr. Lucia P Dewi Damayanti 220000010 PPNPN b 28. ]
Yudakusuma, S.H., M.Kn. ﬁ
29. | Mega Irianna Ratu, S.H., MBA 220000016 PPNPN 29. M
30. | Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN i 30. ‘Nb
31. | Donny Satya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN 31, %Z
32. | Deny Giovanno, S.H. 22000021 PPNPN 32. w
33. | Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn. 22000022 PPNPN 33
g y Q
34. | Anisha Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN 3%(—_
/—\Z e
35. | Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 39
el
36. | Juan Fery Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN b 36. 3
37. | Antonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN jéLW | \ %
38. | Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn. 22000027 PPNPN 38 @W‘#\
39. | Ratna Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN 39. % /
40. | Krikammanis Noviarti Qori, S.H. 22000029 PPNPN 40. (%" S
!
41. | Suly Leginasari 180000086 PPNPN 41. ( /h.h“j
A !
42. | Muammar Khadafi 190000064 PPNPN




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Senin, 9 Juli 2018
Pukul : 16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisas. Pelatihan

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;

2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

11. PEMBAHASAN:

1. Rancangan Aktualisasi Putri Ade Norvita Sari terdapat permasalahan, yaitu tidak
adanya kolom untuk pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU dalam bentuk
pdf.

2. Telah ada “home” penginputan untuk Rancangan Aktualisasi:

a. Reza Azhari: Kompilasi undang-undang perubahan pasca putusan Mahkamah
Konstitusi di Website Puspanlak;
b. Nur Azizah: Sistem Informasi Kuesioner dan permintaan untuk dijadikan admin

“super” agar terbuka akses untuk menginput.

IIL.KESIMPULAN:
Kolom pengunggahan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU baru bisa dilakukan apabila

sebelumnya telah melakukan penginputan berupa:



Judul Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU;

=

Tanggal terbit;

Urgensi;

e oo

UU yang dipantau;
Lokasi;

Hasil Diskusi dengan Pemangku Kepentingan; dan

o

o

g. Rekomendasi.

1V.PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 9 Juli 2018

Mengetahui,
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
' ?/

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690R213.199302.1001




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 141/PUSPANLAK UU/7/2018 Jakarta, 9 Jul 2018
Sifat : Biasa

Derajat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lbr

Perihal : Undangan Rapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir

Jakarta

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undarg-Undang
Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal . Selasa, 10 Juli 2018

Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB

Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calcn
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU

Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaar Undang-

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

I

Rudi Rochimansyah, S.H., MLH.
NIP. 19690213 199302 1 001

|




RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

DAFTAR HADIR

Tanggal : Selasa, 10 Juli 2018
Waktu :16:30:00 s.d. 19:30:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWALI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA NIP : JABATAN TANDA TANGAN

I. | Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 | Kepala Pusat Pemantauan L

Pelaksanaan Undang-Undang ﬂ— :
2. | Dadang Prayitna, S.IP., M.H. 196708061990031003 | Kepala Bidang Data dan Z.
Teknologi Informasi
3. | Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 | Kepala Subbagian Tata Usaha RS
Vi fd
4. | Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 | Pranata Komputer Madya 4, ?/"// =
A
A b _—-
5. | Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 | Pranata Komputer Madya 5. W /
6. | Airlangga Fka Warhana, S.Kom., 198210032009121001 | Pranata Komputer Madya ) 6. pww
M.T.L i 5|

7. | Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 | Analis Kebijakan Pertama 1. ) %I ﬂ :

8. | Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 | Pranata Komputer Muda 8. (?

9. | Rahayu Yuni Susanti, §.T. 198506102009122003 | Pranata Komputer Muda 9. 7

10. | S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 | Penyusun Bahan Kebijakan 10.




11. | Samudi 196509101989031002 | Pengadministrasi Umum 11.

12. | Hariyanto, S.H. 196803011990031004 | Penyusun Bahan Kebijakan 12 ""/

13. | Memed Sobari 196810091007031003 | Pengelola Data 13

14. | Supian, S.E. 196901071997031001 | Pengadministrasi Umum 14.

15. | Musbiyatun 197011101997032006 | Pengelola Data 15.

16. | Martin Yohannes 197103131994031004 | Pengelola Data 16. /ﬁg M

17. | Atis Jaelani 197603262001121001 | Pengadministrasi Umum ¥ /

18. | Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 | Analis Hukum 18. M’

19. | Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. | 198704152018012001 | Analis Hukum 19,.%%/ Ay,

20. | Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 | Analis Hukum ~ = 20. rfw

e .

21. | Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 | Analis Hukum 21. /%&

22. | Yosa Jeremia Donovan, S.H., 199110202018011002 | Analis Hukum \\-_/ 22. _f%
M.H. \ :

23. | Putri Ade Norvita Sari, S.H.,, M.-H. | 199301192018012002 | Analis Hukum 23. 4}3 \ 'T

24. | Nadia Septyana 198409022005022001 | Analis Hukum 24, /\;

25. | Jordan Muhammad, S.H 220000004 PPMPN 25 s

26. | Trisuharto Clinton, S.H. 220000005 26.

PPNPN




27. | Pinanti Mega Dewanti, S.H. 220000006 PPNPN 27. R&
28. | Rr. Lucia P Dewi Damayanti 220000010 PPNPN N 28.

Yudakusuma, S.H., M.Kn. i " ﬁ
29. | Mega Irianna Ratu, S.H., MBA 220000016 PPNPN 29. W
30. | Aska Cardima, S.H. 22000019 PPNPN 30. Jquv

/
31. | Donny Satya Widjanarko, S.H. 22000020 PPNPN 5L %
32. | Deny Giovanno, S.H. 22000021 PPNPN 32, ‘w
33. | Endang Sulistyorini, S.H., M.Kn. 22000022 PPNPN 33. e
34. | Anisha Rahmasari, S.H. 22000023 PPNPN 34.%4_
35. | Yodia Surya Nugraha, S.H. 22000024 PPNPN 35. (W/
: "\l ‘_/}\’f
36. | Juan Fery Situmorang, S.H. 22000025 PPNPN 36. /\3%5
37. | Antonius Samturnip, S.H. 22000026 PPNPN W X ¥
38. | Dedy Nurhidayat, S.H., M.Kn. 22000027 PPNPN 38
39. | Ratna Dewi Tisnasari, S.H. 22000028 PPNPN 39. ﬁoﬁ . '
40. | Krikammanis Noviarti Qori, S.H. 22000029 PPNPN 40.
| W

41, | Snly T.eginasari 180000086 PPNPNM 41. %
42. | Muammar Khadafi 190000064 PPNPN

4. WN




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 1270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Selasa, 10 Juli 2018
Pukul :16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara . Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisas. Pelatihan

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;

2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

1. PEMBAHASAN:
l. Ester Yolanda Friska: Penambahan kolom penginputan kuasa Hukum, tanggal
putusan, dan keterangan untuk program rancangan aktualisasi.
2. Reza Azhari: Perbaikan kolom deskripsi menjadi rata kiri dengan menambahkan jeda
pada setiap paragraf pada sub tab yang diminta.
3. Nur Azizah: Perbaikan identitas responden dan permintaan untuk menampilkan hasil

respon pada website Puspanlak UU

1L KESIMPULAN:
Pihak BDTI telah menambahkan kolom penginputan untuk kuasa hukum, tanggal putusan
dan keterangan pada Daftar Perkara, dan akan menindaklanjuti perbaixan kolom

deskripsi.



IV.PENUTUP:
Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 10 Juli 2018
Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

[/8)
’

Rudi Ro ansvah, S.H.. M.H.
NIP. 196*)213.199302.1001




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor - 158/PUSPANLAK UU/7/2018 Jakarta, 25 Juli 2018
Sifat : Biasa

Derajat : Segera

Lampiran  : 1 (satu) lbr

Perihal : Undangan Rapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir

Jakarta

Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Luar
Jam Kerja, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 26 Juli 2018

Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB

Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU

Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

I

Rudi Rochinansyah, S H., M.H.
NIP. 1869G213 1998302 1 00~

|




DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018

Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00

Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL. PUSPANLAK UU

NO [

ENAMAR e CNIP

, B i SRJABATAN - hi " TANDA'TANGAN
1. | Nunu Nugraha Khuswara g H 19610623 198803 1001 Kepala Pusat Data Dan Informasi L :
M.H. ﬁ_' .
2. | Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 | Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan o
Undang-Undang
3. | Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., | 1971091119970031005 | Kepala Pusat Kajian Anggaran 3 \ (
M. Si.
4. | Endah Sri Lestari, S.H., M.Si. 197104031996032001 | Kepala Bidang Data dan Teknologi 4,
Informasi .
5. | Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 | Kepala Subbagian Tata Usaha 5. /é/:
- /]
6. | Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 | Pranata Komputer Madya 1;/ //WM/\.
7. | Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 | Pranata Komputer Madya 7 K _ et e
8. | Airlangga Eka Warhana, 198210032009121001 | Pranata Komputer Madya 8. :
| S.Kom., M.T.L -
6. | Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 | Analis Kebijakan Pertama 5. (]




<faql

10. | Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. | 198008132009121001 | Pranata Komputer Muda 10.
11. | Yudarana Sukarno Putra, S.H., 198010162009121001 | Perancang Peraturan Perundang- 11.
LLM Undangan Muda
12. | S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 | Penyusun Bahan Kebijakan 12,
13. | Samudi 196509101989031002 | Pengadministrasi Umum 13. W
14. | Hariyanto, S.H. 196803011990031004 | Penyusun Bahan Kebijakan 14. ﬂ}
15. | Memed Sobari 196810091007031003 - | Pengelola Data 15. /ﬂ\\
16. | Supian, S.E. 196901071997031001 | Pengadministrasi Umum 16. / / N\\
17. | Musbiyatun 197011101997032006 | Pengelola Data I \
: Aol )
18. | Martin Yohannes 197103131994031004 | Pengelola Data 18. M M
19. | Atis Jaelani 197603262001121001 | Pengadministrasi Umum 19, /
i
20. | Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 | Analis Hukum 20. {_é U
21. | Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. | 198704152018012001 | Analis Hukum 21 % )
/"‘
22. | Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 | Analis Hukum sl 22. /w
=%
23. | Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 | Analis Hukum 23. i L
S .
24. | Yosa Jeremia Donovan, 8.H., 199110202018011002 | Analis Hukum 24, ,7%?
M.H. 1 '
25. | Bintang Wicaksono Ajie, S.H., 199292222018011001 | Analis Hukum 25. ~7

M.H.




Putri Ade Norvita Sari, S.H..
M.H.

199301192018012002

Analis Hukum

27. | Adrian Ajrurrahman, S.E. 199404062018011003 | Penyusun Bahan Kebijakan 27,
\
28. | Nadia Septyana 198409022005022001 | Analis Hukum 28. f\
29. | JORDAN MUHAMMAD, S.H. 220000004 PPNPN 29. M s
/
o)
30. | TRISUHARTO CLINTON, S.H. 220000005 PPNPN 30.w
I
31. | PINANTI MEGA DEWANTI, 220000006 PPNPN 3%, &
S.H. N\ -

32. | RR. LUCIA P DEWI 220000010 PPNPN i N 32. 3
DAMAYANTI =54
YUDAKUSUMA, S.H., M.KN. i

33. | MEGA IRIANNA RATU, S.H., 220000016 PPNPN 33.

MBA /1
34. | ASKA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN W
.

35. | DONNY SATYA 22000020 PPNPN 35 14
WIDJANARKO, S.H. ’

36. | DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN 36. w

37. | ENDANG SULISTYORINI, 22000022 PPNPN 37
S.H., MKN. : vi

38. | ANISHA RAHMASARI, S.H. 22000023 PPNPN 38. e /

A i —

39. | YODIA SURYA NUGRAHA, 22000024 PPNPN 39. \{ﬂ/’}/

BH: - - !
40. | JUAN FERY SITUMORANG, 22000025 PPNPN v

$.H.




\

41. | ANTONIUS SAMTURNIP, 22000026 PPNPN 41. /
S.H. %—d-
/!
42. | DEDY NURHIDAYAT, S.H., 22000027 PPNPN 42.
43. | RATNA DEWI TISNASARI, 22000028 PPNPN 43, ﬁ I
o a4
44. | KRIKAMMANIS NOVIARTI 22000029 PPNPN o 44 < |
QORI, S.H. :
45. | SULY LEGINASARI 180000086 PPNPN 45, M
W =3
46. | MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN .




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Kamis, 26 Juli 2018
Pukul : 16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR R, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH., MH
Acara : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisas: Pelatihan

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi '

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;

2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

1. PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

I1. PEMBAHASAN:
1. CPNS Analis Hukum melakukan uji coba penginputan dan pengunggahan terhadap
masing-masing program rancangan aktualisasi;
2. Nur Azizah: perbaikan sistem penginputan Daftar Pertanyaan oleh admir, termasuk

penginputan daftar undang-undang yang mencapai 100 buah.

INL.KESIMPULAN:
Tidak ditemukan lagi permasalahan dalam proses penginputan dan pengunggahan dari

masing-masing program rancangan aktualisasi Analis Hukum.



IV.PENUTUP:
Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 26 Juli 2018
Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
{

"4

Rudi Rochimansvah, S.H., M.H.
NIP. 1969(0213.199302.1001




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 1€270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 171/PUSPANLAK UU/8/2018 Jakarta, 14 Agustus 2018
Sifat : Biasa

Derajat . Segera

Lampiran : 1 (satu) lbr

Perihal : UndanganRapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir

Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Badan Keahlian DPR Rl akan mengadakan Rapat Dalam
Kantor di Luar Jam Kerja mengenai Pembahasan Aktualisasi Pelatihan

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan
dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018

Waktu : Pukul 16.30 s.d 19.30 WIB

Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU

Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR Rl

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapus Panlak Undang-Undang,

D

Rudi Rochinansyah, S.H., M.H.
NIP. 19693213 199302 1 00°

|




DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00
Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO

NAMA™ " e NP e D e e e S AR ATAN. ' TANDA TANGAN
I. | Nunu Nugraha Khuswara, S.H., 196106231988031001 Kepala Pusat Data Dan Informasi
M.H. :
2. | Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 | Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 2.
Undang-Undang
3. | Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., | 1971091119970031005 Kepala Pusat Kajian Anggaran \
M.Si.
4. | Endah Sri Lestari, S.H., M.Si. 197104031996032001 | Kepala Bidang Data dan Teknologi 4.
Informasi
5. | Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 | Kepala Subbagian Tata Usaha
6. | Sondang E. Sinaga, S.Kom. 196702261995022001 | Pranata Komputer Madya 6.
a
7. | Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya . Q ‘ V
8. | Airlangga Eka Warhana, 198210032009121001 | Pranata Komputer Madya 8. M
S.Kom , M T.I. )
9. | Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 | Analis Kebijakan Pertama ] % _
I+




M.H.

25.% t

Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc. 198008132009121001 | Pranata Komputer Muda 10. %%
I1. | Yudarana Sukarno Putra, S.H., 198010162009121001 Perancang Peraturan Perundang- i1, \

LLM Undangan Muda
12. 1 S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 | Penyusun Bahan Kebijakan 12.
13. | Samudi 196509101989031002 | Pengadministrasi Umum 13,
14. | Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 14.
15. | Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 13

N
16. | Supian, S.E. 196901071997031001 | Pengadministrasi Umum 16. V \
17. | Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data 2
18. | Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data 18.
19. | Atis Jaelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 19.
20. | Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 | Analis Hukum 20. j@d:
21. | Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 | Analis Hukum 2}% 1y
—

22. | Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 | Analis Hukum =i 22. 4"?
23. | Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 | Analis Hukum 23; "
24. | Yosa Jeremia Donovan, S.H., 199110202018011002 | Analis Hukum 24.

M.H. = A
25. | Bintang Wicaksono Ajie, S.H., 199292222018011001 | Analis Hukum




26.

Putri Ade Noivita Sari, S.H.,
M.H.

199301192018012002

Analis Hukum

26. 4‘24

S.H.

27. | Ansicha Foai Andini 199111072013012002 | Analis Hukum 27 Q&M
28. | Adrian Ajruerrahman, S.E. 199404062018011003 | Penyusun Babhan Kebijakan 28.
29. | Nadia Septyann 198409022005022001 | Analis Hukum 29,
30. | JORDAM MUHAMMAD, SH, 220000004 PPNPN 30.
! 2
31. | TRISUHARTC CLINTON, S.H. 220000005 PPNPN 31. ’\W/
)
32. | PINANTI MEGA DEWANTI, 220060006 PPNPN 32.Wm
SH
33. | RR. LIJCIAD DEWI 220000010 PPNEN 33. ;
DAMAYANTI %&;
UARUSUMA, S.H., MKN. T )
' 34. | IMMEGA IRIANNA RATU, S.H, 220000016 PPNEN 34, =g
MBA \
35. | ASKA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN 35. @\\ry
- Vi
3G, | DOISTY D284 22505020 PPNPN \ 36%
WIDJANARKC, §.H.
37. | DENY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN 37. %
38. | ENDANG SULISTYORINI, 22000022 PPNPN 38.
S.H., M.KN. T
39. | ANISHA RAHMASARI, S.H. 22000023 PPNPN 39%//
s - /,
40. | YODIA SURYA NUGRAHA, 22006024 PPNPN




41. | JUAN FERY SITUMORANG, 22000025 PPNPN 41.
S.H.
42. | ANTONIUS SAMTURNIP, 22000026 PPNPN 42.
o VN e
=g
43. | DEDY NURHIDAYAT, S.H.,, 22000027 PPNPN 43,
M.KN.
44. | RATNA DEWI TISNASARI, 22000028 PPNPN 44,
SH 7
45. | KRIKAMMANIS NOVIARTI 22000029 PPNPN )
QORI S.H. W
46. | SULY LEGINASARI 180000086 PPNPN 46.
47. | MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN 47.

i %




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Pukul :16.30-19.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Diluar Jam Kerja terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Bidang
Data dan Teknologi Informasi

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;

2. Pranata Komputer Muda;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN

POKOK-POKOK RAPAT:

1. PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.30 WIB

II. PEMBAHASAN:
Rancangan Aktualisasi:

a. Putri Ade Norvita Sari: “home” penginputan dan pengunggahan Kajian,
Analisis, dan Evaluasi UU telah siap;

b. Ester Yolanda Friska: “home” penginputan dan pengunggahan daftar perkara
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah siap;

c. Reza Azhari: “home” penginputan dan pengunggahan kompilasi undang-
undang .perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah siap. Namun
masih ada beberapa perbaikan yang akan dikonsultasikan di luar ranat melalui
media email dan whatsapp.

d. Nur Azizah: Perbaikan /ay out kuesioner dan tampilan hasil dari respon yang

telah diterima.



e. Bintang Wicaksono Ajie: Pengajuan Permohonan perbaikan isi serta materi

muatan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Felaksanaan

Undang-Undang yang terintegrasi dengan website DPR RI serta website

Puspanlak UU. Meminta data

pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-

Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai judul

Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik hasil

data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan

website DPR RI serta Puspanlak

Uu;

f.  Annisha Putri Andini: permohonan akun “super” untuk proses manajemen

website, usulan bentuk kolom pengunggahan serta tampilan pada menu

“Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.”

II.KESIMPULAN:

Masing-masing CPNS Analis Hukum sudah bisa langsung melakukan penginputan

dan pengunggahan produk Puspanlak di Website Puspanlak.

IV.PENUTUP:
Rapat ditutup pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, 1

5 Agustus 2018

Mengetahui,’

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Roc

ﬂv,

hmansyah, S.H., M.H.

NIP. 196

p0213.199302.1001




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor :188/PUSPANLAK UU/9/2018 Jakarta, 12 September 2018
Sifat : Biasa

Derajat : Segera

Lampiran  : 1 (satu) lbr

Perihal - Undangan Rapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir

Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan
Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

Puspanlak UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 12 September 2018

Waktu : Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB

Acara : Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS
Puspanlak UU

Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami uéapkan terima kasih.
Kapus Panlak Undang-Undang,

I

Rudi Rochinansyah, S.H., M.H.
NIP. 19693213 199302 1 001

|




DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

Tanggal : Rabu, 12 September 2018

Waktu : 13:00:00 s.d. 15:00:00

Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI

Acara : KOORDINASI PEMARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO NAMA : i VEINIP: Haiias i LitiriJABATAN . 0 G , TANDA TANGAN
1. | Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 196902131993021001 Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 1

1 : Undang-Undang
2. | Dahliya Bahnan, S.H., M.H. 197504202002122002 | Kepala Subbagian Tata Usaha l 2.
3. | Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 196811032000032004 Analis Kebijakan Pertama 3. %}—/—}
4. | Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM 198010162009121001 Perancang Peraturan Perundang- ! 4.

Undangan Muda

5. | S. Agus Trimarawulan, S.H. 196008031993021001 Penyusun Bahan Kebijakan 3,
6. | Samudi 196509101989031002 Pengadministrasi Umum 6.
7. | Hariyanto, S.H. 196803011990031004 Penyusun Bahan Kebijakan 7.
8. | Memed Sobari 196810091007031003 Pengelola Data 8.
9. | Supian, S.E. 196901071997031001 Pengadministrasi Umum 9.




YUDAKUSUMA, S.H., M.KN.

m. Musbiyatun 197011101997032006 Pengelola Data 10.
11. | Martin Yohannes 197103131994031004 Pengelola Data 11.
12. | Atis Jaelani 197603262001121001 Pengadministrasi Umum 12.
13. | Nur Azizah, S.H., M.H. 198612062018012001 Analis Hukum 13_.%&
14. .| Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 198704152018012001 Analis Hukum 14"7/;3_{14
15. | Reza Azhari, S.H., LL.M. 198807182018012001 Analis Hukum 18, /
16. | Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 198810032018012001 Analis Hukum /] 16. 9//
17. | Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H. 199110202018011002 Analis Hukum 17‘.%?% /
18. | Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M_H. 199292222018011001 Analis Hukum \J A 18.
19. | Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H. 199301192018012002 Analis Hukum 19. \%_5:&
20. | Annisha Putri Andini 199111072018012002 Analis Hukum 20. a\@j’(
21. | Nadia Septyana 198409022005022001 Analis Hukum 21. !
22. | JORDAN MUHAMMAD, S H. 220000004 PPNPN 22. M‘
23. | TRISUHARTO CLINTON, S.H. 220000005 PPNPN 23, ﬂﬁ/ -
24. | PINANTI MEGA DEWANTIL S.H. 220000006 PPNPN 24. [&ZL«*
25. | RR. LUCIA P DEWI DAMAYANTI 220000010 PPNPN 23,




26. | MEGA IRTANNA RATU, S.H., MBA 220000016 PPNPN 26 —
. fuops

27. | ASKA CARDIMA, S.H. 22000019 PPNPN o7 'ﬁ&“‘”'

28. | DONNY SATYA WIDJANARKO, 22000020 PPNPN ‘ 28. %12

29. %EINY GIOVANNO, S.H. 22000021 PPNPN 29.

30. &ITII?I\?NG SULISTYORINI, S.H., .22000022 PPNPN 32%&\

31. | ANISHA RAHMASARI, S.H. 22000023 PPNPN 31.

32. | YODIA SURYA NUGRAHA, S.H. 22000024 PPNPN 32. W/

33. | JUAN FERY SITUMORANG, S.H. 22000025 PPNPN 33.

34. | ANTONIUS SAMTURNIP, S.H. 22000026 PPNPN W

35. | DEDY NURHIDAYAT, S.H., MXN. 22000027 PPNPN 35.

36. | RATNA DEWI TISNASARI, S.H. 22000028 PPNPN 36%

37. | KRIKAMMANIS NOVIARTI QORI, 22000029 PPNPN 37.?% 5

38. gi}I{I;Y LEGINASARI 180000086 PPNPN 38.

39. | MUAMMAR KHADAFI 190000064 PPNPN 39.




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI PEMAPARAN HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 12 September 2018
Pukul :15.00-17.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai III,
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, SH.,MH
Acara : Rapat Koordinasi Pemaparan Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU bersama Para Analis Hukum

Peserta Rapat
1. Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU;

2. Analis Hukum;

POKOK-POKOK RAPAT:

V. PENDAHULUAN:
Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15.00 WIB

VI.PEMBAHASAN:

1. Rapat Koordirasi ini bertujuan untuk menyampaikan Hasil Program Aktualisasi
CPNS di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Adapun poin-poin yang
dipaparkan antara lain:

a. Reza Azhari: penginputan dan pengunggahan “Pasal/Ayat Undang-Undang Yang
Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi” ini merupakan produk digital dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU
yang juga menjadi program dalam rancangan aktualisasi;

b. Putri Ade Norvita Sari: pembuatan “Kajian Singkat dari Buku Kajian, Analisis,
dan Evaluasi UU” yang juga merupakan produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan
UU yang yang dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

c. Ester Yolanda Friska: penginputan dan pengunggahan “Daftar Perkara

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan



produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU yang dapat diakses dalam Website
Puspanlak UU;

d. Nur Azizah: “Penjaringan Data dan Informasi tentang Pelaksanaan UU” yang
juga dapat diakses dalam Website Puspanlak UU;

e. Yosa Jeremia Donovan: “Penggunaan Google Docs dalam Penyusunan Buku
Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU™;

f. Bintang Wicaksono Ajie: “Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang” yang terintegrasi dengan website DPR RI serta
website Puspanlak UU. Meminta data pemantauan peraturan pelaksanaan
Undang-Undang yang sudah ada di dalam sistem dapat langsung dicetak sesuai
judul Undang-Undang. Selain itu juga meminta BDTI untuk membuat grafik hasil
data pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dalam tampilan website
DPR RI serta Puspanlak UU;

g. Annisha Putri Andini: “Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi” yang juga merupakan produk Puspanlek UU dan
dapat diakses dalam Website Puspanlak UU.

VII. KESIMPULAN:

I. Reza Aihari: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka
menengah dan jangka panjang;

2. Putri Ade Norvita Sari: program aktualisasi disetujui, namun be um dapat
ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari
aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk
dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus betul-betul cermat dalam
penyusunan kajian singkat dan juga diperlukan persetujuan dari Kepala Badan
Keahlian DPR RI untuk dapat menampilkan produk kajian singkat tersebut di
website Puspanlak UU. Sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya
sampai pada pembuatan “Home Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU™;

3. Ester Yolanda Friska: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU dan agar dapat dilanjutkan ke tahap jangka
menengah dan jangka panjang. Dan dalam menguraikan pokok parkara/inti
masalah harus benar-benar hati-hati dan cermat;

4. Nur Azizah: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan

Pelaksanaan UU;



Yosa Jeremia Donovan: untuk ditambahkan kolom persetujuan Keoala Pusat

wn

Pemantauan Pelaksanaan UU dalam google docs;

6. Bintang Wicaksono Ajie: program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala
Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;

7. Annisha Putri Andini: program aktualisasi disetujui, namun belum dapat
ditampilkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari prcgram dari
aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehinzga untuk
dapat ditampilkan di Website Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan
Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”,
sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan

“Home Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”

VIII. PENUTUP:
Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 12 September 2018
Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undarg-Undang
b

Rudi Rochmansyah, S.H.. M.H.
NIP. 19690253.199302.1001




PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN
MELALUI PUTUSAN MK

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI




KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
dilgpdiaii  tatt  fungsl  pelgdwdsdt  sebapal
representasi rakyat dan juga untuk mendukung
upaya Pemerintah dalam melaksahakan politik
luar negeri. Salah satu fungs: pengawasan yang -
dilakukan DPR RI adalah me]akukan pemantauan
dan peninjauan terhadap undang undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

dukungan keah ian
dengan mernantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah K nstitus
menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Ta
Undang Unda.ng Nomor:29: Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran {U J Praktik
Kedokteran} yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan praktlk kedokteran
di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah- K’onstitusm
Beberapa pasal/ayat dalam UU Praktik Kedokteran telah dinyatakan bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh
Mahkamah Konstltum
‘Dokumen -ini merangkum pasal/ayat dalam UU Praktik . Kedokteran _yang
dmyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan mkonstltusmnal
maupun 'konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-
undang as]lnya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang- undang, batang tubuh
undang-undang; informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi terkait; dan disertai lampiran yang berisi pertlmbangan hukum Mahkamah
Konstitusi atas pasal/.ayat yang dibatalkan:
- Harapan kami: dengan adanya dokumen: ini dapat membenkan masukan untuk
penyusunan, Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khusnsnya serta
dapat memberikan mformast hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S,H.. M,H,
NIP. 196902131993021001

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pi ga asan’ ersebut

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i ismiiasssismsiiss il
L7 A b T o S O T ST O et S P e e e e P 3
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN CLEH PUTUSAN MK
T~ Pasal Tdavat (1) BRI o nimiisamsmnisoman «9
2. Pasal 73 ayat (2) 28
3. Pasal 75ayat (1). e 29
4, Pasal 76,
5. - PasabIl T e i i
6. Pasal 79 dan Pasal 79 huruf ¢ .o ;
LAMPIRAN FERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSL....cccc0ee s 34

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG

PRAKTIK KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang Y bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk memngkatkan

Mengingat :

. kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat' bagi setiap
 orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang ‘optimal

sebagai sa]ah ‘satu. unsur keseiahteraan umum sebagarmana
dimaksud - dalam PErnbukaan Unda'lg Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus dlwmudkan

dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh

- masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang
_‘berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
. c. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti

dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya ke_s_ehatan
harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigh yang memiliki etik
dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenanganlyang secara terus-
menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan
pelatihan - berkelanjutan, sertiﬁkasjl;"regig_,t!'asi, lisensi, serta

- "_pembinaan, pengawasan, dan pemantauan ég‘ér /penyelenggaraan

praktik kedokteran sesua1 dengan perkembangan ilmu pengetahuan

: -danteknulog[, :
d. bahwa untuk" memberlkan perlmdungan dan. kepastian hukum

kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi,
diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik
kedokteran;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf ¢,

dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik
Kedokteran;

Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIKKEDDI{TERAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1,

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh deokter dan
dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, doktersgigi; dan dokter gigi
spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam
maupun di luar negeri yang' ‘diakui olel Pemermtah Repubhk Indonesia Sesual

«dengan peraturan-perundang: undangan. "

Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu'badan otonom, mandlrl, nonstruktural
dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil
Kedokteran Gigi.

Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan
seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh
Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

Repistrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah
memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya
serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI



dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing,

(2) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil
Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi,
asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan
kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

‘Pasal 8

Dalam menjalankan tugas sabagalrnana dimaksud da]am Pasai 7 Konsil Kedokteran
Indonesia mempunyal wewenang :

a. menyetujui. dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter sigi:
b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;

mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;

c
d. melakulcan \pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan’ dnkte '-gigi

id

mengESahkan penempan cahang ilmu kedolcteran dan kedokteran g:gL

f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter - clan dokter gigi m ngenaa
pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan- oleh organisasi profesn, dan "

g ;me]akukan pencatatan terhadap dokter dan dokter glgi vangdikenakan sank51 o]eh
argam asl prafes; atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika prufesi

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur
dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. p

Pasal 10

Ketentuan lebih lé'ﬁjﬁt mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, 'Ha"n wewenang Konsil
Kedokteran dan‘Konsil l(edokteran Gigi diatur dengan Pératuran Kons:l Kedukteran
dan Konsil Kedokteran Gigi. :

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 11
(1) Susunanorganisasi Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas :

a, Konsil Kedokteran; dan

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

b. Konsil Kedokteran Gigi.
(2) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masing-masing terdiri atas 3 (tiga) divisi, yaitu:
a. Divisi Registrasi;
b. Divisi Standar Pendidikan Profesi; dan
¢. Divisi Pembinaan.

Pa'sal 12
(1) Pimpinan Konsﬂ Kedukteran lnclonema terdiri atas

a.  pimpinan ](onsi] Kedokteran Indonesia yang terdm atas 3 (tlga) orang
merangkap: anggota, e

b. pimpinan Konsﬂ Kedokteran dan pimpinan Konsil Kedokteran Gigl masing-
mas:ng 1 (satu) orang merangkap anggota; dan ;

€ plmpman divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Glgl masmg-
masmg 1 (satu) orang merangkap anggota

(2) ‘Pimpinan Konsxl Kedokteran ]ndonema sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1)
bekerja secara kolektif.

(3) _"Pimpman Konsil Kedokteran Indonesia sebagmmana dimaksud pada ayat {1)
_hurufa ada[ah penanggung jawab tertinggi. .

Pasal 13

(1) Pimpinan Konsil KedokteranIndonesia terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua)
orang wakil ketua.

(2) Pimpinan Konsﬂ Kedokteran terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua
divisi. sy

(3) Pimpinan Konsil Kedokteran Gigi terdiri atas seerang: ketua dan 3 (tiga) orang
ketua divisi.

Pasal'l4

{1} Jumiah ;:ﬁggui;n Konsi! Kedolieran Indonesia 17 {tujub beias) orang yang
terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
a. organisasiprofesi kedekteran 2 {dua} orang;?

1 Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa “Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas)
orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (duaj orang”
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf o bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidale memilili kekuatan
hukum mengikat sepanjang unsur “organisasi profesi kedokteran” tidak dimaknai sebagal tidak
menjadi pengurus organisasi profesi kedolkteran melalui Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017.

% Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI



Pasal 71

Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi
membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-

masing,

Pasal 72

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diarahkan untuk :

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi;
b.  melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; dan
¢. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Pasal 73

(1) Setiap orang dil’érang menggunakan identitas berupa gelar ataq bentuk lain yang
menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah
dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat

izin praktik.’

(2) Sedap ovang dilargig menggunakan ilal metede, atan cara ‘lﬂ',i,l-s
mertherikan . pelayanan kepada masvarakat. yang . menimbuika
seolahenlah vang bersanghutan adalah

memilili surat tanda registrasi dan/atau surat izin prakiik2

(3) '_Ke'ﬁtéﬁtdan'.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tid: k--'befiaku
bagi' tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-

undangan,

Pasal 74

Dalam rangka' pembinaan dan pengawasan dokter dan d_okté‘r gigi yang

menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan audit medis.

? Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai, “Setiup orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah vang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik,
kecuali tukang gigi yeng mendapat izin praktik dari Pemerintah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode arau
cara lain delam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang
hersanglattan adalah dokter atou dokter gigi yang telah memiliki curat tanda rogistrasi dan fatav gurat
izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah” melalui Putusan MK

Nomor 40/PUU-X/2012.
« Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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okrer atau dolter gigi yang telah
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(88

(2)

(3)

sebagaimana dimaksu ‘:;jdaiém,:‘ ayat da
“paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,01
by jujta"rupia_h]. " i R

BABX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik
kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling fama 2
{tiga) telwm atau denda paling banyak Rp__IO'O.DD0.00D,OO (seratus juta
rupiah), by, ;

Setiap dokter atau du'kt'er gigi warga negara asing yang c[énéah sengaja melakukan
praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara ‘paling lama 3
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus futa rupiah),

Sétiép" dbl&cr atau dokter gigi warga negara asing yang dgng_ém”js'éngaja
r_n'.elakhkan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat

al 32:ayat (1) dipidana dengan pidan perijara

Pasal 76

Setiap- dokter atau dokter gigi yahg dengan sengaja melakukan - praktik
kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 dipidana dengan pidana penjara paling famia 3 {liga) tahuy atau denda paling
banyak Rp 100,000.000,00 (seratus juta rupiah).* it

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain
yang menimbulkan' kesan bagi masyarakat-seolah-olah yang' bersangkutan adalah
dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat

3 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 75 ayat (1) epanjang mengenai kata-kata “pénjara paling
lama 3 (tiga) tahun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

# Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

4 Mahkamah Konstitusi nienyatakan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
menglkal melalid Putusan MK Noior 4/PUU-V/2007.

# Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78

Setfap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metsde atay cara lain

dalam memberikan pelavanan pada ms kat vang menimbuikan kesan
lah dolier atau dokter gigli vang telak
memiliki surat tanda registrasi dokiér atai sural tanda registrasi dokter gigi
atau surat izin praktik sebagabmana dimaksui ::.slam.f‘-aw! 73 ayat {2} dipidana
L‘-"lman pidana penjam paling limwa § {lima} tafiun atan deﬁdrl pallng banyak Rp

50.000.000, z)(} {serﬁmx lmh puluh juta rupiah).’

seolah-olah yang bersangkutan

Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 {satu} tabun 1t'zu"d'en'da paling

hanyakRp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi

yang:®. . :

a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebaga:mana dimalmld dalam
Pasal 41 ayat (1); il o

b. ‘dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagmmana dimaks { dalam
Pasal 46 ayat (1); atau s

(oA 'dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagalmana dimaks dalam

5 Mahkamah Kousutus:. menyatakan Pasal 78 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbutkan kesan seolah-olah yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat larida:registrasi dokter atau surat tanda
registrasi_dokter gigi-atau surat izin praktik, kecuali tukang 9igi yang mendapat izin. praktik dari
Pemerintah sebagnimana ditnaksud dalam Pasal-73.ayat (2] dipidana dengan prdana penjara paling
lama 5 (lima} tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima pulul juta rupiah)" dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang
dengan sengaja.menggunakan ‘alat, metode atau cara lain dalam memberikan. pelayanan kepada
masyarakat yang menitibulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi
yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin
praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutae rupiah)” melalui Putusan MK Nomer 40/PUU-X/2012.

% Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan nndang-undang ini.

6 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 79 se anjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1
(satu) tahun atai’ bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007.

# Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, 20 hurafe”

Pasal 80

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).

(2) (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
korporasi, maka pi‘déna ‘yang “dijatuhkan adaléh"pidana denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dqatuhl hukuman tambahan
berupa pencabutmwm

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pada séjat_t diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan
yang: ‘merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun: 1992 tenm’ng
Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih te
sepamang tldak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-u ndangmi

Pasal 82 A
(1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan' dan/atau surat izin
praktik, dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik
berdasarkan-Undang- undang ini.

2) (2 Surat pentgasan dan surat izin praktlk sebagaimana ksud pada ayat (1)
harus. disesuaikan dengan surat tanda registrasi dokter, surati tanda reg15trasn
dokter gigi, dan-surat izin praktik berdasarkan- Undang-undang ini paling: lama 2

(dua) tahun setelah Konsil Kedokteran Indonesia terbentil.” ¢

7 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 79 huruf ¢ sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui
Putusan MK Nomeor 4/PUU-V /2007,

% Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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Pasal 83

(1) Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saat belum
terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Tingkat Pertama dan Menteri pada Tingkat
Banding.

(2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri dalam menangani pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim yang terdiri dari unsur-
unsur profesi untuk memberikan pertimbangan.

(3) Putusan berdasarkan ‘pet"limh'angan-'rr_im dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi atau Menteri sesuai dengan fungsi dantugasnya. .

Pasal 84

(1) Untuk pertama kall anggota Konsil Kedokteran Indonesia dlusulkan o]eh Menteri
dan cl:angkat oleh Presiden, i

(2) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
berlaku untu}c masa jabal:an 3 {ttga} tahun se]al\ diangkat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Dengan dlsahkannya Undang-undang ini maka Pasal 54 Undang- undang Nomor 23
Tahun 1992. tentang Kesehatan yang.berkaitan dengan dokter dan dokter gigi,
dinyatakan tidak ber]aku lagl

Pasal 86

Konsil- Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat [2) harus
dibentuk paling lama 6 (enam} bulan sejak Undang- undang ini dmndangkan. '

Pasal 87

Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibentuk
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan Konsil Kedokteran
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) berakhir,

Pasal 88
Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,
i,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan d[ .._'.]ak'arta

pada tanggal 6 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIKINDONESIA,
L

BAMBANG KESOWO

. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004__Noqu'iiﬁ
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 14 ayat (1) hurufa

Bahwa dalam Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan
hukum terhadap pengujian Pasal 14 ayat (1) hurufa UU Praktik Kedokteran sehagai
berikut: _ .

a. Bahwa berkenaan dengan dalil mengenai rangkap jabatah anggota KKI yang
berasal dari ID]; para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 14 ayat (1) hurufa UU
Praktik }(edokteran, yang menyatakan “Jumlah anggota Konsﬂ Kedokteran
[ndonema 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang ‘berasal dari
(a) nrgamsam profesi kedokteran 2 (dua) orang” bertentangan dengan uuDp
Tahun 1945 dan tidak mempunym kekuatan hukum menglkat, sepanjang frasa

-“organisasi profesi kedokteran” ‘tidak d:maknal sebagal ‘yang tidak ‘men;ad;

pengurus organisasi profesi kedokteran”. Terkait permohonan” rsebut
M'ahkamah berpendapat  bahwa  pengisian . anggota I;{KI‘_:)_ harus
'mempertlmbangkan tugas KKI yang berpotensi hersmggungan .dengan
kepemmganlnsutusn asal anggota KKI. d i oes
b. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, K!{I mem;l[k; tugas
melakukan reg:strasn dokter sebagai dasar untuk menerhitkan $TR, melakukan
fungsi regulasi serta’ melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan
praktik kedokteran OrganlsaSL profesi dokter; dalam hal |n| IDI;. sehagal salah
_satu mstitum asal angguta KKI meml]Lk: keterkaltan erat dengan tugas tugas
yang" d1emban KKI khususnya dalam fungsl regulam karena para dnkter yang
merupakan anggota IDI merupakan objek dari regulasi yang dibuat oleh KKL. Di
sisi lain, IDI, sebagai organisasi profesi dokter juga merupakan salah satu
institusi asal anggota KKl Keadaan ini menimbulkan potensi benturan
kepentingan (conflict of interest) dari sisi IDI sebab IDI bertindak sebagai
regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKI, pada saat yang sama
juga menjadi objol regulasi yang dibuat oleh KKI terachut. Oleh larena itu, untule
mencegah potensi benturan kepentingan tersebut maka seyogianya anggota [DI

yang duduk dalam KKI selarusnya adalal mereka yang bukan merupakan
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pengurus IDI untuk mencegah konflik kepentingan karena tugas KKI ada tiga
yaitu fungsi registrasi dokter sebagai dasar menerbitkan STR, fungsi regulasi
yang terkait dengan profesi dokter, dan fungsi pembinaan. Pada sisi lain
organisasi profesi dokter adalah IDI dan oleh karena itu keberadaan pengurus
IDI pada KKI potensial menimbulkan konflik kepentingan terutama dalam
perumusan regulasi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang
adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

2 Pasal 73 ayat (2):

Bahwa dalam PuLusan Nomor 40/PUU-X/2012, MK membenkan pert:mhangan
hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran sebaga[

berlkut. e ;
a Bahwa pasal a quo:tidak: membenkan kepastlan hukum yang adll ‘bagi

Pemohon untitk: dapat men]alankan peker]aannya sehagal tuka g gngt

Selam itu, norma yang terkandung dalam Pasa] 73 ayat [2) UU
Kedokteran bersifat multitafsic  karena. tidak saja . i
dokter/dokter gigi gadungan membuka praktik ilegal, namun p umusan

pasal a quo justru berdampak pada semua bidang pekerjaan khususnya

pekerjaan tukang gigl ¢ ]
B. Bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi oleh Peraturan Menten Kesehatan
Namor 1871[MEN KES/PER/IX/ZOH tanggal 5 September 2011 karena sudah
ada profesn lain’yang dapat menggantlkan r:ukang gigi dalam’ men]a]ankan
peker]aannya dan profesi Jain. tersebut dibeka.h keah.!ia" :

sehingga pekerjaannya dapat dlpertanggungjawabkan secara medis

c. Bahwa pendapat Mahkamah .a quo sejalan dengan’ pendapat DPR yang
menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan antara dokter gigi dan tukang gigi saling
bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan

kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat,
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3.

4.

a Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa ancaman pidana berupa p:c! I

Pasal 78

Bahwa dalam Putusan Nomor 40/PUU-X/2012, MK memberikan pertimbangan
hukum terhadap pengujian Pasal 78 UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:

Bahwa Pasal 78 UU Praktik Kedokteran mengatur norma sanksi terhadap
pelanggaran Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, sehingga norma yang
termuat dalam Pasal 78 UU.Praktik Kedokteran merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Pa'sal 73 ayat [2} UU Praktik Ke’dukteram Dengan demikian
konstitusional sepanjang norma dalam Pasal 78 UU Fraktlk Kedokteran tidak
termasuk tukang gigi yang mendapat ijin dari Pemerintah.

Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 Pasal 79 dan Pasal 79 hurufc

Bahwa dalam Putusan Nomor 4/PUU V/2007 MK memberlkan pertlmbangan
‘hukum terhadap pengujian Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79, dan Pasal 79 huruf

c UU Prakt[k Kedokteran sebagai berikut:

; karena

r-.‘dan ptdana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsm

_pemberlan sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum. p[dana yang
humafistis dan terkait erat dengan kode etik. Dengan dem:lqan, menurut
Mahkamah: (l) ancamati pidana tidak boleh dipakal untuk mencapal suatu tujuan
yang pada dasarnya dapat. dicapai dengan cara lam yang sama efektlfnya dengan
.penderltaan dan kerugian yang lebih: sedikit, [il) ancaman pidana tidak. boleh
-dlgunakan apabila hasil sampingan ‘(side. effect) yang ditimbulkan -~ lebih

" merugikan dibanding ﬁé’ngan- perbuatan yang akan dikriminalisasi, (iii) aln;':aman
pidéna hérus rasional, (iv) ahcaman pidana harus menjaga kesera's'i.a-h"antara
ketertiban, sesuai dengan hukum, dan kompetensi (order, legitimation, and
competence), dan (v) ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara
perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif (social
defence, fulrness, procedural und substuntive Justice),

b. Bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam

Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta ancaman pidana
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. pzdana

kurungan paling lama satu tahun, yang diatur Pasal 79 huruf a UU Praktik
Kedokteran telah menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan sebagai
akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan
ancaman pidana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran.

Bahwa terhadap ketentuan dalam Pasal 79 huruf ¢ UU Praktik Kedokteran
Mahkamah berpendapat bahwa adanya ancaman pidana demikian bukan hanya
tidak tepat tetapi juga tidak perlu. Sebab, perbuatan tidak menambah ilmu
pengetahuan di s'amp'mg' ticlak' ménimbulkan ]ie'"r'ugia‘n terhadap pihak lain
kecuali terhadap dokter atau dokter gigh itu sendlrl juga bukan merupakan
tindak pidana atau perhuatan kriminal. Lagi pula, konstltuSl telah menjamin

setiap orang berhak untuk mengembangkan diri, pendldlkan dan ‘memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan. budaya, ‘deml

;menmgkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat‘manusm

sebagatmana yang dsatur dalam Pasal 28C Ayat 71] UUD Tahun 1945 Dengan

+ kata lain, menurut UUD Tahun 1945, menambah 1Imn pengetahuan’ adalah ‘hak,

oleh karena perbuatan "tidak menambah ilmu pengetahuan dan’ menglkutt

'perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi” bukan merupakan tmda}-
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN
‘ MELALUI PUTUSAN MK

W

=

JeN.DAN BK DP-

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN
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KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai
representasi rakyat dan juga untuk mendukung ©
upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang
dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan
dan peninjauan terhadap undang-undang,

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang di-Badan Keahlian DPR RI memberikan
dukungan - keahlian kepada DPR RI dalam
menjalankan fungs1 pengawasan tersebut dengan memantau dan, mengmventansw
Putusan- Putusan ‘Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-
undang henentangan dengan UUD Tahun: 1945 i
; _ndang—Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang~
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpa]akan (uu
Perpa]akan Perubahan Ketiga) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan

‘cara: perpajakan di Indonesia telah dilakukan uji ‘materiil oleh: ‘Mahkamah

. Satu ‘pasal dalam UU Perpajakah Perubahan Ketiga telah. dlnyarakan

) gan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukum
mengﬂcat cﬂeh Mahkamah Konstitusi,

Dokumen in: merangkum pasal/ayat dalam UU Perpajakan Peruhahan Ketlga yang
dinyatakan herrentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakah inkonstitusional
maupun konstitusiohal bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama clengan undang-
undang aslinya. Dokumen ini terdiri. dari ;pembulaan undang-undang. batang tubuh
undang-undang, informasi um:lang-undang yang melaksanakan. Putusan. Mahkamah
Konstitusi terkalt, dandisertai lampiran. yang: berisi pertlmbangan hukum MahkAmah
Konstitusi atas pasal/ayatyang dibatalkan. =i 3

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya,

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, $.H., M.H.
NIP. 196902131993021001
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2 .-DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalamrangka untuk lebih. memberikan keadilan ..dan
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan’ untuk lebih
memberikan kepastién hukum. ~ serta mengantisipasi
perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan
yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan ~material di’ biﬂéhg
perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
.Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum: dan Tata Cara

. 7 Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali' diubah ' terakhir
- dehgan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; :

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana -dimaksud dalam
‘huruf a, perlu membentuk Undang-Undang. tentang Perubahan
" Ketiga ‘Atas Undang~Undang Nomot™ 6, Tahun 1983 tentang
- '~_'Ket.entuan Umum dan 'I'ata Cara Perpajaka P ;

Mengingat: ‘1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang -Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: - UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA  ATAS
- UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 'I'ENT'ANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah
beberapa ka{i dluhah dengan Undang-Undang;

a. Nomor.9 ’i"ahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566)

b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indone51a Tahun 2000 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomar 3984)

dlubah sebagal benkut
1. Ketentuan Pas_al 1diubah sehjngga-béfbu:njéi sgbagai.berik:ﬁt:
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda
pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan
serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(8) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan -usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. membenkan kesempatan untuk memasuki tempat ‘atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

¢, memberikan keterangan lain yang diperiukan.

(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keter'érigan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wa]ih Pajak
paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan,

{3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sehagaimana dimaksud pada
ayat’ (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kgﬁau pajak,
penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai

3 deﬁgan_-i&etentuan peraturan perundang-undangan perpajakan: 5
(4). Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokutien serta
--keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewailban untuk
merahasiakannya, maka kewajiban. untuk merahasiakan :tu ditiadakan oleh
permintaan untuk keperluan pemerlksaan sebagaimana dlmaksud ‘pada ayat

(1)..

Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 dlSlSlpkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A yang
berbunyi sebagal berikut: ;

Pasal 29A

Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah
dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualianyang:

a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib  Pajak menyatakan lebih bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau
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b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko

dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor,

38. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau
ruangan tertentu serta “barang bergerak dé"n/amu tidak bergerak apabila
Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagalmana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (3) huruf b.

(2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dnatur dengan
atau: berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

39. Ketentuan.P-asal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)-di antaranya
mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewa]tban
menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada,_WaJIb

" Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

(3) Apabila ‘dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak -tidak memenuhi
kewajiban «sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29«ayat (3) sehingga
penghu:ungan penghas;lan kena pajak dilakukan secara |abatan. Direktur
Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
kepada Wajib. Pajak dan memberlka_n hak kepada Wajib Pajak untuk hadir
dalam -penibahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas. waktu. yang
ditentukan,

40, Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
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a. badan oleh pengurus;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk
melakukan pemberesan;

d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;

€. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya,
pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau

f. anak yang belum dewasa atau. orang yang berada dalam pengampuan
oleh wali atau pengampunya:

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggun'awab secara
pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran: pajak yang terutang,
kecuali apablla dapat membuktikan dan meyakinkan Dlrektur Jenderal Pajak
bahwa ' mereka dalam kedudukannya benar-benar tldak mungkin untuk
dlbebamtanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat
kuasa khusus untuk menjalankan hak dar memenuhi kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undén'gan perpajakan.

(3a) Persyaratan serta pelaksanaan ha
dunalesud pada ayst {3

dan kewaziban Kuasa sebagalmana
pan atau be

) diatar ¢

ridasarkan !’ier.’éiur:m

menteri Kenangan,®

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

“~huruf :a.adalah orang yang nyata-nyata mempunyai . wewenang ikut

menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam
~menjalankan perusahaan. R

41. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

Pasal 33

.. Dihapus.

42. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

! Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa® dalam Pasal 32
ayat (3a) hertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-ha! yang bersifat telnis-administratif
dan bukan pembatasan dan/atau periuasan hak dan kewajiban warga negara melalui Putusan
MK Nomor 63 /PUU-XV/2017.

% Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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(1)

(2)

Pasal 34

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oieh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu
dalam pelaksanaan ketentda"'n peraturan perundang-undangan perpajakan,

(2a) Dikecualikan dari- ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat

3)

4.

(5)

a.

(2) adalah:-

a 'pelabat dan tenaga ahli yang bertindak seb‘agéi éakéi_,atag saksi ahli
3 ‘dalam sidang pengadilan; atau E Y

b. pe;abat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk
~memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
‘Pemerintah yang berwenang mclakukan pemerlksaan dalam btdang
kPuangan negara.. ; =

Untuk kepentingan negara, Menteri’ }(euangan berwenang memberl izin

tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teana ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan ketérangén dan
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada plhak
yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pldana atau

perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pldana dan

Hukum'-Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat . memberl izin tertulis

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli

schagaimana’ dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
mempetlihatkan bukti: tertuhs ‘dan keterangan Wa;sb ‘Pajak yang ada
padanya, - :

Permintaan hﬂ.kll’l". sebagalmana dimaksud pada ayat (4-) harus menyebutkan

nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan

antara-perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan
yang diminta.

43. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik,
notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya,
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PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDIMATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 32 ayat (3a)

Bahwa dalam Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan

hukum terhadap pengu]lan Pasal-32 ayat (3a) UU Perpajakan Perubahan Ketiga

sebagai berikut: § Ay

a. Bahwa ]:ka dabaca rastonalttas dan konteks keseluruhan dalil Pemchon,
Mahkamah memaham: bahwa substansi yang sesungguhnya dlpersoalkan oleh
Pemnhon adalah masalah pendelegasian kewenangan oleh undang-undang, in
casu Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Peraturan Menteri, sehingga persoalan
koﬁétitus'ianal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamé‘]'i'. ‘tapakah
pendelegasnan kewenangan demlklan bertentangan dengan UUD 1945,
khususnya sebaga:mana dlarur lebih Ianjut dalam Undang- Undang: Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan' Perundang- Undangan (uu
12/2011). i

b. Bahwa - pertimbangan Mahkamah yang bertumpu pada 'UU 12/2{111,
sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] di atas, adalah dikgrep‘akan' undang-
-undah_g ,itu]ah yang memuat pengaturan lebih lanjut tentaﬁ‘g behdéiégésian
kewenangan mengatur dari peraturan perundang-undangan‘dan tidak menjadi
objek pérmohonan a quo. Sehingga, sesuai defigan. priﬁsip presumption of
constltutmnajlty yang berlaku :dalam pengu]lan konst]tusmnahtas undang-
_undang dan prms:p bahwa hakim-atau pengadllan adalah’ zzttende magistratur,
maka UU 12/2011 khususnya Lampiran i1 Pedoman angka 198 sampai dengan
angka 216 ‘hatus dlanggap konstitusional sampai terbukti hertentangan dengan
uuD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang duatuhkan atas dasar
adanya permohonan untuk itu. Prinsip zittende magistratur menghalangi
Mahkamah untuk secara aktif menguji konstitusionalitas suatu undang-undang
jika undang-undang yang bersangkutan tidak dimohonkan pengujian. Namun
demikian, prinsip zittende magistratur tidak menghalangi Mahkamah untuk
mengesampingkan keberlakuan suatu Undang-Undang apabila ternyata norma

undang-undang yang bersangkutan telah ternyata menghalangi kewenangan
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Mahkamah  dalam  menjalankan  fungsi  constitutional review-nya.
Pengesampingan demikian dibenarkan berdasarkan doktrin hukum tata negara
dan tidak bertentangan dengan ajaran pemisahan kekuasaan, sebab Mahkamah
tidak menguji konstitusionalitas norma undang- undang yang tidak dimohonkan
pengujiannya, melainkan Mahkamah hanya memutuskan untuk tidak
menerapkannya. Artinya, norma Undang-Undang tersebut, baik teks maupun isi
atau materi muatannya, tetap ada dan berlaku selama belum ada permohonan
yang menguji kon's-;itusibna]itasrlya dan belum. ada Putusan Mahkamah
berkenaad. denga'ﬁ'ha-l' itu. Hal ini pernah 'dipraktikkan oleh Mahkamah
sebagaimana ‘tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-
11/2004, tanggal 13 Desember 2004, :

4 Bahwa kendat:pun Pemohon tidak memohonkan pengujtan UU 12/2011
(berurama dalam hal ini Lampiran I khususnya Pedoman angka: 198 ampai
dengan angka 216 UU 12/2011) dan kendatlpun titik berat Permohonan

Pemohon adalah terletak pada substansi pendelegaman dari undang- undang
kepada Peraturan Menteri, in casu PMK 229/2014, Mahkamah berpendapat
‘bahwa, sesuai dengan sistem Pemerintahan Presidensial yang d_ianu_i_éleh uuD
1945, pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan pérﬁnda-ng—
.unda’ngan'.:yang tingkatannya lebih tinggi kepada peraturan 'péfﬂndang-
undangan yang tingkatannya lebih rendah secara doktriner tidak boleh
bertentaﬁgan dengan materi muatan yang secara konstitusional seharusnya
menjadi sphstansi materi muatan dari masing-masiﬁ_gf jenis peraturan
peru ndang'-'undangan tersebut sesuai dengan tingkatan atau hierarkihya. Dengan
demikian, dé!am konteks Permohonan a quo, sesuai d'engan pertimbangan pada
‘sub-paragraf [310.2] di atas, tanpa perlu mengesampingkén keberlakuan
Lamplran I khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan’ angka 216 uu
12/2011 dan tanpa harus menilai kasus konkret yang dlalaml Pemohon
khususnya berkenaan dengan pemberlakuan PMK 229/2014, Mahkamah
berpendapat bahwa memang terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas
pendelegasian wewenang teknis-administratif “pelaksanaan hak dan kewajiban
kuasa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri
Keuangan. Sesual dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis-

administratif maka, di satu pihak, pengaturan demikian tidak boleh mengandung
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materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada
pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak- haknya sebagal
wajib pajak dan menurut undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian
serta, di lain pihak, tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara
untuk memungut pajak yang diturunkan dari UUD 1945. Pendelegasian
kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknisadministratif bukan
dimaksudkan untuk membenkan kewenangan yang lebih (over capacity of
power) kepada Menteri: Keuangan melainkan hanya ‘untuk mengatur lebih lanjut
mengenai "syaratdan tata cara pelaksanaan kuasa”, Artmya, pengaturan itu tidak
boleh bensikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan
peraturan yang lebih tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang Oleh
karena itu; ada atau tidak ada kasus konkret sehagmmana dialami’ Pemohan,

pendeiegasmn kewenangan mengenai "syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”

sebagalmana diatur dalam Pasal 32 ayat [Sa} U KUP hanya dapat dmyamkan

; konstltusmnal jika materi muatannya Semata-mata bers1fat teknis- admlmstranf
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN
MELALUI PUTUSAN MK

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM
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KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai
representasi rakyat dan juga untuk mendukung
upaya Pemerintah dalam melaksanakan. politik
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang
dilakukan DPR Rl adalah melakukan pemantauan
dan peninjauan terhadap undang-undang,

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan
dukungan keahllan kepada DPR RI dalam

undang-tienemangan dengan UUD Tahun 1945, ;

Undang Undang Nomor 7 Tahu: 17, tentang Pemﬂlhan Umum (UU Pemlln] yang
men_iad"'landasan hukum atas penyelenggaraan pemillhan umum di Indonesia telah
bebera[ia kali- dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa' pasal/ayat
dalam. UU Pemllu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun- 1945 oleh
Mahkamah Konstltusl ;

Dokumen lnl merangkum pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dlnyatakan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional -maupun
konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang
aslinya, Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang- undang, batang ‘tubuhundang-
undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
terkait, dan dlsertal lampiran yang herisi pertimbangan hukum’ Mahkamah Konstitusi
atas pasal/ayat yang dibatalkan. . :

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memhenkan masukan untuk
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada‘khususnya, serta
dapat memberikan informasi hulkum kepadé-masyarakal_ pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi dlisyel

NIP. 196902131993021001
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DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK

1. Pasal 10 ayat (3)

2. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3;

3. Pasal 557 ayat [2},, ................................ 238

4, Pasal 571 hurufd ..................... : +242
LAMPIRAN ﬁ.P'EP;:TfI'MBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUS vt b
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. P}z'izsmEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tu;uan nasional
sebagalmana termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dls_e_lgngg_arakar

pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwa"l(ilan-R-?kyat,

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 'F?_t:"esi,déh, dan

- untuk memilih anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; sebagai

sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil

~ rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republlk ]ndones&a

. Tahun 1945;

~'b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai per ujudan

“ sistem ketatanegaraan yang demokratis dan h'erinteg itas - demi

" 'menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemlllhan umum
- yang efektif dan efisien; . i

¢:- bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersélufkannya suara rakyat
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adll;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
© Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15
“Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-

_-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan’Perwakilan Daerah, dan.Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan
menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan
umum secara serentak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu membentuk Undang-
Tindang tentang Pemilihan ITmum
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Mengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal

19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan :

- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BABI
PENGERTIAN ISTILAH

: Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

L. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat

. untuk memilih: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakllan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilihanggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung; umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: berdasarkan Pancasﬂa dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh

penyelenggara Pemilu.

3, Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945,
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(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat tetap.

(3) Dalam menjalankan tugasnya:
a. KPU dibantu oleh sekretariat jenderal;
b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

(4) Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur
dengan Peraturan KPU.

Pasal 10
(1) Jumlah anggota:
a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
c. KPU.Kabupaten/Knta sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

(2) Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota' sebagalmana
dimaksud: pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ didasarkan pada kritena jumlah
penduduk luas wilayah, dan jumlahwilayah ad ministrat! fpemerinr.ahan

(3) ]umiah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU K':bu].
seb&gaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampira
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.-

(4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdm at:as seorang
ketuamerangkap anggota dan anggota.

(5) Ketua KPU,: ‘ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/}(ota dlpl]l}! dari dan
olehanggor.a i

(6) Setiap anggota KFU anggota KPU -Provinsi, dan anggota KPU I{abupaten/l{ota
mempunyaihak suara yang sama,

(7): Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provmsn, dan keanggotaan KPU
Kabupaten/Kota memperhatlkan keterwakilan perempuan pallng sedlktt 30% (tiga
puluh persen).

(8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Proviﬁsi, dan ketua dan
anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

1 Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dalam Pasal
10 ayat (3) dan Lampiran | sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota" bertentangan dengan UUD Tabun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat melalui Putusan MK Nomer 38/PUU-XVI/2018,

% Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubaban undang-undang ini,
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(9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama
5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa
jabatan pada tingkatan yang sama.

Pasal 11
(1) Ketua KPU mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar'dan ke dalam;
c. memberikan ketera-n‘gan' resmi tentang kebijakaﬁ.t.iau kegiatan KPU; dan
d. mena ndatangam seluruh peraturan dan keputusan KPU,

(2) Ketentuan mengenaitugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
secara mutdtis mutandis terhadap tugas ketua KPU Provinsi da_n ketua KPU
Kabupaten/Kota kecuali untuk menandatangani Peraturan KPU.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU
Kabupaten/[(ota bertanggung ]awab kepada rapat pleno : .

Bagian Ketiga

Ti.lgas, Wewenang, dan Kewa]-ihan

Paragraf1
KPU

Pasal 12
KPU bertugas:

a. merencanakan prograrn dan anggaran serta menetapkan jadwal

b. ‘menyusun tata kerja-KPU, KPU ProvmsL KPU Kahupaten/](ota PPK PPS KPPS
PPLN, dan KPPSLN;

c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapanPemilu;

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua
tahapan Pemilu;

e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
momporhatikan data kopendudukan yang disiapkan dan digerahkan oleh
Pemerintah dan menetapkannya sebagaidaftar Pemilih;

g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta
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bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil
Presiden harus meminta izin kepadaPresiden.

(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah
menerima surat permintaan izin dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.

(4) Surat permintaan izin gubemur, wak1] gubernur; bupati, wakil bupati, walikota,
dan wakil walikota:sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan
calon Pre51den atau calon Wakil Presiden.

; Bagian Kedua
Peserm Pemilu Anggata DPR, DPRD Provinsi, dan’ DPRD Kabupaten/Kora

Paragraf 1
Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Pasal 172

Peserta Pemilu. untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan “DPRD
kabupaten/kotaada]ah partai politik.

‘Pasal 173
(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai pnliuk yang telah
ditetapkan/ lulus verifikasi oleh KPU.?
(2) ~ -Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhl persyaralzn
a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

2 Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa “telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan bukum mengikat melalui Putusan MK
Nomor 53/PUU-XV /2017,

< Pasal/ayat tersebut beJum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah
kabupaten/kota di provinsiyang bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di
kabupaten/kotayang bersangkutan;

e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan
pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1,000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu
perseribu) dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik
sebagaimana dlmaksud pada huruf cyang dlbuktlkan dengan kepemilikan kartu
tanda anggota; = RS e

g mempunyal kantor tetap untuk kepengurusan pada tlngkatan pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. mengaj ukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada .KPU- dan

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama parta: politik
kepan:[aKPU

itik yang: telal ™
la ayat {2} &
Partai Palitik Peserta Pemilu3

3

diinalksud | k diver

Pasal 174

(1) “KPU me!akéanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan .pe'rsyaratan
sebagalmana dimaksud dalam Fasal 173.

(2) Pene!:tnan administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU
dnpubl:kasd(an meialulmedla massa;

(3) Ketentuan mengenal tata cara-penelitian administrasi dan penetapan keabsahan
persyaratan s_eba_galmana dimaksud pada ayat §5) diatur dengan Peraturan KPU.

pasal 175 |
Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik s;éba-gé'iIﬁaina dimaksud -:.q'alam
Pasal 173 ayat(2) hurufh dilarang sama dengan:
a.  benderaataulambang negara Republik Indonesia;
b. lambanglembaga negara atau lambang pemerintah;

¢.  nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;

T Malikamial Kuiistiusl tigiiydiaketi Pasdl 173 ayal (3) Uer wutdugan dengau UUD Taliug 1945 dau
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.

4 Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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ayat (1),Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat
strategis agar Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30
(tiga puluh) hari.

(3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, Bawaslu atau Bawaslu
Provinsi melaksanakan tahapan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk
sementara waktu sampai dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
dapat menjalankan tugasnya kembali.

Pasal 557
(1) KelembagaanPenyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
a Kom‘ié‘i‘ Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi  Independen
Pemilihan- Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan ke]embagaan yang
‘hierarkis dengan KPU; dan

b, - Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas”Pemilihan
‘Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan ke]embagaan yang hierarkis
dengan Bawaslu, ; &

(2) l\eieza:h,wdm Peny du‘n: ara Pemilu di Aceh sehagalmana dmml\.um pm
“pyvat ‘l!vtmh mesgdasarican dan menyesuaikan pengaturannya .wrd.harm”
Tindar tig-Undangink

Pasal 558

(D Apablla terjadi hal yang mengakibatkan DKPP tidak dapat melaksanakan tugasnya
sesual dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris DKPP" ‘melaksanakan
penanganan pelanggaran kode etik untuk sementara walctu sampal dengan DKPP
dapat melaksa nakan tugasnya kemball £

(2) Dalam hal DKPP tidak: dapar.meiaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat

-....(1),"Presiden-dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan, yang bersifat

strategis agar DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali pallng lambat 30 (tiga
puluh) hari, .

BABII
KETENTUAN PERALIHAN

4 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 557 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017.

% Pasal/ayat tersebut bejum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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Pasal 559

Segala kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai dilaksanakan oleh KPU dan
Bawaslu periode sebelumnya atau yang telah berakhir masa tugas tetap berlangsung
dan dinyatakan tetap berlakumenurut Undang-Undangini.

Pasal 560

Keanggotaan DKPP yang mewakili unsur KPU dan Bawaslu yang telah ditetapkan oleh
Presidensebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 561

Sekretariat Jenderal Bawaslu tetap melaksanakan tugasnya'd'al'am membantu DKPP
sampaidengan dibentuknya Sekretariat DKPP berdasarkan Undang-Undangini.

Pasal 562

Struktur orgamsasn, tata kerja, dan penganggaran. Penyelenggara Pemilu pada satuan
pemerintahan daerah yang berslfat khusus atau berssfat‘ stimewa yang diatur’ dengan
Undang Undang wajibmenyesuaskan dengan ketentuan daIamUndang Undzmg mi

e Pasal 563
(1) Kea.nggﬁiaan:
g KPU:; :
b KPU Provinsi/}{omlm Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
. KPU Kabupaten/Kota/Komrsu lndependen Pemilihan }{abupaten/l{ota,
d. Bawasly =
e. Bawaslu Provins:/Panmd Pengawas Pemilihan Pruvmst Aceh, dan
o -Panwaslu Kabupaten/Kota/Panma Pengawas. Peleihan Kahupaten/l{ata, ‘

yang clntetapkan berdasarkan Undang—Undang Nomor A5 Tahun 2011 tentang
‘Penyelenggara Pemilihan Umum. tetap me]aksanakan tugasnya sampal dengan
berakhir masa keanggotaannya.

(2) Dalam hal keanggotaan:
a. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
b. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
¢. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan
d. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota,
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan

¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

b - Pasal 571
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undah'gfuha:a:ﬁ'g Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4924); i

b. Undang~Undang Nomor 15 Tahun 2011 tent.ang Penyeienggara Pemililian Umum
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011 Nomor . 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); g

c Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD,
dan'DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nompr 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); :

d. Pasal 57 danPasal 60 ayat {1), ayat {2}, sev
11 Tatwn 2006 fentang Pemerintaban
Indens Tahun 20006 Nom

indonesia'Nomor 4633),5

ayat {4) Un.!mw 4] z!shml., NEmol
reeh [Lembaran Negara Reépubiik
wn Lembdaran  Negars. Republik

wr 62, Tamb
dicabut dan dinﬁata_kan tidakberlaku,
Pasal 572

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus dltetapkan palmg lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 573
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

5 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017.

“» Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Agustus 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

e,
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Agustus 2017
: MENTERE HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

i 1.;.':1'I?td,--__- i
YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 10 ayat (3)

Bahwa dalam Putusan Nomor 38/PUU-XVi/2018, MK memberikan pertimbangan
hukum terhadap Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "dan jumlah anggota KPU
Kabupaten/Kota” dan Lampiran 1 sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" UU Pemilu sebagai berikut;

a. Bahwa dalam ; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU XV1/2018,
hertanggal 23 Juln 2018 yang telah diucapkan sebelumnya, yang menyatakan
Pasal 10 .ayat (1) huruf ¢ UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945
secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum me_ngikét- s_ég_a-njang
“frasa "3 (tiga) atau 5 (lima).orang” tidak dimaknai "S5 (lima) orang",; sementara

. Penjelasan Pasal . 10 ayat (1) huruf e UU:aEemilt-. telah _ dinyatakan
'i_n'i{oﬁsfifusional. Dengén demikian, jumlah anggota KPU kahupater;/lés'té harus
dibaca sebagai 5 (lima) orang sehingga frasa "dan jumlah anggota KPU

: : Kéljﬁpa;_eé_/](ota” harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dia_ﬁéksﬁdkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV1/2018. ' :

b. Bah@é_ Apibila UU Pemilu dibaca secara komprehensif, terutama yang:terkait
dengan Lampiran |, secara substansial Lampiran | tersebut merupakan tabel
wujud konkrét dari-Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu -yang."menyatakan, “Jumiah
anggota -KPU provinsi dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana

. dimaksud-pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar}‘ undang-uﬁdang ini”, Dalam 'batas. penalaran. yang
wajar, karena ‘sibstansi Pasal 10 ayat (1) hurufc UU Pemiid telah dlnyé'takan
hertentaﬁgan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan“tiéak nierhpunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” tidak
dimaknai “5 (lima) orang”, sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ UU
Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10
ayat (3) UU Pemilu harus merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ UU
Pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Oleh karena itu, keberadaan Lampiran 1 UU Pemilu sepanjang rincian tabel
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“Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” tidak relevan lagi
dipertahankan. Dengan demikian, dalil Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (3) UU
Pemilu sepanjang frasa “jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran [
sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota" adalah beralasan menurut hukum.

2. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3)

Bahwa dalam Putusan Nomor 53/PUU XV/2017 MK membenkan pertimbangan
hukum terl:adap Pasal 173 ayat (1) frasa “telah dltetapkan/“ dan ayat (3) UU

Pemilu sebagai berlkut

a. bahwa keberadaan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173.ayat(1) UU
Pemilu- mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa “telah ditét#pkan/"
disejajarkan dengan frasa “lulus verifikasi” dengan menggunakan tanda baca
L7k (gé_g'is miring); Frasa “telah d’iteﬁpﬁéﬁf* me'rlji:;ékan tindakan ;d&}:ini'ét'rattf

menetapkan, éedangkan lulus verifikasi hanya sebatas hasil"pe:r{gecekan
: terha&ap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undar'lg-lJ_:h_l@éﬁgt di
mana hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung déngﬁn ad-ariya
tindaka‘h;penetapan. Keduanya merupakan 2 (dua) hal yang berbeda'dan tidak
dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu.
Oleh karena itu benar bahwa keberadaan frasa “telah ditetapkan/" telah
menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab
terjadinya perlakuan berbeda antar partai politik peserta Pemllu sehingga tidak

dapat d:pertahankan.

b. . bahwa frasa “tidak diverifikasi. LLlang dan” dalam Pasal 173 ayat (3) UU.Pemilu
dlmaksqdkan untuk memberikan pengecuahan kepada- partai politik peserta
Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2-014, sehingga dengan hilangnya frasa
tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU
Pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu,
bilamana hanya frasa “tidak diverifikasi ulang dan” saja yang dinyatakan
bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) 1111 Pemilu akan menjadi sama

dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemiluy;
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bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemily,
Mahkamah dalam Putusan terdahulu yaitu Putusan MK No. 52/PUUX/2012/.
Tanggal 29 Agustus 2012 telah menyatakan norma yang mengatur hal yang
sama yaitu Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 bertentangan dengan UUD Tahun 1945
dengan pertimbangan bahwa pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik
seperti Pemilu, perlakuan berbeda tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu
perimbangan MK dalam Putusan MK No. 52/PUU-X/2012/ masih relevan,
sehingga norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas telah

menghidupka_l_'s kembai! norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK,

bahwa norma'UU Pemilu tidak boleh memuat norrﬁa yaﬁg___pada pokoknya
mengandung 'per]akuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu karena
bertenténgan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam huku_m dan

pemerintahan, Kemudian MK juga memperhatikan keadilan bagi séﬁ"ap calon

- peserta Pemilu, pemekaran clée'rah dan:pérkeiﬁbaﬁg_a_n demografi, pariéi politik

sebagai’ badan hukum yang dinamis dan verifikasi menyelumh":t.erh-adap

keterpenuhan syarat peserta Pemilu. Oleh karena itu perlakuan ber_héda dapat

‘dihindari dengan cara setiap partai politik calon peserta Pem_ilh: harus

m-éngikut.i_..veriﬁlcasi dalam rangka untuk menyederhanakan ]urr‘ﬂéh partai

politik peserta Pemilu sesuai dengan desain konstitusional dalam UUD Tahun

1945,

3. Pasal 557 ayat (2)

Bahwa dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, MK membenkan pertlmbangan
hukum terhadap Pengujian Pasal 557 ayat(2) UU Pemllu sebagal berikut:

g

bahwa meskipun tidak secara nyata disebutkan adanya pencabutan terhadap
Pasal 56 UU Pemerintahan Aceh yang meng;atur, klausul Pasal 557 ayat (2) UU
Pemilu dengan sendirinya telah mencabut pasal yang berkenaan dengan
Pemilihan Umum berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubah
substansi UU Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan kelembagaan

penyelenggaraan pemilu di Aceh;

b. bahwa sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh, meskipun KIP dan Panwaslih
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merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh,
keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah bagian bagian dari lembaga
yang menjalankan keistimewaan Aceh. Kemudian KIP sebagai penyelenggara
Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki nama sendiri yang berbeda dengan dari
penyelenggara Pemilu di daerah lain, demikian pula dengan keanggotaan KIP,
termasuk prosedur atau tata cara pengisian keanggotaannya, Namun sekalipun
terdapat perbedaan, hal itu-hukanlah bagian dari keistimewaan Aceh itu
sendiri. Berdasarl_(an Pasal 22E UUD 'l‘ahuﬁ 1945 yang menyatakan hanya KPU
yang memiliki kewenangan sebagai penyelehggalra-‘}’emilu, maka dapat
dikonstruksikan secara konstutional bahwa KIP sebagai bagian dari KPU.
Setelah kPU,_ KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU 'd;nla'na KIP diberi

kewehahgan sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh untuk menye]eﬁggarakan

 Pemilu dan Pilkada di Aceh. Dalam konteks demikian, KIP Aceh-dan KIP
:Kabupaten/Kota pada dasarn_va sama dengan KPU Provmsn dan KPU

Kabupaten/i(ota lamnya di lndonessa, demikian pula halnya dengan Panwas]lh

N1 -.yang pada dasarnya sama dengan Bawaslu;

: bahwa Pasal 1 angka 12 UU Pemerintahan Aceh telah menegaskan bahwa KIP
Aceh dan KEP Kabupaten/Kota adalah bagian dari KPU. Oleh karena itu

kewenangan KIP bukan diberikan oleh UU Pemerintahan Acely, ‘melainkan

: merupuk- __kepacla konteks sejarah keberadaan KPU dan kelahiran® serta

keberadaan KIP aceh dan KIP Kabupaten/Kota; dan

bahwa jika hal-hal yang menyangkut nama.dan komposis‘i--keanggotaan serta
prosedur - penglman keanggotaan KIP Aceh dan’KIP" Kahupaten/}(ota hendak
dilakukan perubahan hendak dlla}mkan perubahan, dan hal itu sesuai dengan

" hierarkis penyelenggara Pemllu ‘yang  bersifat nasmna! peruhahan itu

memerlukan pelibatan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA.
Dalam hal ini, apabila pembentuk undang-undang hendak mengubah ketentuan
yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh, maka hal itu mengacu kepada UU
Pemerintahan Aceh yaitu Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269. Jika prosedur
demikan tidak ditempuh, maka norma undang-undang yang substansinya
berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur

dalam UU Pemerintahan Aceh maupun yang mengubah ketentuan UU
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Pemerintahan Aceh akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum
bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan, yang berarti

dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

4, Pasal 571 hurufd

Bahwa dalam Putusan MK  Nomor 66/PUU-XV/2017, MK memberikan
pertimbangan hukum’ terhadap Pengujian Pasal 571 huruf d UU Pemilu sebagai
berikut: B

a. bahwa bérlaku_ﬁya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubqh:si.lhstansi uu
Peme-t.'iht“ahah'Aceh yang berkenaan dengan kelembagaan f)"enye]enggaraan
pemilu di Aceh dimana MK telah menyatakan pendiriannya sebagalmana
tertuang dalam Putusan MK Nomor 61/PUU- XV/2017

b. bahw_a meskipun: ke_lembagaan penyelenggaraan Pemilu di 'Acgh bukan

~merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh, namin Kofiteks

historis dari keberadaannya harus tetap dihermati. Oleh karena itu apabila

* hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama mau:puh kdmposisi

keanggotannya, maka proses atau tata caranya memerlukan konsultast dan

B 'pemmbangan DPRA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) ;uncto
Pasal 269 UU Pemermtahan Aceh;

c. bahwa kelembagaan penyelenggaraan Pemilu-di Aceh ‘adalah bagian tak
terplsahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional. Oleh
karena.itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan damng sangat mungkm
dilakukan apabila terdapat kebu_tuhan untuk itu. Namun perubahan itu pun
dilakukan sesuai dengan'proses dan tata cara dalam-UU Pemeri;ntahan Aceh;

dan

d. bahwa MK tidak memperoleh cukup bukti yang dapat menyakinkan bahwa
proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan
konsultasi dan pertimbangan DPRA sesuai prosedur pembentukan dan
perubahan UU Pemerintahan Aceh berdasarkan Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal
269 UU Pemerintahan Aceh. Sehingga Pasal 571 huruf d UU Pemilu
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN
MELALUI PUTUSAN MK

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
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KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai
representasi rakyat dan juga untuk mendukung
upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang
dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan
dan peninjauan terhadap undang-undang,

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan
dukungan keahlian kepada DPR Rl dalam
menjalankan fungsi pengawasan lersebut dengan memantau dan menginventarisir
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-
undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU
Mahkamah Konstitusi) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan peradilan
constitusi telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU
Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
idak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Mahkamah Konstitusi yang
linyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional
naupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-
indang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh
indang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah
Konstitusi atas pasal /ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk
benyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR Rl pada khususnya, serta
lapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

udi \ 5§

NIP. 196902131993021001
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DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ccoiinieissssimmissssisnss

DAETAR ISL...immsomsesisssisonnss

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK

1 | Pasal 58 T,
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Menimbang :

Mengingat :

a.

&

Lo

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesiz Tahun 1945, bertujuan untuk
mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih,
makmur, dan berkeadilan;

bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan
konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan
wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur
tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum
acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢ serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 11l Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi;

Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal
25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesta Talun 1999 Nomor 147, Tambalan Lenibdidu Negaid
Republik Indonesia Nomor 3879);
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Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

3

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945,

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik IndonesiaTahun 1945,

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah
Konstitusi mengenai:

a.

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

pembubaran partai politik;

perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau  Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
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jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ketja sejak putusan diucapkan.

Bagian Kedelapan
Pengujian Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar

Pasal 50

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang
diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Pasal 51

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunyaundang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yangdiatur dalam undang-undang;

¢, badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permchonannya tentang hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan
Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pasal 52

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 53
Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan
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pengujian undang-undang dalamjangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 54

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang
berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yang
sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dilicntikan apabila undang-undang
yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses
pengujianMahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.!

Pasal 56

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau
permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan,
amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangandengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik IndonesiaTzhun 1945.

(4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan
dikabulkan.

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangandengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan
maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan

‘

t  Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “dihentikan” dalam Pasal 55 bertentangan dengan UUD
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimakmai “Pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung
ditunda pemeriksaannya epabila undang-undang yang menjadi dosar pengujian peraturan tersebut
sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konshtusi sampal @da putusan Mahkamon KoRstitusi
melalui Putusan MK Nomor 93 /PUU-XV/2017.

% Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 55

Bahwa dalam Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan

hukum terhadap pengujian Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55.UU MK sesungguhnya adalah
untuk menghéritikén's_e'mé_ntara. Hal itu dapat ._éi'pahami_;dari penggunaan kata
“dihentikan” dan frasa "sampai ada putusan Malikaiﬁﬁﬁ* Konstitusi”. Kedua
rumusan dalam rorma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa:'.'per-ighentian

b. prn‘ses pengujian peraturan perundang-undangan di bawak'-"u'ﬁda"ng-undang oleh

pengu]lannya sedang dlLljl di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan

.-Mahkamah Konstitusi, Hanya saja, kata "dihentikan” membuka peluang
X dltafswkan untuk dijatuhkannya putusan-akhir berupa permohonan _dak dapat
: dlter:ma. Sehuhungan dengan hal demikian, keberadaan kata: "dlhenttkan” telah
7 menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Kendakpasnan hukum t:ersebut
baik terkait substansi norma Pasal 55 UU MK sendirl maupun kendakpastlan
hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil
sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya .ri.n'gan: -

c. Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan
kata "dihéniikan", maka beralasan hukum untuk menyatakah’ kata férsebut
inkonstitusional - bersyarat -sepanjang tidak dimaknai- menjadi “"ditunda
pemeriksaannya”. Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal
perumusan norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah.
Bahkan, makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks
norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung
dan Mahkamah Knnstitusi dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang
mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap undang-undang;

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN
OLEH PUTUSAN MK

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI




KATA PENGANTAR

DPR Rl memiliki 3 (tiga) fungsi utama
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai
representasi rakyat dan juga untuk mendukung
upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang:
dilakukan DPR Rl adalah melakukan pemantauan
dan peninjauan terhadap undang-undang

Pusat Pemantauan ‘Pelaksanaan Undang-
Undang di Badan 'eahlian DPR RI memberikan
dukungan keahhan kepada DPR RI dalam

Putusan- Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat d
undang. bertentangan dengan UUD Tahun 1945, . o ¥

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan' Rakyat, Dewan
Fe:wakﬂan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(uu MDB, 'erubahan Kedua) yang menjadi landasan hukum- atas peny enggaraan
leglslattf di lndonesla telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa
pasal/ayat dal UU MD3 Perubahan Kedua telah dinyatakan bertentangan dengan
UUD Tahun 194S‘dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah
Konstitusi..

Dokumen lm merangkum pasal/ayat dalam UU MD3. Perubahan Kedua yang
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dmyar.akan inkonstitusional
maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-
undang aslinya. Dokumen; ini-terdiri darl pembukaan undang-undang, batang tubuh
undang-undang, informasi undang-undang yang ‘melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah
Konstitusi atas pasal /ayat yang dibatalkan,

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat membertkan masukan untuk
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H.. M.H.
NIP. 196902131993021001

DAFTAR IS]

DAFTARISI

Pasal/Ayat yang Dibatalkan oleh Putusan MK

1
2.
3.

LAMPIRAN PERT]MBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 73 ayat (3), ayat [4) ayat (_5), dan ayat [6) ......

Pasal 122 hurufl.

Pasal 245 ayat (1] LS. &




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan
.._kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebuaksanaan dalam
ebmusyawararan/perwakllan diperlukan lembaga perwaki!an rakyat
i yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentmgan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; :

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan ‘rakyat, lembaga
.perwakl]an ‘rakyat,. dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana
dimaksud- ddlam huruf a, perlu menata Majelis: Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakllan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

G, bahwa beberapa ketentuan dalam- Undang-Undang Nomor 17-Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum
dalam masyardkat sehingga perlu dlubaly

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Naerah, dan NDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat: a. Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Talun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara: Repuhhk Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah : dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan -atas Undang-Undang Nomor 17 Takun 2014 tentang Majelis
'._:Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan .Rakyat, Dewan
:.Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
“.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); g

Dengan Persetﬁjuan Bersamé
i 'ﬁEWAN-PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA*
i dan .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: ~ UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG * ‘NOMOR ™~ 17 TAHUN 2014+ TENTANG  MAJELIS
PERMUSYAWARATAN “RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN - RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH:

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Porwaldlan Ralcyat Daerah (Lembaran Negara Repnhlik Indnnesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2014 tentang Majelis



Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5650) diubah
sebagai berikut:

1.

€]

(2

(3)

(4)

(5

(6)

(7

(8)

9

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua
yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Pimpinan MPR sebagasmana dimaksud pada ayat (1) dlplllh dari dan oleh anggota
MPR dalam satu pakeryang bersifat tetap.

Bakal calon prmpman MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota
dlsampatkan di dalam sidang paripurna.

Tiap fraksi. dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dapat
menga}ukan 1 (satu) orang baka[ calon plmpmqn MPR.

Pimpman MPR sebagaimana dlmaksud pada ayat [1) dipilih secara musyawarah
untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR,

Dalam ha! musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
ai; mplnan MPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang, memperuleh
suara terhanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat panpurnaMPR

Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat {1) belum tetbentuk,
sudang MPR pertama kali untuk menetapkan plmpman MPR dlpimptn oleh
plmpman semem:ara MPR.

Pimpinan® sementara MPR - sebagaimana dimaksud pada ayat [7) berasal dari
anggota MPR yang tertua dan termuda dari Fraks: dan/atau kelompok anggota
yang berbeda

meplnan MPR dltehapkan dengan: keputusan MPR.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai: tata cara pcmn]lhan plmplnan MPR diatur da}am

peraturan MPR tentang tata tertib.”

Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

“Pasal 71
DPR berwenang: (1)

a, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama; (2)

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden
untuk menjadiundang-undang;

membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;

membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
memberikan persetujuan- atas rancangzm undang“undang tentang APBN yang
diajukan oleh Fresuien :

membahas dan menmdaklan;u:l hasil pengawasan yang dlsampalkan oleh DPD
atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran -dan’ penggabungan daerah, hubuhgan pusat:dan daerah,
pengelolaan sumber daya alamdan sumber daya ekonomi lamnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, danagama; :

mefnberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan
membuat perdamaian dengan negara lam, i

! membenkan persetujuan atas: per]an;zan mternasmnal tertentu yang
memmbulkan akibat yang luas dan mendasar bagl kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan
atau pemhentukan undang-undang; :

' memheri kan pernmhangan kepada Presiden dalam hal mengangkat dum besar
dan mener;ma penempatan duta besar negara lain; :

mem:llh'a.nggom BPK dengan memperhatlkan pertlmbangan DPD

membenkan persetujuan  kepada Prestden ata ..pengangkatan dan
pemberhentlan anggota: Komlsl Yudisial; -

.m, memherlkan persetu]uan calon hakim agung yang dluSulkan Komlsl Yudlsml

. untuk d:tetapkan sebagai hakim agung oleh Presuien, dan

memilih, 3 [hga) orang hakim konstltusi dan mehga;ukannya kepada Pres:den
untuk diresmikan dengan keputusan Presu:len

Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai herikut:

“Pasal 73

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap
orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).



@)

{4}

(2)

(3

Dalam hal setiap orang se simana din

setelah dipanggil 3 {&

sud pada ayat (2} tidak hadir
ut tanps alasan yang patut dan
sah, DPR berhalk mek ,-s‘s!..’ut nanggilan paksa dengan menggunakan
Kepoelizian Negara Republik indonesia,

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada avat [3) dilaksanakan dengan
B ¥ 2 i 3 £
iketentuan sebagai berikui:

a. Phmpinan DPR mengajulan permint ara tertulis kepada Kepala
Kepolisian Negara Republile Indonesia paling sediltit memuat dasar dan
alasan pemanggilan pakss zesrta sama dan alamat setiap orang yang
dipanggil paisa;

a7 5@

b. Kepolisian Négara: Republilt Indenesia “wajih) memenuhi permintaan
o ;

sehs 15.,411‘13;&"1 ¥'1n=d1t sizel pada hurwf a; dab

¢. Kepala Képolisian Negara Republilc indouesia mﬂnw‘nnm!:kan Kepala
Kepolisian Daerah di tempat domisili ap orang yang #ipanggil paksa
unmk dﬂmd;rk.m mamenuhi panggiian DPR -.eh'igaimzna dimaksud

rekomendasi kepada’ etlap orang melaluu mekanisme rapat r]a, rapat dengar

'-'pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus; ?apat panitia kerja,

rapat tim'pengawas, atau rapat tim lam yang d|bentuk oleh DPR deml kepentingan
bangsa dan negara '

Setiap orang wajib menmdaklan;utl rekomendas: DPR sebaga:mana dimaksud
pada ayat(1).

Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana

: Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), avat (5), dan ayat (6) bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK
Nomar 16/PUUNVI/2010.

%+ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

G

(5

5

(0

()

(3)

4)

(5)

(6

N

.anggota DPR ilam satu paket yang bersifattetap. . '

dimaksud pada ayat (1) pejabat negara atau pejabat Pemerintah, DPR dapat
menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak
anggota DPR mengajukan pertanyaan.

DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada
pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan Presiden atau pejabat
pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.

Dalam hal yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga negara, atau
penduduk, DPR dapat meminta kepada lnstansn yang berwenang untuk
memberikan sanksi.”

Ketentuan Pasal 83--ayat'[1) diubah sehingga Pasal 83 berﬁdnyi:sebagéi berikut:

“Pasal 83

Alat ke[engkapan DPR terdiri atas:

p:mpman,

o »

._Badan Musyawarah

‘Badan Legislasi;

B, O

' .ﬁ_ﬁda‘nﬂﬁggaran;

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;

Fwm oo

panitia khusus, dan

Bakal calon p;mpman DPR herasal dari frakm dan d:sampalkan dalam mpat
panpurnaDPR. f e :

Setiap fraksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) dapat menga]ukan 1 [satu}
orang bakal calon pimpinan DPR.

Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah
untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
torcapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang mempernleh
suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR,

Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk,



sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh
pimpinan sementara DI'R.

(8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari
anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.

(9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam
peraturan DPR tentang tata tertib.”

6. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 105
(1) Badan LeglslaSlbertugas

a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan
rancangan undang-undang. beserta alasannya untuk 5 (llma) tahun dan
: priontas tahunan di [mgkungan DPR; : ¥

b. mengkoordmamkan penyusunan program legtslas: nasmna.l yang memuat
‘daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima)
“tahuri dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;

(o mgngkpoi;dmamkan penyusunan naskah akademik dan rancan_ga ‘fdndang-
: uﬂdéﬁ'g yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;

d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi
dan/atau’Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prmntas yang telah
dltetapkan,

e. melakukan -pengharmonisasian, pembulatan, dan- p'émantapan konsep
rancangan“undang-undang yang’diajukan.anggota, komlsn, ‘atau gabungan
komisi sehelum rancangan undang undang tersabut mpatkan kepada
lepménDPR :

f. - memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang
diajukan-oleh anggota DPR, komisi; atau ‘gabungan: komisi-di luar prioritas
rancangan” undang-undang ‘atau di luar rancangan indang-undang yang
terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam
program legislasi nasional perubahan;

g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan
undang- undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;

h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
i, monyusun, melakukan evaluaci, dan penyempurnaan peraturan DPR;

j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi
dan/atau panitiakhusus;

k. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas
perithahan;

I. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-
undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan
DPR; dan

m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-
undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh
Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
(2) Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan
tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan
Urusan RumahTangga.”

7. Diantara Paragrafs dan Paragraf 6 disisipkan satu paragraf, yakm Paragraf 5A dan
di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 1124, Pasal
112B, Pasal 112C, Pasal 112D, Pasal 112E, Pasal 112F, dan Pasal 1126, yang berbunyi
sebagai berikut:

= “Paragraf 54.
Badan Akuntab:litas Keuangan Negara

Pasal 112A

Badan Akumab1l1tas Keuangan Negara, yang selanjutnya dlsmgkat BAKN, dlbentuk oleh
DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 112B

(1) DPR menet&pkan susunan dan-keanggotaan BAKN pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permu]aan tahun sldang

(2) Anggota BAKN- beriumlah paling sediklt 7 (tu]uh) orang dan palmg banyak sesuai
dengan jumlah fraksi yang ada di DPR atas usul fraksi yang dlteiapkan ‘dalam rapat
paripurna pada permulaan masa keanggntaan DPR dan permulaan tahunsuiang

Pasal 112C

(1) Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan
kolegial.

(2) Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua
yang ditetapkan dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah
utituk iufakat dan prepersional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap
fraksi.

(3) Penetapan pimpinan BAKN sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam



(1)

(2)

(3)

(4)

rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan
keanggotaan BAKN.

Pasal 112D
BAKN bertugas:
a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang
disampaikan kepada DPR;

b. menyampaikan hasil peneiaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
kepada komisi;

c.  menindaklanjuti hasil -pembahasan  komisi terha_dap temuan hasil
pemerlksaan BPK atas pérmintaan komisi; dan

d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana ker]a pemeriksaan
tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, BAKN

dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga

negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum,

bad_ah usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan

negara.

BAKN. dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemerlksaan
Ianjutan i

Hasil kerja sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d
disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara ber_kala

Pasal 112E

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN

dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/a;au 9.9.“““'

Pasal 1 12F

BAKN menyusun rancangan anggaran ‘untuk pelaksanaan mgasnya sesual dengan

kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 112G

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang,

dan mekanisme kerja BAKN diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.”

8. Ketentuan Pasal 121 ayat (2) diubah sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

(m

(2)

(3

(4

(5

(6)

(7

“Pasal 121

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan
yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan
usulan fraksi sesuai dengan prinsi » musyawarah untuk mufakat.

Setiap fraksi sebagalmana dim sud pédé ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu)
orangbakal calon plmpman Malikamah Kehormatan Dewan

Dalam hal pemllihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan
musyawarah untik mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai,
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pemlhhan plmpman Mahkamah Kehormatan Dewan sebagmmana dnmaksud pada
ayat. (2) dilakukan dalam rapat. Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin
oleh: pimpinan DPR setelah penetapan susunan: dan keanggotaan Mahkamah
Kehormatan Dewan. . :

Ptmpman Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan plmplnan
DPR: ;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan p{mpman Mahkamah
Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.”

9. Diantara Pasal 121 ‘dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu] pasal yakm Pasal 121A yang

berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 121A

Mahkamah Kéhoftﬁatan‘ Dewan me]a]{sén’ak'ah fungsi:

a.

pé’hcegahan dan pengawasan; dan

b. penindakan.”

10. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah

Kehormatan Dewan bertugas:



1L

melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;

melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota
DPR;

melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem
pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;

melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila,
peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;

melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;

melakukan penyelidikan perkara peiahggaran Kode :Etik sistem pendukung yang
berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;

memeriksa dan mengadlll perkara pelanggaran Kode Etik;

memeriksa dan mehgadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang
berkaitan dengan‘Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem
pendukung Pegawai Negeri Sipil;

menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Enk
melakukan pemn;auan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
mengevaluam pelaksanaan. putusan perkara pe]anggaran Kode Etik; '

m{n;mmb-! langhah - hukum  danfatauy Jangkeh - lain <';h.ni=sp -.nang
perssor i!!fhal., kelompok orang, n',n- badan hulasn yang rlit""‘]‘.u"hl{ﬂ!'ﬁ
m;m!‘mat’m i}l’fi dan anggota DPR;2

menga]ukan ‘fancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara
Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan “Pimpinan DPR
selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang hertugas menyusun
peraturan DPR, dan. ,

menyusun réncana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan keburuhan yang
selanjutnya:’ dtsampalkan kepada badan/ panitia-yang menyelenggarakan urusan
rumah tangga DPR.” -

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 dls:supkan 2 (dua) pasal. yakm Pasal 1224 dan
Pasal 122B yang berbunyi sebagai berlkut

"Pasal 122A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah

Kehormatan Dewan berwenang:

2 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 122 huruf | bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16 /PUU-XV1/2018.

%+ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR;
ieberikan linbaudn kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etilg

memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik
sistem pendukung DPR;

melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap,
perilaku, dan tindakan anggota DPR;

menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;

menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem
pendukung DPR;

meminta data dan Informasi dari ]embaga lain dalam rangka penyelesatan perkara
pelanggaran kode euk DPR dan'sistem pendukung DPR;

memanggil plhak terkalt dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik
DPR; : Y

memanggil pIhak terkalt dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik
sistem pendukung DPR;

memeriksa dan memutus perkara elanggaran kode etik DPR;

memeriksa dan memutus perkara 'langgaran kode etlk sistem pendukung DPR;

menghennkan penyehdlkan perkara pelanggaran kode etik DPR; i
menghemikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;

memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran imde e‘tlk DPR
dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan

memberikan  rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait
pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode
Etik anggota DPR

Fasal 122B;

Mahkamah- }(ehormatan Dewan dalam melaksanakan fungsu tugas, dan wewenangnya

dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga__?erwakllan

12

M

(2)

Ketentuan Pasal 164 ayat (1) diubah sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 164

Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi,
gabungan komisi, atau Badan Legislasl.

Usul rancangan undang-undang disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR,
pimpinan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai



daftar nama dantanda tangan pengusul.

(3) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam rapat paripurna, berupa:

a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.

(4) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi, Badan
Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan undang-undang
tersebut.

(5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan
surat pjmpman DPR kepada Presiden.” :

13. Di antara; Pasal 180 dan Pasal 181 disisipkan 1 (satu) pasal, yakm Pasal 1BOA yang
berbunyl SEbEgal berikut:

“Pasal 180A

Sebelum  péngambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara
Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat | sebagaimana-dimaksud
dalam Pasal ‘170, Badan Anggaran wajib mengkonsultasikan dan melaporkan hasil
pembahasan atas Rancangan Undang- Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan
DPR. :

14. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: :

“Pasal 204 .
(1) = Dalam melaksanakan tugasnya; panitia anghket dapat memanggll warga negara

Indonesia dan/atau orang asing yang benempat tmggal di Indonesm untuk
dlmmtaiketerangan

(2) Warga negara Indonesia dan/atau érang asing sebagaimana dimaksud'péda ayat
(1) wajib memenuhi panggilan panitia angket.

(3) Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-
turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(5) Permintaan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara
tertulis kepada Kepala Kepnlisian Negara Republik Indonesia yang paling sedikit
memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pihak yang
dipanggil paksa.

(6) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian
Daerah di tempat domisili yang dipanggil paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

(7) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera badan hukum
dan/atau warga masyarakatpa!mg lama 15 (limahelas) Hari.

(8) Ketentuan lebih lan)ut mengena: pcmanggllan paksa sebagalmana dimaksud pada
ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat {7) diatur dengan
Peraturan Kepohman Negara Republik Indonesia.” :

15, Ketentuaﬁ‘-}’éisal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 224

(@8] Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadllan karena’ pernyataan,
pertanyaan, ‘dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisah maupun
tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang herkaitan dengan
fungsiserta wewena ngdan tugasDPR.

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 51kap, tindakan,
kegiatan di’ dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena
hak dankewenangan konstitusional DPR da n/atau anggota DPR.

(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena: pernyataan, ‘pertanyaan,
dan/atau pendapat yanig dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di
_luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(4) Ketentuan sebaga[mana dimaksud pada ayat (1) tidak ber]aku dalam hal dnggota
yang bersangkutan-mengumumkan ‘materi yang telah: dlsepakan dalam rapat
tertutup-untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.”

16. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 245
(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan
dengan terjadinva tindak pidena yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus



(2)

T

(1)

mendapatikan per tertulis Presiden? setelah mendapat

pertimbangan dari Mahkamah Kehormatas Dewan 4

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila
anggota DPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan
terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan
yang cukup; atau

c. disangka melakukan ti ndak pldana khusus.”

Ketentuan Pasal 249 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni hurufj sehingga Pasal
249 berhunyl sahagal berikut:

"Pasal 249
DPD mempunyal wewenang dan tugas

a. menga;ukan rancangan undang'undang yang: berkaltan dengan otonoml
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber. daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan périmbangan keu:mgan pusat
dan daerah kepada DPR; b

b. “ikut ‘membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; g

c. ~menyusun dan.menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-
undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang: berkal.tan dengan hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

3 Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa.“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota
DPR sehubungan ‘dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sﬂhubungan dengan pelaksanaan tugas
sebagatmana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dart Presiden” dalam
Pasal 245 ayat (1) bértentingan dengan UUD;Tahun 1945 dan tidak mignipuniyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana
melalui Putusan MK Nemor 16 /PUU-XVI/2018.

4 Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan
Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XV1/2018.

Sehingga Pasal 245 ayat ?1) selengkapnya menjadi:

"Pamanggilan dan perm

ntaan keterangan kepada anggota UPK Yang didiga metakukan tindar

pidana yang tidak sehubungan dengen pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

4 Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

(2)

d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang
tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, danagama;

e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan
agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

g menerima hasi pemeriksaan atas keuangan negara’ ‘dari BPK sebagal bahan
membuat per lmbangan kepada DPR tentang rancangan undang-unc!ang yang
berkaitan dengan APBN;

h. membenkan pertimbangan kepada DPR dalam pemlhhan anggom BPK;

i. -menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan  dserah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah; pengel' laan sumber:daya alam dan- sumber daya

*ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan: pusat
dan daerah; dan

ji melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan
peraturan daerah,

Dalam menjaiankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufe, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemermtah daerah DPRD,
dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.”

18. Ketentuan Pasal 250 ayat (1) diubah sehingga Pasal 250 berbunyi sebagai berikut:

(1

(2)

(3

* "Pasal 2 50

Dalam rnelaksanakan wewenang dan tugas sebagaunana dlmaksud dalam Pasal
249, DPD memlllkl kemandirian. dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke
dalam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan,

Dalam menyusun program dan kegiatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk memenuhi kebutukiannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus
dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.

Pongololaan anggaran DPD sabagaimana dimaksnd pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Sekretariat Jenderal DPD di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah
Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4

(5)

19.

(1

(2)

(3)

&

(5)
(6)

(7

20.

(1

(2)

(3)

DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam
peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPD melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada publik dalam laporan kinerja tahunan.”

Ketentuan Pasal 260 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 260
Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua
yang dipilih dari-dan oleh anggota DPD dalam sidang parip'urna DPD.

Dalam hal. p:mpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk,
DPD dip:,mp voleh pimpinan sementara DPD.

lepman sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1
(satu) orang ‘ketua sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua semenmra yang
merupakan anggota tertua dan anggota termuda ustanya O

Dalam. hal anggota tertua dan/atau anggota fermuda sebagaimana dlmaksud pada
ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota tertua  dan/atau
anggota termuda berikutnya.

Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan keputusan DPD.

Pimpinari.'.D__P]:j sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang
teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua
MahkamahAgung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam
peraturan DPD tentang tata tertib.”

Di antara Pasal 413 dan Pasal 414 disisipkan 1 (satu) pasa] yakm Pasal 413A yang
berbunyi sebagal berikut:

“Pasal 413A

Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam
memberikan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR berkoordinasi dan
bertanggung jawab kepada Badan Legislasi.

Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam
memberikan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR berkoordinasi dan
bertanggung jawab kepada Badan Anggaran.

Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam
memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan

bertanggung jawab kepada alat kelengkapan dewan yang melaksanakan fungsi
pengawasan.”

21. Ketentuan Pasal 424 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 424

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

22. Diantara Pasal 427 'd‘an'Pa.ir,a'l.4.28 disisipkan 5 (lima) pasal; yakni Pasal 4274, Pasal
4278, Pasal 427C; Pasal 427D, dan Pasal 427E yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 427A
Pada saa: Undang-Undang ini berlaku:

) an MPR dan DPR: yang" erasalidari fraksi ;yang sedang menjabat tetap
melaksanakan tugasnya sampai: berakhirnya penode keanggntaan MPR dan
DPR: hasnl pemilihan umum Tahun 2014;

b.: penambahan kursi pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 15 dan
pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk Jahatan wakil
ketug; dan

c. penambahan wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud ‘dalam’ Pasa[ 15
diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR:dalam
pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3' (tiga), serta
urutan ke-6 (enam) dan penambahan wakil ketua DPR: sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di
DPR dalam pemilihan umum Tzhun'2014 urutan ke-1 (sati)i-

Pasal 427B
(1) Ketentuan mengenai jumlah dan ﬁ:e_kanisme penetapan .pi_mpinari MPR dan DPR
sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 427A berlaku $ampai
berakhirnya masa keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014,

(2) Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan
Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT
sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan
Pasal 152 berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan DPR hasil pemilihan
umum tahun 2014,



Pasal 427C

(1) Susunan dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR masa keanggotaan MPR

(2)

(1)

setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil
ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR;

b. pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih dari dan oleh
anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap;

c. bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota
disampaikan di dalam sidang; paripurna,

d. tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dlmaksud pada huruf c dapat
mengajukan 1 (sati) orang bakal calon punpinan MPR;

e. pimpinan: MPR sebagaimana dimaksud pada huruf 2 dlpllih secara
musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat parlpurna MPR;

f. dalam hal musyawarah untuk mufakat sehagaimana dimaksud pada huruf e
tidak tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang
memperoleh suara terbanyak d,ltetapkan sebagal plmpman MPR (dalam rapat
paripurna MPR; .= e

g selama pimpinan MPR sebagalmana dimaksud pada hurufa belum terbentuk
. sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpman MPR dlplmpln oleh
plmpman sementara MPR;
h: plrnpman sementara MPR sebagaimana dimaksud pada huruf g berasa] dari
anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau ke}ompok anggota
yang berbeda;dan

i; 'plmpman MPR ditetaplkan dengan keputusan MPR,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR diatur dalam
peraturan MPR tentang tata tertib.

‘Pasal 427D

Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah
hasil_pemilihan umum tzhun 2019 dilaksanakan dengan. ketentuan sebagai
berikut:

a. pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil
ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi
terbanyak diDPR;

b. ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR;

c. wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak ked ua, ketiga, keempat, dan kelima;

d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi

(2)

(1

(2)

terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b
dan huruf ¢ ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak
dalam pemilihan umum; dan

e. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara
sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada hurufb dan hurufc
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan DPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata

tertib.

Pasal 427E 3
Susunan dan-mekanisme penstapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan
Anggaran, . BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT masa keanggotaan
DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan’ dengan ketenLuan
sebagai berlkut :

a. '_pimp, " komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSA_L Mahkamah
Kehormatan Dewan, dan BURT merupakan satu kesatuan plmpman yang
bers:fat kolektif dan kcle gial; ;

b. plmpman komisi, Badan LEnglaSl, Badan Anggaran BKSAP, Mahkamah

Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling

- banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh.anggota

; komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan

Dewan, 'dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk: mufakat dan
proporsmnal menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; dan

¢. penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan. Anggaran, BKSAP,
Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT sebagaimana dimaksud pada huruf
b dilakukan dalam rapat komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP,
Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT yang dipimpin;oleh pimpinan DPR
setelah penetapan susunan dan: keanggotaan komisi, Badan Legislasi, Badan
Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT,

Ketentuan lébih lanjut mengenai mekanisme penetapan p:mpman komisi; Badan
Legislasi, Baddn Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) diatur: dalam peraturan DPR tentang tata
tertib.”

Pasal Il

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkarn.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Maret 2018
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan

hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) UU MD3

Perubahan Kedua sebagai berikut; - s

a. Bahwa tindakan upaya pemanggllan paksa merupakan sebuah upaya yang
secara esensi’:mengandung perampasan hak prl.ha.d_i'-se':_;eorang dan hanya
dikenal daiam prbées penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana
yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di

dan KPK,

sedangkan tindakan upaya sandera juga ‘berada dalam proses penegakan hukum

sampmg lembaga penegak hukum lainnya, misalnya KE}akséa

-akan: tetapl hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat, kecuah yang
berkan;an sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa
aiasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di permdangan [v:de
Pasal 161 ayat (1) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga
kepol:s:an s :

b. Bahwa sebelum mempernmbangkan hal tersebut di atas, ter]eblh dahulu pentmg
hagi: Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila dutelusurl IEblh cermat, maka
akan dlperoleh fakta rumusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat [4} ayat (5), dan
ayat.(6) UU-MD3 Perubahan Kedua merupakan tindak: lanjut dari rumusan
norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 Peritbahan Kedua. Oleh
karena itu. memaknai rumusan norma yangada pada- Pas_al‘ 73 tersebut haruslah
secara kumulatif yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya
mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaitan.
Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis dari tata cara
pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagaimana yang
dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur pada ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (b). Lari penelusuran tersebut ditemukan [akia Laliwd
ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadiri

suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas
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DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua
tersebut tidak disebutkan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam
Pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis rapat yang
berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan seseorang dimintai
keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknai seolah-olah dalam
setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam
batas penalaran yang wajar tatkala identifikasi tersebut tidak ditentukan secara
jelas maka dimungkinkan untuk.'t‘h'emanggil pihak-pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua untuk setiap jenis rapat yang
dilakukan di DPR. - ;

Bahwa fenomena ini penting dikemukakan karena dari sinilah sebenarnya dapat
dilakukan  penelusuran tali-temalinya sejauhmana relevansinya. DPR dapat
menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggil'ﬁeseerang
yang }(';éWenangan itu kemudian dapat disubstitusikan kepada lembaga
kepolls:an, sehinggé' dapat dliadikén l'and.sis‘ari" oleh kepoli'si‘ém' untuk
_dmndak}an]ut: dengan pemanggilan paksa, lebih-lebih diikuti dengan upaya
-penyanderaan Terlepas dari soal apakah kewenangan pemangga[an paksa dan
penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan
DPR y_a,ng ‘memberi kemungkinan untuk memanggil setiap ora._ng _d_a@am setiap
rap_a‘tiDPR,: yang lebih penting bagi Mahkamah adalah'-tﬁeﬁiﬁertihbéngkan
sejauh‘rﬂa‘né-kev\fenangan DPR untuk memanggil setiap-aran‘é délzm setiap rapat
yang di da!amnya melekal pula kewenangan pemanggilan. paksa dan bahkan
penyanderaan dlmana kewenangan tersebul dlsuhsntu51}<an kepacia lembaga
kepolman _ Ly

. Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Malikamah uraikan pada
pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah éehuah
proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah
tegaskan yaitu di antaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan
persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan
hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat. Kalaupun
ada tindalan sandera di dalam penegakan hulum pidana, hal demikian hingga
saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi

atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanji di hadapan persidangan [vide
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Pasal 161 ayat (1) KUHAP]. Fakta ini membuktikan bahwa adalah sulit bagi
Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR
dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun.
Padahal hingga saat ini masih belum jelas apakah rapat DPR merupakan bagian
dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan
panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian diserahkan kepada
lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan mendasar
mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum. Lebih
lanjut Mahkamah r;iempertimbangkan bahwa seka_l'ipun upaya pemanggilan
paksa tersehﬁt me"nggu'nakan kewenangan yang ada p‘é{zia-- lembaga kepolisian,
maka sekali lagn hal ini juga terbantahkan bahwa di sampmg proses rapat yang
d:selenggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakah hukum, ]uga karena
lembaga kepolisian sendiri sebagai institusi penegak hukum baru mendapatkan
kewranangan untuk melakukan upaya pemanggllan paksa ketika ada laporan

untuk, adanya penytdlkan yang “menjadi kewenangan asli dari’ lnmbaga

} kepahsaan a2
: Bahwa sebelum' sampai pada kesimpulan Mahkamah tem:ang pemlaian

konstttustonalltas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan- ayat {6) UU
MD3. ‘P ubahan Kedua, sebagaimana yang d]permasalahkan para Pemohnn,
Mahkamah teriehlh dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPR yang pada
pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa- dan sarjdera sudah ada
se)ak Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ma]ells Permusyawaratan
Rakyat Dewan Perwakilau Rakyat, Dewan Penvakllan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah’ (sejanjutnya disebut- UU 17/2014} sebelum’ ada
perubahan yang tidak pernah d:lal_(ukan pengujian oIeh Mahkamah Konstitusi,
Bahkan DPR dalam keterangarinyél juga menjelaskan ﬁahWa' terhadap adanya
ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 014/PUU-1/2003 telah dinyatakan bahwa tindakan paksa
badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan

diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan DPR
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hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak
angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-1/2003, ternyata amar putusannya
menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan
bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) dan pertimbangan Mahkamah yang menyinggung
mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara
tekstual bunyi ?asal. 30-ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU:22/2003 yang pada
saat it,u‘___.norl_'né dari pasal tersebut adalah menegaskan pariggilan paksa dan
penyar;d.ér‘aan dilakukan menurut ketentuan perundang-uhdén'gag_yang berlaku.
Boleh jadi‘apabila norma pasal yang mengatur tentang panggiia{n ‘paksa dan
penyande'réan tersebut sudah seperti yang ada pada saat ini, dimaﬁ'a. 't:élah secara
rigid tﬁehgatur tenténg tata cara pemanggilan 'paksa dan lembaga- yang
berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan
dltemukan beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah
yang teiah diuraikan tersebut di atas, Terlebih penekanan pendapat ‘Mahkamah
: an pihak-pihak
dalam persiﬂangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak

dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanc{era

angket. Hal ini Jjelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1).UU'MD3 Perubahan
Kedua yang hakikatnya adalah pemangglian setiap orang dalam rapat DPR tanpa
ada penegasan ‘dalam konteks ‘rapat apa pemanggilan tersebut _dilakukan.
Dengan uraian peftimbanga'n tersebut di atas Mahkaﬁiah'.’ii‘dak‘Sépendapat
dengan argumen keterangan DPR a quo. Begitu pula dengan keterangan DPR
lainnya yang ménjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut
merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang
dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang juga dianut oleh
lembaga legislatif di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru,
di mana dengan alasan itu menurut DPR hak subpoena dirasa penting untuk
Ulinllikl DPR sebagdl lemibaga leglsladl yang niewaklll takyal antuk melakukai
upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan
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dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan
merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (pro justicia)
[sic!]. Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak
subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan
persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan
hukum, Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan
kewenanganﬁya untuk memanggil setiap orang tentunya konteksnya bukan
pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan
menggunakan penyelidikén'dériééﬁ hak angket. Namun demikian tentang modus
untuk menghadlrkan setiap orang yang akan dimintal: keterangan yang disertai
dengan sanksn sanksi, hal tersebut memerlukan kecermatan dan kehati-hatian
mengmgat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang ‘diatur dalam Pasal 73
ayat(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan -Kedua memiliki

masalah konstxtusmnahtas, bai permasalahan mengenal status ;ems-lems rapat

DPR sehagal forum yang seolah-olah baguan dari proses pencgakan hukum
maupun ‘permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggﬂ

'seseorang sebagai ' saksi dalam rangka penegakan hukum Sulitnya

mengsdentiﬂkasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera
sebagalmana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat:(5), dan ayat (6) UU
MD3. Per "ahan Kedua adalah kewenangan DPR atau Kepo!lsnan itulah yang

men]adi dasa'r' pertlmbangan Mahkamah dalam menilai: konstltusionalltas Pasal a
quo. Bilamiana DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu,'quod non, maka

terlebih dahulu harus jelas apakah forum - rapn tersebut menjadi bagian

'penegakan hukum atau bukan Sebab kewenangan 'DPR “urituk  elakukan

penyelidikan dalam hak angket sekalipin, harus da)ernihkan terlebih._dahulu
apakah -bagian dari proses  penegakan hukum ataﬁ bukan, karena hasil
penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi
atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk
dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan
penyelidikan terlebih dahulu, Sementara itu apabila kewenangan tersebut
dilimpahlean lepada lombaga lwepolisian, maka juga akan menimhullan
permasalahan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah

sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa
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h.

dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan
merupakan bagian dari kewenangannya yang secara genuine memang kepolisian
sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menetima
kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih
kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut
Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan
kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan
hukum,

Terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang diuraikén dalam persidangan
bahwa ful_:g'_sli"‘pengai.xrasan adalah fungsi yang mendukung fungsi anggaran dan
fungsi ]égi‘.sl'aisi',‘yang dengan demikian diperlukan kesempatar yang terbuka bagi
DPR untuk be_rlnteraksi dengan rakyat sehingga Pasal a quo diperlukan sebagai
penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) yaitu‘ dengan
selalu. melakukan pengawasan. terhadap pcmermtah serta Pasal 1m penting
memben ‘penguatan kepada lembaga ‘Parlemen di tengah penguatan sistem

presidensial akan tetapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak

‘menghadiri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut

dapat '@Iielirﬁinir dengan meningkatkan partisipasi masyarakét dalam setiap
proses- d1 DPR. Seandainya memang terdapat lembaga atéu pémrarigan yang
dengan Lt:kad tidak baik, atau dengan sengaja tidak mendukung panggllan DPR
dan hal tersebut terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak
terdapat hamhatan apapun bagi DPR untuk melakukan langkah hukum sesuai
dengan me}camsme hukum yang berlaku.

Mahkamah: berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian. untuk
memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan’ semakin jelas
memiliki “persoalan kunstitus’ic'ma'!'itas, sehingga kekhawatiran yang berujung
pada rasa takut setiap orang akan berlakunya normna Pasal 73 ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Perubahan Kedua yang dapat menjauhkan
hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai
konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal
ini dihubungkan dengan dalil para Pemnhon sehagaimana terurai dalam

permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon
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mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

UU MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum,

2. Pasal 122 hurufl

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan pertimbangan
hukum terhadap pengujian Pasal 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedua sebagai
berikut:

a. Bahwa terkait dengan mstutusn MKD “yang dlberl tugas untuk “mengambil

langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan. kelompok

orang, atau badan hukum”, hal demikian harus dmmbang dengan menjelaskan

posisi atau sekahgus kedudukan MKD sebagai salah satu-alat kelengkapan DPR.

Dalam Hal_'_ini. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: ;

1) Bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 119, UU MD3 Perubahan Kedua, MKD
merupakan sa]ah satu alat kelengkapan DPR:. yang bersifat tetap dan
dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat DPR sebagai lembaga pcrwakllan Secara universal,
mlsalnya The Global Organization of Parliamentarians Agamst Corruptlon
-.(GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif
adalah dokumen formal yang mengatur perilaku leglslater dengan
menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan
apa yang tidak. Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan
budaya polmk yang sangat: menekankan pada kepatutan. kebenaran,
transparansl dan kejujuran-perilaku anggota parlemen‘ Namun, kode etik
tidak dimakstidkan untuk: menc;ptakan perilakd “ini dengan sendlrmya.
Sesuai dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 119 UU MD3
Perubahan Kedua, dalam batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk
dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang
bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar
perilaku/etik bagi anggota DPR.

?2) Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU
17/2014, mulal dar1 tujuan sampal dengan peimbentukan lustitusi penegak

etik dinilai telah memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika UU
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17/2014 diubah menjadi UU MD3 Perubahan Kedua, ruang lingkup tugas
MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR diperluas
sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya

terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.

untuk menjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum
menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan
kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan

atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, hal itu akan

3) Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan DPR menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang
merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagai tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya, Sebab, dengan
lembaga penjaga dan penegak kode etik. Profesi atau pekerjaan mana pun rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan
yang mengatur standai’ kode etik tertentu, maka institusi yang diberi tugas Kedua frasa "mengambil. langkah hukum dan/atau langkah lain .."” dapat
menjaga dan ‘menegakan etikadalam  profesi/pekerjaan tersebut hanya ditafsirkan bahwa MKD melakiikan langkah hukum terhadap pihak eksternal
men_-li_l_j}'éi: kewenangan untuk menjaga etika -da_r{'_‘, .p(zr_ilaku_anggota dan yang dianggap m_erendahkan kehormatan DPR" dan ‘an_ggota DPR, sehingga
meneéé.‘léi;annya terhadap anggota yang melanggar  kode etik. Dengan seqléhhlaﬁ__rﬁengamhi] alih kewenangan penégak Tukum. Penafsiran
dem’ik_i:iﬁ,--]embaga penegak kode etik yang dibentuk oleh Su:atu"qr_ganisasi demikian bukan hanya telah keluar dari hakikat MKD sebagai. lembaga
tidak dapat ditarik keluar menjangkau pihak lain. Lembaga'.-penegak etik p.e‘négfék etik yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapi j'uga'r menimbulkan
tetap dibatasi untuk bekerja terhadap anggota- anggotanya séndiri untuk -_p_emahaman MKD menjadilembaga penegak hukum itu sendiri.
menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian hukum St e o e

: sepagai lembaga penjaga etik internal organisasi. ' b. Ba_ll'w'; melalui Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan Kedua, kepada MKD
4)° Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dén":lembaga- diséfaﬁi tizgas untuk -mengambil langkah hukum dan/atau lang_l_'c‘zih‘.lainnya
lemb‘aga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga terhadép.-%.rang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai
i penegak .etikanya hanya mencakup internal penyandang. prnfes: Etika merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal ml Mahkamah
profest ‘hakim misalnya, hanya diterapkan dan herlaku hagr haklm. etika mempernmhangkan sebagai berikut:
profesi. advokat]uga hanya berlaku dan diterapkan bag: advokat. Begitu juga 1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD scbagal lembaga internal DPR yang
dengan profesi tamnya, etika yang disepakati hanya berlaku secara internal dibentuk untuk men}aga dan menegakkan keluhuran martahat DPR sebagai
masing-masing pmfesl ity saja. Adapun pihak eksternal sama sekali tidak lemhaga perwakt}an MKD’ bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan
terikat dan tidak dapat dituntut berdasarkan norma etika oleh lembaga yang sebagal tameng DPR untuk mengambnl langkah hukum terhadap orang
dibentuk untuk menegakkan kemungkman ter;admya pelanggaran etik perorangan yang dlmlal telah merendahkan martabat -DPR atau- -anggota
dalam organisasi profesn yang bersangkutan. B P ‘DPR. Sekali lagi perlu dntegaskan hahwa MKD adalah lembaga penEgak etik
5) Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan

penegak etika profesi adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga
tersebut tidak berbenturan dengan tugastugas lembaga lainnya dalam
penegakan hukum, Dalam konteks ini, bilamana terdapat pihak- pihak lain di
luar penyandang profesi tertentu yang dianggap mernsak kehnrmatan atan
keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku

ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik

yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas
tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagi
sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai penjaga dan penegak
etika kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sebuah
lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi

lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk
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menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata
lain, fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik dan tidak
dapat dicampur- aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana
DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak
mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan
tersebutlah yang secara genuine mempunyai hak untuk mengambil langkah
hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau
mengajukan gugatan secara keperdataan.

Bahwa runtuh atau ruSakﬁy’a martabat dan kehormatan suatu institusi
sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Segala
pe_rbua_éia.n/ti.ndakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan

kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia

.norma ~hukum berikut mekanisme penegakannya, Sedﬁngkan untuk

mengannmpas; I-cerusakan yang muncul dari internal, hal mllah yang

membutuhkan peran msntust internal yang ‘dibentuk untuk itu. Dalam
: konteks ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk
-dengan tujuan- pokoknya menjaga martabat dan-kehormatan-DPR yang

: d:sebahkan dari internal DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MKD

hmgga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan
pihak® di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan
martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga
dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MKD
yang dem:kian dapat menimbulkan rasa takut ‘bagi masyarakat untuk
berparusnpasi dalam tarut: serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh anggota’ DPR ' WL

Bahwa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambll langkahlangkah
hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang
bersangkutan merasa dan menilai martabat dirinya telah dilanggar oleh
pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada
MKD molalui Pagal 122 huruf 1 Uil MD3 Peryhahan Kedua dapar
menimbulkan dua kemungkinan, yaitu pertama, tugas MKD tersebut

menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya
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dapat diproses melalui langkah-langkah yang diambil MKD, sementara
anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seolah-
olah kehilangan kesempatan untuk menempuh langkah secara perorangan;
kedua, tugas MKD dalam Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua
menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota
DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara
di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa
dirugikan oleh tindakan yang dmllal meruglkan martabatnya sebagai
anggota DPR kehulangan kesempatan melakukan upaya, termasuk
mengambil langkah hukum, karena misalnya pr05es politik_di DPR yang
tidak berplhak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut Terbukanya
dua kemuhgkinan dalam implementasi Pasal 122 huruf1 uy MD3 Perubahan
Kedua, pada satu sisi, menunjukkan bahwa pemberian tugas kepada MKD
dalam norma tersebut justru menimbulkan masalah tersendm bag1 anggota
DPR ‘karena séolah-olah men]adl kehl]angan kemandlnan untuk dapat
mengambll langkah hukum maupun tidak terhadap tindakan yang dmllal

merendahkan martabat mereka sebagai anggota DPR. Semem;ara di stsl lain,

: norma dalam pasal a quo potensial menimbulkan rasa takut bagx masyarakat

untuklkutberparus:pam dalam mengawasi perilaku anggota DPR

Bahwa sementara itu, dari konstruksi perumusan norma, apabila suatu
perbuﬁtah hendak diatur sebagai perbuatan yang di'l_a"ran'g"dan terhadapnya
dapat - dikenakan sanksi hukum, maka norma” hukum yang mengatur
perbuatan tersebut harus memenuhi 'syérat li'e;e'iasan rumusan atau sesuai
dengan prmsnp lex stricta dan lex certa. Dalam arti, “harus ;elas dan tidak
multttafsxr Kenka suatu jems atai bentuk perbuatan tertentu hendak
dilarang dan disertai ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu
harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam
sesuai kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya
terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.

Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf1 UUMD3
Perubahan Kedua, khususnya frasa “merendahkan kehormatan DPR dan
anggota DPR”, hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak

jelas dan multitafsir. Frasa “merendahkan kehormatan” sangat fleksibel
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untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma
tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan
mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat

dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR.

namun penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif tidak
ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik
pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma

a quo yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah

6) Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan
merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan bahwa frasa “mengambil langkah hukum” tersebut adalah mengarah kepada
fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum,
121A huruf b UU MD3 Perubahan Kedua. Maksudnya, fungsi penindakan 8) Bahwa makna dari Pasal 122 hutuf | UU MD3 Perubahan Kedua tersebut
dalam pasal a quo'yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang dapat menimbulkan kecidakpaétian hukum kar‘eria rumusan norma demikian
melanggér etik potensial untuk ditafsirkan juga berlaku bagi pihak luar yang dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil
dimial merendahkan martabat dan kehormatan DER. atzu anggota DPR, alih ‘ﬁ"m'-gs_i-' f_ﬁngsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga
Deng_an kata lain, hal demikian akan membuka ruang “terjadinya MK]ﬁ- isié‘t:ﬁri.gga dikhawatirkan terjadi penye]undup}m fun'ési penegakan
keseWenéng-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa hukﬁ'm'séhagaimana yang terjadi terhadap Pasal 73 ayat (3), ﬁjiét (4), ayat
menafsirkan perbuatan dan: perkataan apa saja yang dinilai sebagal telah (5), dan ayat (6) UU.MD3 Perubahan Kedua yang telah dipér’tjimhangkan
'merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehmgga dapat mengancam -.':s‘.:ehejumnya. Terlebih lagi, "apa'bi]af.di‘:c'é.i"ma:ti'iiébnstruksi 'éqmﬁéan"_norma
hak konstltuslonal warga negara untuk menyampaikan kritik, pendapat dan "Pasal 122 huruf | UU MD3 Perubahan Kedua tersébutlebih rﬁengedepankan

-aspirasinya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya _penafs;ran langkah hukium-daripada langkah lain. Dengan demikian, seqafg E_i'i'stler'natis.
:yar':g; ﬁigngandung potensi ancaman demikian bertentangan "'dengan hak séol&ﬁ'o-lah langkah lain tersebut justru menjadi pilihan t‘erakl_"nir ababi]a
setiép 'iWa_rga negara untuk mendapatkan kepastian hukum: -t.iari setiap 'langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala. - .

regulaéi‘yang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan qéngé'n DPR, c. Bahwa selain: alasan alasan hukum yang didasarkan pada unsurunsur tumusan

7) Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah mendasarnya dalam norma Pasgl 12_2 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua, perubahan Pasal 122 UU

peruhﬁusad Pasal 122 huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua adalah berkaitan
dengan frasa mengambll langkah hukum”, Apakah dengan frasa tersebut

‘berarti MKD akan melakukan Iangkah hukum dengan menindaklanjuti

sendiri semua tindakan atau ucapan ‘masyarakat yang dinilai merendahkan
martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada
institusi penegak hukum, Secara normatif, tidak terdapat penjelasan yang
pasti berkenaan dengan hal ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3
Perubahan Kedua yang secharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai
penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan “Cukup
irlas”, Dalam hal ini. sekalipun DPR dalam keterangan vang pada nokoknya
menyatakan bahwa frasa "mengambil langkah hukum” tersebut mengarah

kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum,

MD3 Perubahan Kedua dari rumusan yang térda’pét dalam Pasal 122 UU
17/2014 menjadi rumusan dalam Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua tidak

_saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembégé peniegak etik internal

menjadi “juga mencakup p:hak eksternal melainkan’ ]uga telah menyebabkan
beérgesernya sub]ek utama yang dlatur sebagal pihak yang bertindak" sebagai
pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang,
yaitu anggotaanggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 Perubahan Kedua
secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama
yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama
sekalj tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya
hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD

1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan
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hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan
dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3 Perubahan Kedua,
perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD
dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada
MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122
huruf 1 UU MD3 Perubahan Kedua justru menimbulkan ketidaksinkronan
antarnorma UU MD3 Perubahan Kedua, khusus materi muatan terkait MKD
sehingga bertentangan dengan UUD-1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian
dihubungkan dengan sehagiaﬁ yang dikemukakan  oleh para Pemochon
sebagaimaﬂf'diur&ikén dalam permohonan a ‘quo; menurut Mahkamah
permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf | UU

MD3 Perubahan Kedua beralasan menurut hukum.

3. Pasal :245-ayai (1)

Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU XV1/2018, MK memberlkan perhmbangan
hukum terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua sebagai
berlkut :
. Jika dihuhungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua logika
yang secara;-umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 wu MD3 Perubahan
Kedua adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR, sehég'aim..ana"aimaksud
dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, benar-benar dijamin secara kuat. Selama
pernyataan, pertanyaan. pendapat. sikap, tindakan, atau keglatan seorang
anggota DPR. berkait dengan fungsi-serta wewenang dan tugas DPR atau semata-
mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota
~DPR, maka oleh undang-undanga quo hal itu bukan hanya‘dlkesamplpgkan dari
kemungkinan lahirnya tuntutan": hukum .tetapi juga dikesampingkan dari
kemungkinan pergantian antarwaktu. Pertanyaannya kemudian, jika hak
imunitas anggota DPR telah dijamin sedemikian kuat dalam undang-undang a
quo, sebagaimana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 Perubahan
Kedua di atas, apakah masih dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3
Perubahan Kedua.

Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 17/2014, yang
menyatakan, “Pemanggilan dan permintaan Kelerangan uiituk  penyidikan
terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat
persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.” Terhadap Pasal 245
ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan
pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 76/PUU-XII/2014: Mesktpun dalam Futusan tersebut Mahkamah
menegaskan pentmgnya perlmdungan hukum yang memadal dan proporsional
bagi anggota’ DPR dalam melaksanakan hak-hak konstltusmnalnya, yaitu
perlunya per setu;uan tertulis Presiden, bukan persetujuan tértulis Mahkamah
Kehormatan ‘Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dlpanggll dan_dimintai

keterangan berkait dengan suatu tindak pidana.

A Berdasarkan pertlmbangan hukum Putusan: :Mahkamah Konsti:iisi ‘Nomor

76/FUU XIi/2014 tersebut beberapa 'hal pentmg telah memad1 lelas di

antaranya

1) -'Pertama, bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstltusionalnya sebaga1
anggor.a DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstltusmnal
'keiemhagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena itu
dlbutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsnonal

2) Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukim. yang memadai dan
properslonal itii ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan
dimintai. keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan
tindak pidana maka dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden;

3) Ketiga, bahwa Mahkamah: Kehormatan Dewan: (MKD) tidak ada relevansinya
‘dan-tidak tepat dilibatkar dalam’ bentuk pemberlan persetujuan’ tertulis
terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai
keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak
pidana karena MKD adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari
dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;

4) Keempat, serara a contrarin, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya
berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai

b. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Ked dalah baha
yat (1) ks o Bedin adstaly plentiplun, dan keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga
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melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu
tidak dibutuhlkan persctujuan tertulis dari Presiden,

d. Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU

MD3 Perubahan Kedua sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014
sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUXII/2014 di atas,

. Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan

norma sebagaimana termuat dalam Pasal 245 UU MD3 Perubahan Kedua adalah

dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR_sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 204 ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitan -ini, meskipun secara tersirat
telah dlsmggung dalam pertimhangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 76/PUU-X11/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas

terhadap:_ anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan

mlé_linaudgi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya
dari tu'ntﬁtan pidana me!ainkﬁﬁ semata-mata ‘agar anggota -Di’R dalam

--melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusioﬁéinyé “tidak “mudah

ritkr:mmalkan Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UuMD3

Perubahan Kedua yang mengandung substansi dan penge__rnan sebagalmana

diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas’ sebagai hak

knns'titusi;'o_hal‘, anggota DPR menjadi keluar dari filosofi dan hakikatnya sehab
dengan rumusan demikian berarti; :

1) hak imunitas tersebut juga mencakup atau berlalku terhadap bukan hanya
jika seoranganggota DPR d[pﬁnggil dan dimintai keter_angén dalam kerangka
proses'pelnyidikan sebagai tersangka suatu tindak pldana melainkan juga
tatkala seorang anggota DPR c{rpangg:[ dan diminta_keterangan untuk hal
yanglainnya;

2) hal imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan
melainkan untuk semua proses dalam sistem peradilan pidana;

3) hak imunitas itu diejawantahkan bukan terutama oleh diharuskannya
persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat memanggil
dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar
sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh

keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya
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f.

pertimbangan MKD, persetujuan tertulis dari Presiden tidak dapat
dikeluarkan,

Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal

245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua tersebut bukan hanya telah

bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai

pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A
ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:

1) bertentangan dengan fun’g‘ﬁ' MEKD, sebagdimana diatur dalam Pasal 121A
UU MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak ada menyiratkan adanya
fungsi demlksan '

2) bertentang:-m dengan tugas MKD, sebagaimana diatur clalam Pasal 122 UU
MD3 Perubahan Kedua yang sama sekali tidak menyehutkan adanya tugas
demthan meskipun hanya secara implisit.

3) hertentangan dengan kewenangan MKD; sebagalmana chatur dalam Pasal
122A UU MD3 Perubahan Kedua yang ]uga sama sekah tidak menyebutkan

: adanya kewenangan demikian mesklpun hanya secara implisit. o

; Dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat

(1) Uy MD3 Perubahan Kedua, telah terang bagi Mahkamah _bahwa Pasal 245
ayat (1):UU MD3 Perubahan Kedua bertentangan dengan UUD 1945 karena
kortradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR
yang ‘secara kontekstual seharusnya menjadi dasar ;Iaér'ri"ikiran atau latar
belakang pembentukan MKD.

Meskipun Mahkamah sependapat dengan para Pemohun sehmgga permohonan
para Pemohon beralasan menurut hukum ‘untuk sebaglan yan:u baliwa norma
yang terkandung_ dalam - Pasal 245 ayat (1 UU,_MDB Pe_ruhahan Kedua
bertentangan déngan UUD 1945 ‘secara bersyarat, tetapi Mahkamah memiliki
pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam
sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon, namun
demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau
hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa
syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota
DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan

tertulis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
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76/PUU-XI11/2014, sehingga terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma
Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Perubahan Kedua, Mahkamah akan menjatuhkan
putusan yang dipandang lebih tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan

ini.
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TENTANG
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KATA PENGANTAR

DPR Rl memiliki 3 (tiga) fungsi utama
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai
representasi rakyat dan juga untuk mendukung
upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik
luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang
dilakukan DPR Rl adalah melakukan pemantauan
dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang di Badan Keahlian DPR Rl memberikan
dukungan keahlian kepada DPR Rl dalam
menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-
undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU
LPS) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan kelembagaan penjamin
simpanan telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Satu pasal dalam UU
LPS telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU LPS yang dinyatakan bertentangan
dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional
bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya.
Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang batang tubuh undang-undang,
informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait,
dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas
pasal/ayat yang dibatalkan.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk
penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya,

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, §.H.. M.H.
NIP. 19690213 199302100 L

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...cccovinmnnnnmissnssainans

DAFTAR ISL.oinennmssscsssinnssannnns

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK
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LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI




Menimbang : a.

Mengingat :

o

L

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menunjang terwujudnya perckonomian nasional
yang stabil dan tangguh, diperiukan suatu sistem perbankan yang
sehat dan stabil;

. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil

diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan
simpanan nasabah bank;

. bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminanterhadap

simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga
yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk
melaksanakan program dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Talun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor3790);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4357);

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor4355);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

8,

Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Perbankan,

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank
Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Nasahah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Perbankan.

Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Perbankan,

Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan
membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi
disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan,
adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas
simpanan nasabahbank.

Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP,



Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan
penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak
sistemik

10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga
Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa
yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga
Penjamin Simpanan.

11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga
Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau
pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam
melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan,

12, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh
Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan
penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undangini.

13, Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan,

14, Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan
Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.

15. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

BAB I
PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang
selanjutnya disebutLPS.

(2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.

(3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3
(1) LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
(2) LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor
perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner.

BAB I
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4
Fungsi LPS adalah:
a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan

kewenangannya.
Pasal 5
(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS
mempunyai tugas:

a. Merumuskan danmenetapkan  kebijakan  pelaksanaan  penjaminan
simpanan; dan
b. melaksanakan penjaminan simpanan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan menetapkan Kkebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan;
b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian
Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
¢. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS

mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;

b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali
menjadi peserta;

¢, melakukan pengeloiaan kekayaan dan kewajiban LP5;1
mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan
keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak
melanggar kerahasiaan bank;

e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau  konfirmasi atas data

1 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk dapat
melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang
memenuihi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penceyulivn dun Penangunan Irisia Sistem Koeuangan” melalui Putuean MK Momeor 1/PITH
XV1/2018.

< Pasalfayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang ini.



sebagaimana dimaksud pada huruf d;
menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;

g. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk
bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan
sebagian tugas tertentu;

h.  melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan
simpanan; dan

i, menjatuhkan sanksi administratif.

(2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan

(1)

(2)

(1
(2)

kewenangan:

a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang
saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;

¢ meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap
kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga
yang merugikan bank; dan

d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur
dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data,
informasi, dan/atau dokumen kepada pihaklain.

Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS.

BAB1V
PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK

Bagian Pertama

Kepesertaan

Pasal 8

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ddalttermasult Badan Kredit Desa,

Pasal 9
Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
2) salinan dokumen perizinan bank;
3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yvang dikeluarkan oleh LPP yang
dilengkapi dengan datapendukung;
4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang
memuat:

1. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank
untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam
PeraturanLPS5;

ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian
dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan
kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;

iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak,
kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank
menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau
dilikuidasi;

b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal

sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal

disetor bagi bankbaru;

membayar premi Penjaminan;

menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;

e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka
penyelenggaraan Penjaminan; dan

f.  menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau
tempatlainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

oo

Bagian Kedua
Simpanan Yang Dijamin

Pasal 10

LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11

(1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling
banyak Rp100.000.000,00 (saratus jutarupiah)

(2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau
lebih kriteria sebagaiberikut:



1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank tidak
berlaku untuk likuidasi bank yang terjadi setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 103
Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 96.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

ttd

Laitibuck V. Naliatla

LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 6 ayat (1) hurufc

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-XV1/2018, MK memberikan pertimbangan

hukum terhadap pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ UU LPS sebagai berikut:

a. Menimbang bahwa dengan adanya pembayaran kewajiban suatu Bank Dalam
Likuidasi (BDL) terhadap nasaiBa’h_qudltornya oleh LPS, maka semua hak yang
dimiliki oleh BDL terhadap kreditor BDL menjadi beralih kepada LPS termasuk
piutang BDL tersebut. Dalam hal ini tampak]ah adanya pergant;an kedudukan
BDL terhadap deh:mrnya oleh LPS. Bahwa pada saat LBS menerima pengalihan
plutan bermasalah dari tim likuidasi, maka LPS akan melakukan penagihan
dan- pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah karena
adany perhitungan bunga dan denda, sehingga semakin kecil kemungktnan
debnpur bank gagal atau BDL melakukan pembayaran utangnya.- Upaya

bank yang belum tentu akan diterima oleh LPS. Bahwa kenyataannya dalam uu
LPS tidak diatur kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, namun di
0 sisi '-'dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunya:; ewenang
antara lain melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS- [vrde Pasal 6
_ayat (1) huruf ¢ UU LPS] dan LPS bertanggung jawab atas. pengclolaan dan
penatausahaan semua asetnya [vide Pasal 81 ayat (3) UU'LPS]. '
Bahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh. LPS te:_sebut kemudian
diatur dalam-dndang-undang lain vaitu Pasal-46 ayat: (5) Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2016 tentang. Pencegahan dan Penanganan -Krisis Sistem
Keuangan (UU PPKSK) yang ‘menyatakan, “untuk ‘menyelesaikan aset dan
kewauban yang masih tersisa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) .LPS
memiliki wewenang untuk merighapus buku dan menghapus tagih aset”,

b. Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan-apakah kewenangan
hapus buku dan hapus tagih yang lahir'dari UU PPKSK ini dapat dijadikan dasar
untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan yang sama atau tidak
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab LPS dalam UU LPS itu sendiri.
Bahwa kewenangan LPS dalam UU PPKSK adalah untuk melakukan hapus buku
dan hapus tagih terhadap sisa aset berupa piutang terhadap debitur bank
sistemik setelah Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) diakhiri. Meskipun
UU PPKSK dibeilakukan dalaus keadaan keisis, alean tetapi lkonoep hapus buliu
dan hapus tagih dalam UU tersebut dijalankan ketika keadaan krisis sudah
berakhir, karena Presiden telah memutuskan untuk mengakhiri PRP
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sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK, maka pasca PRP
keadaan sudah tidak krisis lagi.

Menimbang bahwa bila dibandingkan dengan pemberlakuan UU LPS terhadap
bank sistemik dan non sistemik, apakah kewenangan hapus buku dan hapus
tagih LPS dalam UU PPKSK dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS
memiliki kewenangan hapus buku dan hapus tagih dalam UU LPS, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa LPS sebagai lembaga mandiri dan mempunyai kewenangan
mengelola kekayaan dan kewajiban . LPS§ serta bertanggung jawab atas
pengelolaan dan penatausahaan semua aset [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c
dan. Pasal 81 ayat (3) UU LPS). Secara umum, pengelolaan piutang dari
pihak-yang berpiutang (perseorangan maupun badan-hukum) melekat
kewenangan untuk melakukan pengelolaan piutang tersebut, yang di
dalamnya termasuk hak hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan
demikian berdasarkan UU PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun,
sebégalmana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena UU" PPKSK itu
berlaku untuk mengatas; keadaan krisis keuangan terhadap bank sistemik,
yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan tersebut ]uga secara
sefta-merta melekat sebagai kewenangan LPS - dalam keadaan: normal

. sebagaimana diatur dalam UU LPS, sehingga kewenangan itu ]ug" 'berlaku
i halk terhadap bank sistemik maupun bank non-sistemik.
2) Terhadap persoalan tersebut apabila dikaitkan dengan dalil:Pe hon yang
. ‘menyatakan bahwa hak hapus tagih dan hapus buku yang' menjadi
. ‘kewenangan LPS sebagaimana yang diatur dalam UU PPKSK: beriaku pula
"untuk kewenangan LPS dalam UU LPS sendiri dengan alasan yang apablla
diringkaskan adalah alasan efisiensi dan kepastian hukum, menurut
Mahkamah, secara umum dalil Pemohon tersebut memiliki landasan
argumentasi yang cukup, Namun, oleh karena aset yang dikelola oleh LPS
tersebut adalahi. berkaitan dengan kekayaai negara dan.adanya hak
masyarakat ‘di dalamnya, maka kewenangan hak hapus-buku dan hapus
tagih tersebut tidak dapat ‘dianggap sebagai- kewenangan tanpa batas
seperti jika hal itu menjadi plutang yang dikelola oleh perseorangan atau
badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara. Dengan
demikian, hak hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam
keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan
dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK.

3) Bahwa dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini
LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas
transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku
dan hapus taglh adalali et upakdi upaya Lecaklic (wltinum remedium)
dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan
tindakan moral hazard. Kehati-hatian demikian relevan dengan tahapan-
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tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU

PPKSK yaitu bahwa tindakan hapus buku harus dilakukan melalui

beberapa tahapan yaknt:

a) Upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif;

b) - Pengkondisian kembali (reconditioning);

¢) Penjadwalan Kembali (restructuring);

d) Restrukturisasi (restructuring);

) Penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan
dikeluarkan; '

f) Upaya penagnhan tidak-bisa dilakukan [wde Pen;elasan Pasal 46 ayat
(5) UU PPKSK]

d. Bahwa - berdasarkan seluruh  pertimbangan hukum di atas, terhadap

permohunan Pemohon agar Pasal 6 ayat (1) Huruf c UU: LPS dinyatakan
mkonsmtusnonal bersyarat sepanjang frasa "melakukan pengelo[aan kekayaan
dan kewajiban LPS" tidak dimaknai “termasuk dapat melakukan tindakan
hapus ‘buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang’- menurut
Mahkamah hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah
mengingat hak hapus: buku dan hapus caglh dapat diberikan sepan]ang masih
betkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat [4).uu

“PPKSK sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Oleh- Karena itu
- permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN
MELALUI PUTUSAN MK

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4635);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bartuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAK[LAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang Undang ini yang dlmaksud 1 dengan:

1. Sistem Peradtlan Pidana Anak, adalgh gseluruhan proses penyelesalar perkara
Anak yang" berhadapan 'dengan hukum, mulai tahap penyelldlkan sampal dengan
. tahap pemblmbmgan setelah menjalanl pidana :

2. Anak yang Berhadapan dengan’ Hukum adalah anak yang herkonﬂlk dengan
hukum, anak yang men]adl korban tindak pidana, dan’ anak yang men}adl sakﬂ
tindak pidana.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Anakyang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan olzh tindak
pidana.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:/ ~ a.

PRESIDEN REPUBLIK]NDONESIA

bahwa anak merupakan amanah dan karu_nia Tuhan Yzng Maha Esa

yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak
mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum
dalam sistem peradilan;

bahwa Indonesia sebagal Negara Pihak dalam Konvensi Hak Hak
Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip
pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewa'jiban untuk
memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum;

bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentanz Pengadllan
Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dzn kebutuhan

“hukum  masyarakat karena belum secara komprehensif
- memberikan pelindungan kepada anak yang berhadcpan dengan

' hukum sehingga perludiganti-dengan undang—undang baru;
e bahw berdas

-‘::\p_ert] bangan sebagalmana dimaksud dalam

Gtk

Quri"l

:'?‘?Undan-g tentang Slstem Peradllan Pldana Anak

Mengingat:

Pasal 5_ayat (1] Pasal 20, ‘Pasal ZBB ayat [?) Pasal 28G, dan
Pasal 28! Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia
Nomor 4235);

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI



DAFTAR IS1

KATA PENGANTAR
570V B ARt R0 ool A 51 ot LA o 0 - bt 3
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK
L o PREALOB i i ot el S I o g vess gt see ootk b B
2. Pasal 99.....munitilid
3. Pasal 100 micoisieiins
& Pasal il 5 T T o SRR
LAMPIRAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI. .o 41

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI



KATA PENGANTAR

DPR Rl memiliki 3 (tiga) fungsi utama
sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD
Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai
representasi rakyat dan juga untuk mendukung
upaya Pemermtah dalam me[aksanakan pohtlk

dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan
dan peninjauan terhadap undang—undang.

Pusat Peman'tauan Pelaksanaan Undang-
Undang di-Badan Keahlian DPR RI memberikan : :
dukungan keahhan kepada DPR RI dalam menjalankan fung51 pengawasan tersebut
dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konst:tusn yang
menyatakan pasal/ayat dalam undang—undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945,

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Slstem Peradilan Pldana £nak (UU
SPPA) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan sistem peradllan pxdana
anak di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Kcmstltusx
Beberapa pasal /ayat dalam UU SPPA telah dinyatakan bertentangan dengan. UUD Tahun
1945 dan tldak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konsutnm

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU SPPA yang dmyatakan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan mkonstltusmnal maupun
konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang—undang
aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-
undang, informasi undang—undang yang melaksanakan Putusan. Mahkamah Konstitusi
terkait, dan d;sertal lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Kenstitusi
atas pasal/ayat yang dlbatalkan 3

Harapan kami dengan adany arpat membenkan masukan untuk
penyusunan Program LeglslaSI Nasional- kepada anggota DPIﬁ RI pada khususnla serta
dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001
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BAB X
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak
melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud -pada ayat. [1) dilakukan dalam rangka
sinkronisasi perumusan kehljakan mengenal langkah pencegahan, penyelesaian
administrasi perkara reha yIltasr dan remtegrasmomal

(3) Pemantauan, evaiuasn dan pelaporan pelaksanaan Slstem Peradl]an Pidana Anak
dilakukan oleh kementerlan dan komisi yang menyelenggarakan;urusan di bidang
perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang—undangan

(4) (4} Ketentuan leblh lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kcordinasi,
pemantauan, ‘evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemermtah \

BAB XI
SANKSIADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat: (3) Pasal 27 ayat (1)
dan ayat (3) Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat “(1).. dan ayat [4) Pasal 55
ayat (1), serta Pasal 62. dlkenal sanksi admimstratlf sesuai dengan ‘ketentuan
peraturan pe rundang—undangan :

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
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Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).?

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja- tldak melaksanakan kewajlban sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 33'aya,t_(3] dlpldana dengan pidana penjara palmg.lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan : ]
sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana'pen]ara
palmg lama 2 (dua) tahun.2 :

Pasal 100
Haklm yang -dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagalmana

dlmaksu ‘dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 'yat (3)
dlpldana dengan pldana penjara paling lama 2 (dua) tahun.3 g '

Pasal 101

Pe]abat pengadllan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajlban
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 62 dlpldana dengan pldana pen]ara paling
lama 2 (dua) tahun. i : o

1 Mahkamah Konstltum menyatakan Pasal 96 bertentangan deng ahun 1945 dan tidak
mempunyal kekuatan hukum mengikat melalm Putusan MK Nomor 110/PUU X/2012 '

<« Pasa[/ayat tersebut beium ditindaklan juti dengan péerubahan undang—undang ini.,

2 Mahkamah ‘Konstitusi menyatakan Pasal 99 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 -dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.

% Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

3 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 100 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012.

% Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.

* Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 101 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012.
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

a.

(1)

(2)

masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke
pengadilan negeri, tetapi beium dlSldang harus dt]aksanakan berdasarkan hukum
acara Undang-Undangml dan

sedang dalam proses pemerlksaan di sidang pengadllan dilaksanakan berdasarkan
hukum acara yang dlatur dalam Undang-Undang tentang Pengadllan Anak

Pasal 103 ;
Pada saat Undang—Undang ini mulai berlaku, anak negara dan /dtau anak =1p1] yang
mas:h berada di lembaga pemasyarakatan anak dlserahkankepada LB
a. orangtua/Wah i S T d
b. LPKS/keagamaan atau " y b
kementenan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemermahan di
bida ng sosial.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dmetapkan'oleh
menterl yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bldang hukum

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus “melakukan perubahan 31stem menjadi
LPKA sesuai dengan Undang Undanglm palmglama 3 [t}ga) tahun

(1)

BABXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-
Undang ini:

«+ Pasal/ayat tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ini.
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a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;

b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum:

c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;

d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

wajib membangun Bapas di kabupaten /kota;
e. kementprlan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidarg hukum
5 aJIH}HbﬁiBangun bREAdgn L LPAS di provinsi; dan
f. E:amgmgﬂéﬁ yang m@w@%rﬁ an’ (iPidan pemerintahan di bidang sosial

akan yr
£ a]a WMMdan LPAS an

Pemerint
€Mmenteriap di Provinsj: dan =an di bidang hukum
(2) Ketamg}ﬂp mIep enag 'Béﬁi&?émggamkgﬁn%sgapas dan LPKS sebagaimana

dimaksud _pada a%llﬁyfqhuruf d dan huruf f (:Fﬁmc’ﬂEFﬂ&ﬁﬂ dhl&ma;\%l etk

provinsi dan kabupaten[kota berdekatan.

(3) Dalam hal kementenan yang menyelenggarakan urusan pemermtahan di bidang
hukum tldak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat: menylapkan
lahan yangdlbutuhkan Sk

Pasal 106 ,
Pada saa Undang—Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahan 1997
tentang P ngadllan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 !‘iomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dlcabut dan dmyatakan
tldakberlaku _f T NE

Pasal 107 : " P iy

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini. harus dltetapkan pahng lambat 1 (satu)
tahun sejak Undang— Undang 1mdiberlakukan S, ;

PasallOB g

Undang—Undang ini, mulal berlaku sete!ah 2 (dua) tahun terhltung: sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di ]akalfi:_ej__,:ﬁ-;jji"-‘ e

pada tanggal 30 ju112012 :

MENTERI HU:KUM"DAN-HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Y

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101

Bahwa dalam Putusan Nomor 110/PUU-X/2012, MK memberikan percimbangan
hukum terhadap pengujian Pasal 96 Pasal 100, dan Pasal 101 UU Praktik
Kedokteran sebagal berlkut‘ i

a. Bahwa ketentuan konsﬁtusmnal mewajlbkan pembentuk Undang-Und:ang untuk
merumuskannya secara normatif dalam Undang—Undang dalamn  rangka
membenkan jamman secara hukum bagi terselenggaranya peradilan dalam
rangka menegakkan hukum dan keadilan. SPPA dalam poswmya sebagal
pengadllan khusus di lingkungan peradilan umum dengan pejahat pe]abat
khusus sebagai penye]enggaranya antara lain, hakim, pejabat pengadilan,
penyidik, dan penuntut umum sebagaimana dlpertlmbangkan di atas merupakan
sistem peradllan pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadllan
'terhadap anak yang menghadapi permasalahan hukum. Oleh kanena yang
_dlhadapl dalam proses peradilan tersebut adalah anak dengan posm dan kondlsl
sebagalmana diuraikan di atas maka tujuannya lebih diutamakan padc keadilan
darlpada hukumnya Dengan pilihan kebijakan perundang- undangan tersebut
maka dltetapkan kewajlban dllaksanakannya tahap dlver51 dalan rangka
keadilan. restoratlf ' s A

b. Bahwa Pasal 96 Pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA yang, menentukan ancaman

]abat khusus dalam. penyelenggara hlfSPPA yalm haklm,

pidana kepada“
pejabat pengadllan, pEDYIdIk dan penuntut umum, menurut Mahkamah bukan
saja tidak merumuskan ' ketentuan- ketentuarl konstitusional mengenal
kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang
terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikar. jaminan
hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga
telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam
penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap
pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut
adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan
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kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu pe-kara. Hal
demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan kontra produktif
dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya seczra efektif

dan efisien dalam rangka keadilan restoratif:

2. Pasal 99

Bahwa dalam Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017, MK memberikan pertimbangan

hukum terhadap pengujian Pasal 99 UU SPPA sebagai berikut:

a. Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses
penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana
[v'ide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Dalam SPPA, penuntut umum merupakan salah
satu pejabat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 UU SPPA mengatur mengenai
éﬁcéinan pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak
melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahapan setelah dirlakukan
perpanjangan waktu penahanan. Terhadap ancaman pidana tersébut,
Mahkamah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012,
bertanggal 28 Maret 2013, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012
yang menentukan ancaman pidana kepada - pejabat khusus dalam
penyelenggaraan  SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan
penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan -saja tidak merumuskan
ketentuan-ketentuan - konstitusional -mengenai kemerdekaan kekuasaan
kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, pznuntut
umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi
penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah
melakukan kriminalisasi terhadap = pelanggaran administratif dalam
penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap
pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif
tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa
ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam
mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian
hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk
menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam
rangka keadilan restoratif:”
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b. Bahwa setelah memeriksa secara cermat norma undang-undang yang
dimohonkan para Pemohon a quo ternyata merupakan satu kesatuan yang saling
berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang- undang yang
telah diputuskan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUUX /2012, bertanggal 28 Maret 2013, yang
merupakan satu kesatuan dalam SPPA yang di dalamnya mengandung adanya
sifat khusus dari keseluruhan proses dalam penyelesaian perkara anak yang
berhadapan dengan hukum, mulaj tahap penyelidikan sampai tahap
pembimbingan setelah menjalani pindana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Oleh
karena itu dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tidaklah tepat
bagi Mahkamah apabila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses
SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan
dalam perkara anak dalam hal ini jaksa/penuntut umum, diredakan
pe_r-lalkuannya dengan hakim. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak terlepas
dari pertimbangan yang didasarkan pada keharusan adanya sinergitas seluruh

; komﬁonen penegak hukum yang tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat
khusus, akan tetapi bukan berarti Mahkamah membenarkan alasan
independensi dalam pengertian yang universal di dalam menerima dalil-dalii
para Pemohon a guo. Dengan demikian penting ditegaskan bahwa sekalipun
Mahkamah telah menyatakan pasal yang dimohonkan para Pemohor a quo
inkonstitusional, hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang mel lakukan
tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu
yang telah dltentukan, sebab hal demlklan sama - halnya dengan sengaja
merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lam kesengajaar. . tidak
-mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghllangkan hak setiap

~ orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setlap 3ejabat
termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan
untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan
ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Barang siapa dengan
sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau
meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan vidana

penjara paling lama delapan tahun”.
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